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Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

:ADESUKRON 
: Umu Administtasi 
; Evaluasi Implementasi Program Pendanaan Kompetisi lndek:s 

Pembangunan Manusia (PPK !PM) Kota Bekasj Tahun 21)()7 

Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang 
. mensejahterak.an masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, 

pernerintah merurnuskan, mengimpiementasikan dan mengevaluasi so:gala kebijakan 
yang bertujuan untu!< meningkatkini kesejahteraan maSyarakatnya. · 

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang 
komprehensif dalam meningkntkan · kesejahfi:raan warganya. Salah satu kebijakan yang . 
didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggantkan 
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Peinbangunan Manusia (PPK !PM). Progrnm 
yang sudah berjatan sejak: tabun 2007 dimaksudk:an untuk rnensinergikan sumber daya 
baik da.na, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah. sektor swasta dan 
masyara.kat serta Stakeholder lainnya gUna memperoleh peningkatan kualit.as hidUp 
maayamkat. . 

Program PPK !PM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, 
kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya 
be1i sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiHkl posisi yang sangat 
strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi 

Dalam suatu kebijakan, salah satu faktomya adaiah implern.entasi program. 
Keberhasilan impiementasi program dinHai melalui target yang sesuai dengan harapan. 
Begitu juga sebaliknya, implementasi yang menga!ami hambatan berakibet pada tidak 
atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuilh kebijakan, sehingga antara keberhasilan 
implementasl progrnm dengan basil akhir yang dicapai akan berbe.nding lurus peda 
sistem kebijakan secara keseluruhan. -

Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (IIDplementor) kebijakan di level 
operasiona! (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni lruantitatif dan 
lrualitatif inl bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-falttor yang 
mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang 
ditugaakan menja!ankan lrubijakan tersebut, basil penelitian menunjukan bahwa po!a 
komunikasi yang baik dan konsisten serta keseruaan pemahaman antara Executive level 
dengan operational level menjada faktor yang rnendukung keberhasila.n impfementasi 
program. Dan juga struktur birokmsi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang 
tidak lrulah penting untuk keberhasilan implementasi lrubijakan. 
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Faktor lain yang menjadi kunoi keberhasilan program adalah faktor sumber 
daya. Da!am faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya 
manusla. sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Darl ketiga faktor tersebut. 
kendala dalam sumber daya anganm telah ruengakibatkan kendala yang cukup berarti 
dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih 
menjadi kunci dalam impiementasi program apalagi hila diukur dengan ketepatan 
jadwal pelaksanaan. 

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan~ pola komunikasi, sumber daya, sikap 
pelaksana dan struktur birokrasi. 
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Name 
Department 
Title 

ABSTRACT 

:ADESUKRON 
: Administration Studies 
: The evaluation of the Implementation of the program of the human 

development of index frnancial competition (PPK IPM) at Bekasi city in 
2007. 

One of the government obligations is to create the develOpment which is to give 
the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans. do 
the implementation and evaluated -every policy which intends to ilnprove the society 
prosperous. 

In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy 
comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is 
designed to give the prosperous ofBekasi society is operating the program of the human 
development of index financial competition (PPK IPM). This program has been ronning 
in•2007 Which is intended to stabilize the source~ such as finance, skill. interpretation, 
things of the government and else. In the sector' private and the society and also other 
stakeholder to get improveness ofsocial life quality. , · 

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the 
edUcation, the serve of social quality and the ability of society in improving in the 
economic matters. This program has the strategic position to efforts the social 
prosperous ofBekasi city. 

In one policy~ one of the factors is the implementation. The successful target in 
implementation is appraise through the target before. In other words. the obstacle 
implementation influences the maximal efforts of policy. So that between the successful 
implementation program and the final things woufd be compared . well as a system 
policy comprehension,- -

The observation is focused at impJemente'r policy in the operational level usage 
two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors; which · 
is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. 
The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole 
understanding between Executive leVel and Operational level holding the support 
factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the 
behaves actors become the two factors which is tfte important things to run the 
successful policy imp1ementa,tion. 

The other factor which is the key of success program is resource._ In this factor, 
there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools 
and financial resources. In those factors~ the problem in the financial resources has 
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affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure 
bealuse of the financial stHI being the key in the implementation program and aiso -
controlled with on time. 

Passwords: policy~ policy Implementation, communication pattern, resources, behaves 
actors, and structural bureaucracy. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan suatu bangsa ditujukan untuk mencip1akan kesejabteraan 

bagi rakyatnya. Hal ini karena pembangunan adalab upaya suatu masyarakat 

bangsa dalam melakukan perubaban sosial yang besar diherbagai bidang 

kehldupan ke arab masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan 

pandangan masyarakat bangsa rersebut. 

Pembangunan merupakan suatu usaba atau prakarsa, baik masyaralcat 

maupun pemerintab dalarn rangka memperbailci kondisi ekonomi, sosial dan 

budaya Effendi mengernukakan (1991 :36) pnmbangunan dapat diartikan sebagai 

transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk 

meningkatkan kapasitas dan kesejabteraan mas)'arllkat dalam memenuhi 

kepentingan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan ge~erasi mendatang untuk 

memenuhi kepentingan mereka. Orientasi pembangunan ini memerlukan 

dukungan sejmnlab infrastrnktur, termasuk sistem administrasi yang selalu 

dinamis dan mampn menyesuaikan diri dengan fungsi dan linglrungan yang 

selalu beruhab. 

Dalam konteks pembanguoim di Indonesia, berbagai maeam kebijakan 

relab diternpkan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Kriteria 

pengunmgan kemiskinan, pemberantasan buta huruf dan peningka!an daya beli 

masyarakat mel\iadi prioritas pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaba Rakyat (KUR), dan lainnya 

merupakan bebempa program yang diharapkan mampu meningkatkan 

kesejabteraan masyarakat di Indonesia. Babkan konsensus nasional untuk 
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peningkatan pembangunan manusia Iruk>nesia telah dilakukan melalui Kongres 

Nasional Pernbangunan Manusia Indonesia yang dilaksanakan pada bulan 

November 2006. Kongres tersebut Ielah menghasilkan do~-umen permufakatan 

pembangunan manusia. Indonesia menuju Indonesia yang lebih sejabtern, adil, 

dan makmur, piagam pembangnnan manusia Indonesia, dan rencana aksi 

nasional pembangnnan manusia Indonesia 2006 (Sekretariat TKPK., 2006:2). 

Sebagai suatu konsep disadari bahwa pembangunan merupakan konsep 

yang sarat dengan nilai (value loaded), sehingga sejak perumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan bukanlah merupakan 

persoalan sederhana. Konsekuensi atas konstrok.si demildan adalab, sejak awal 

hams sudah disadari babwa pembangunan merupakan pillban yang selalu 

memiliki karakrer multidimensional (Moeljarto T, 1985:16) 

Dalam konteks o.tonomi daerab, make pembangnnan manusia tidak banya 

diinisiasi oleh pusat tapi juga daerah dengau amana! yang diberikan memiliki 
. 

kewajiban ootuk mendesaln pembangunan untuk penlngkatan kesejabteraan 

masyarakatnya. Keherbasilan pembangunan manusia suatu daerah ditentuksn 

oleh koalitas tingkat perulidikan, derajat kesehatan, dan pertumbuban ekonomi. 

Pembaugnnan manusia adalah modal penting dakan membangun daerah, 

sehingga mendoroilg pemarinrah termasuk pemerintnb daerah menaruh.perbatian 

pada belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan 

meningkatkan pembangunan manusia.. Sebagaimana dikemukakan oleh Hoessein 

(200 1 ;5) bahwa otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan 

pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspimsi masyarakat Dengan demikian desentralisasi sebenamya menjelmaksn 

otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalab dan 

pemberian layanau yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarnkat yang 

bersangkntan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah 

diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintnb daerah. 
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Dalam kerangka menjelmakan otonomi daerah di tingkat lokal, 

pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprahensif dalam 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk 

kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan program 

pendanaan kompetisi indeks pembangunan manusia (PPK !PM). Program yang 

sudah berjalan sejak rabun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya 

baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lahmya an!ara pemerintah, sektor swasta 

dan masyarakat serta stakeholder lahmya guna mernperoleh peningkatan kualitas 

hidup masyarakat. 

Program Pendanaan Kompetisi lndeks Pembangunan Manusia (PPK

lPM) adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan 

pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan yang menunjnkan tahapan 

penanganan permasalahan sesuai jenis dan ringkatan masalah serta kelompok 

sasaran penerima, yang dibarapkan menghasilkan manfaat dalam menurnnkan 

tingkat kemiskinan dan penganggnran Kota Bekasi. 

Program PPK !PM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, 

kualitas pelayanan kesehatan serta kemarnpuan masyarakat dalam meningkatkan 

daya beli 5ebegai roda penggerak parakonornian. Program yang dalam 

perumusannya melibatkan masyarakat ini memiliki posisi yang sangat strategis 

dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. 

Sekalipun program tersebut dapat meningkatkan indeks pembaogunan 

manusia di Kota Bekasi, dalam implementasinya teninpat barnbatan yang 

dibedapi oleb pelaksana. Berdasarkan wawanearn awal ditemnkan bahwa, 

implementasi program .belum mencapai basil yang maksima1. Program yang 

didesaln untuk peningkatan pendidikan, kesebetan dan daya beli masyarakat 

dalarn tataran implementasinya sering mangalarni bembatan aotar instansi. 

Hambatan program tersebut teljadi ksrena program PPK !PM mempaksn dana 

hibeh yang · dikelola oleb satuan telmis yang dalam implemenlnSinya 
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membutuhkan lmordinasi dan keljasama yang baik dengan instansi terkait yang 

mendukung akselerasi peningkatan lndeks Pembangunan Manusia:, 

Program yang mensinergikan antara pemerintah daerah, masya.rakat dan 

pihak pengusaha juga dihadapi hambatan efektifitas, dimana harapan pencapaian 

penyelesaian progrnm tersebut tidak · sesuai dengan barns sesuai jadwal, 

Misalnya, kegiatan pengembangan usaha boneka mengalami bambatan kerena 

pendanaan lurun tidak sesuai jadwal sehingga berakibat kurang maksimalnya 

pencapaian irnplementasl program. 

Dalam suatu kebija:kan, satah satu filkromya adalab implementasi 

program. Keberbasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai 

dengan hampan. Begitu jnga sebaliknya, implementasi yang mengalami 

hambatan berakibat padn tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuab 

kebija:kan, sebirigga antara keberhasilan implementasi progrnm dengan basil 

akhir yang dicaped aksn berbanding lnrns pada sistem kebijaksn secara 

keselurubail. 

Dari hambatan tersebut, peneliti tergerak nntuk mengkeji lebih laJ1jut 

fuktor yang menduknng dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

Progrnm Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangnnan Manusia (PPK !PM) di 

Kota Bekasi, sehlngga basil kajtan dapat dijadikan acuan dalam membtiat 

kebijaksn penlngketan kasejabteraan masyamkat di masa yang aksn datang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belaksng pemikirin di alas, maka dapet diajukan beberapa 

pertanyaail yang dijadikan sebagai fukus dalom penelitian ini adalah; 

1. Bagaimana Program Pendanaan Kompetisi lndaka Pembangunan Manusia 

(PPK !PM) Tabun 2007 di Kota Bekasi? 

2. Fakior-fuktor apa saja yang mendukung keberbasilan Progrnm Pendanaan 

Kompetisi Indeka Perailangunan Manusia (PPK IPM) Tabun 2007? 
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3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian Progrrun 

Pendanaan Kompetisi lndeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) Tahun 2007 

di Kota Bekasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan perumusan yang Ielah disebutkan di atas, maka tujuan penetitian 

ini adalah: 

l. Untuk mengetahui bagaimana proses lmplementasi Progrrun Pendanaan 

Kompetisi Indeks Pembanguuan Manusia (PPK !PM) Tahun 2007 Di Kota 

Bekasi 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasl 

Program Pendaoaan J(ompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) 

Tahun 2007 di Kota Bekasi 

3. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Progrrun 

Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) Tahun 2007 

di Kola Bekasi. 
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1.4 Signilikansi Penelilian 

Hasil penelitian tentang lmplementasi Program Pendanaan Kompetisi Indeks 

Pembangunan Manusia (PPK !PM) Tahun 2007 Di Kota Bekasi: 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai in put bagi pemerintah 

Kotamadya Bekasi dalam per)laikan program. 

b. Menambah kajian tentang pelayanan publik sehingga bermafaat begi 

akademisi 

l;S Sistematika Lapornn 

Hasil penelitian tentang Evaluasi Implementasi Program Pendanaan 

Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) Tahun 2007 Di Kota 

Bakasi dituaogkan dalam bentuk tesis yang disusun secara sistematis dan logis. 

Tesis ini terdiri dmi 5 (limn) bab. Tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan 

rincian sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN yang berisi pendahuluan yang mencakup latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, dan signlfikansi basil penelitian. 

Bah II: TINJAUAN LITERATUR. Pada bab ini disajikan berkaitan dengan teori 

yang berkaitan dengan penelitian, kerangka berfikir dan variabel

variabel yang diteliti dalam tesis ini. Teori-teori yang dikaji dalam 

penelitian ini antara lain konsep-konsep tentang pernbangunan, 

pengertian kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dan evaluasi 

dalani kebijakan. 

Bab ill : METODE PENELITIAN. Bab ini merupakan tahapan yang dilakakan 

secara sisten:i.atis didalam melakukan penelitian. Penetitian teSis ini 

dilakakan dengan menggunakan beberapa kousep yang mencakap jenis 

dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, telmik pengumpulan 

data dan renC8l111 analisis data, operasionalisasi kousep, serta 

penyusunan instrumen pengumpulan data penelitian. 
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Bab IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bah ini berisi gambaran 

umum obyek pengamatan yang berisi tentang gambaran kota Bekasi, 

struktur organisasi pelaksana kebijakan, Tugas Pokok dan Foogsi, dan 

g'ambaran program PPK !PM di Kota Bekasi. Dan juga pada bah ini 

dipaparkan. tentang basil penelitiao yang telah dioleh melalui 

metodologi yang Ielah ditentukan untuk kemudian ditampilkan sebagai 

basil dari penelitian yang dilakukan 

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN, Bab penutup ini berisi jawaban atas 

pertanyrum penelitiao yang selanjutnya dijadlkan sebagai simpulan. 

Semenmra itu, saran merupakan jawaban nyata terhadap pemecahan 

masalah atas pertanyrum-pertanyaan penelitian, 
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BABII 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1. Hakikat Pembangunan 

Pembangunan adalab karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas 

terhadap kualitas bidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri 

atas serangkajan aktivitas yang direneanakan untuk memajukan . kondisi 

kebidupan manusla. Hal ini yang dimaksud oleh Abidin (2008:34), babwa tujuan 

pembangunan adalab mewujudkan masa depan manusia yang lebih baik daripada 

sehalumnya, dalam arti lebih sejabtera, lebih bermartahat, dan lebih mandiri. 

Hakikai pembangunan dalam landasan teologi dititikberatkan kepada 

sumber daya manusia itu sendiri yakoi perubaban yaog lebih haik .dari 

sebelumnya (wa/al akhiratu khairulla!w mlnn/ ula, QS:93:4). Landasan tersebut 

menempatkan pembagunan dalam posisi yang dinamls, artinya pembangunan 

tersebut tidak berada sebagai sesuatu yang tetap~ tetapi berada dalam posisi yang 

selalu berubah secara terus menerus (sustainable change). 

Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur yaog dilakukan melalui 

pembangunan dalam berbagai bidang kebidupan selama ini, temyata telah 

mengantarkan bangsa Indonesia memasuki millenium ketigs dengan herbagai 

konsakuensinya. Hingga saat ini, bangsa Indonesia masih tetap dihadapkan pada 
. . 

permasalahan kemisldnan, keterlantaran, keterbclakangan dan tindak kekerasan, 

dan juga bel Urn sepenuhnya teljangkau oleh proses pembanganan kesejahteraan 

sosial. 

Pembangunan merupakan suatu usaba atau prakarsa, baik masyarakat 

maupun pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan 
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budaya. Effendi mengemukakan (1991:36) pembangunan dapet diartikan sebagai 

transformaii progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memennhi kepentingan saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhl kepentingan 

mereka. Orientasi pembangunan ini memerlukan dukungan sejumlah 

infrastxuktur, termasuk system administrasi yang selalu dinamis dan mampu 

menyesuaikan diri dengan fungsi dan lingkungan yang selalu berubah. 

2.1~1 Paradigma Pembangunan Man usia_ 

Pada masa lalu banyuk Negara . berkembang yang mengutemakan 

pembangunan ekonomi dan mempercayai teori "menetcis ke bawah" atau 

triclde down effect. Teori "menetes ke bawah" mengaslllilSikan bahwa 

pembanguuan akan secara langsung berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masya:rukat dengan penyerapan tenaga ke!ja (Sulistyastuti, 

2007:164). 

Dalam proses pembangunan; menurut Tjokroamidjojo (1988:15) terdapat 

5 (lima) dbuensi. Pertama, adalah kesejahteraan ekonomi, terutama indikator 

pertumbnban ekonorni, karena lebih mudah dihitung (quantifiable). Uknran

ukuran seperti produksi nasional, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan 

perkepita, keadilan sosial ekonorni, tingkat keteipaduan ekonorni, tingkat 

harapan hidup, perluasan kesempatan belajar dan lain-lain. Dimensi lredua, 

transformasi sosial dari masyaxukat tredisional ke arab masyaxukat yang maju 

(modem). Dalarn transformasi sosial ke arab modarnisasi ini tidal< banya 

diukur dengun perkembangan ilmu pengetahuan dan tekeologi, tetapi juga 

perubahan nilai-nilai sosial. Dimensi lretiga, pembanguuan bangsa (nation 

building concept). Disini dapat dilihat dari arab perkembangun masyarakat 

yang belum bersatu menuju masyarukat yang mempunyai tujuan yang sama 

yaitu pembanguan bangsa seutahnya. Proses integrasi nasional dengun 

mengembangkan liepribadian, ideologi dan wawasan kebangsaan, termasnk 
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integrasi, stabilitas dan partisipasi politik. Dirneusi keempal, menempatkan 

antara manusla dan lingkungannya, dalam proses pembangunan. Manusia 

mengolah lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas untuk 

pembangunan. Negam-negara baru berkembang mengalami masalah 

lingkungan kerena justru adanya kemiskinan dan keterbelakangan yang harus 

ditanggulangi dengan pembangunan. Dimensi kelima, adSlah rnanusia sebagal 

pusat perbetian proses pembangunan. Proses pembangunan bertujuan agar 

manusia leblh dapat melakukan pernbangunan diri seutahnya menuju 

transforrnasi sosial yaltu pembangunan kualitas diri dan kualitas hidup dan 

kehidupan. 

Upaya untuk mewujudkam pembangunan manusia seutahnya (the great 

society) tidak terletuk pada "seberapa banyak" (quantity of lifo) akan tetapi 

"sebempa balk" (quality of life) dan tidak mempersoalkan kuantitas bemng 

yang dimiliki oleb ·masyarakat akan tetapi mengutamakan pada "kuali!all 

bidup~· manusia secara berkesinarnbungan (Tjokrowinoto, 2006: 21). Kualitas 

hldup tersebut harus mencakup tiga komponen yaitu ponopang hldup (lifo

sustenance), harga diri (self-esteem), dan kebebasan (freedom). 

Mahbub ul Haq. akonom berkebangsaan Pakistan membuat refleksi 

mendalam tentang paradigrna pembangunan Barat yang sangat materialistik, 

yang serta-merta diterapkan di negara-negam berkembang. Paradigrna 

pembangunan berat yang material.istik itu mengukur pencapalan basil 

pembangunan banya . deri aspek fisik: somata, yang dikuantifikasi dalam 

perbitungan matematik dan angke statistik. Hasil pembangunan adalah deretan 

sirnbel-simbol numerikal dalam tabel dan grafik:, yang melambangkan sukses 

pencapalan dimensi fisik: dan materi. Tak herao, hila paradigma ini cenderung 

mengabaikan dimerusi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan 

menegasik:an berkat dan martabat kemanusiaan yang paling hakik:i. Haq 

menuangkan basil renungannya itu dalam buku terkenal berjudul, yang 

sekeligus meramdai porgeserao paradigma pembangunan deri "national 
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income accounting" ke "people-centered policy. " Haq (1995) mengungkapkan 

rumusan paradigma itu: 
11The human deyelopment paradigm is concerned both with building up 

human capabilities through investment in people and with using those human 
capabilities folly through an enabling framework for growth and 
employment." Paradigma pembangunan manusia sangat erat kaitannya dengan 
pembangunan etos ke~ja numusia secara keseluruhan balk Illillaui 
kemampuannya dalam berinvestasi terhadap masyarakat maupW1 melalui cara 
berpikir meraka yang me~nungkinkan untnk pertumbuhan dan pekerjaan 
manusia. 

Secara konvensional, paradigma tersebut mengarah pada pembangunan 

daya manusia yang diartikan sehagai investasi human capital yang harus 

dilaknkan sejakea dengan investasi physical capital. Cakupan pemhangunan 

sumber daya manusia ini mellputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, 

penurunan fertilitas, dan pengembangan entreprenenrial yang kesemua,nya 

bermuara pada peningkatan prudnktivitas manusia (Tjo!<rowinoto, 2007:24). 

Paradigma ~ mempWlyai empat komponen esensia1. Pertama, 

kesetaraan yang merujnk pada kesarnaan dalarn memperoleh akses ke sumber 

daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. lni 

mensyaratkan sejnmleh hal yaltu: (i) distribusi aset-aset ekonomi prodnktif 

seeara adil; (ii) distribusi pendapatan melalui perhaiken kebijakan fiskal; (ill) 

menata .kredit perbankan untnk m=heri kesempatan bagi kelompok kecil 

dan menengeh dalam mengembangkan 1lSllh!l; (iv) menata sistem pnlitik 

demokratis guna menjamin hak dan kebebasan pnlitik; (v) menata sistem 

hnkum guna menjamin tegaknya keadilan. 

Kedua, prodnktivitas yang merujuk pada useha-useha sistematis yang 

bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya lni mensyaratkan investasi 

di bidang somber daya manusia, infiastrnktur, dan fmanslal guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi, yang berdampak tetbedap peningkatan kesejahterwm 

masyarakat. Agar kapesitas prodnksi biaa maksimal, maka investasi harus 
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lebih difokuskan pada upaya peningkatlln mutu SDM, yang ditllndai oleh 

peningkatan pengetahuan dan ketenuupilan serta penguasaan teknologi. SDM 

berk:ualitas memainkan peranan sentral dalam proses pembangunan suatu 

bangsa. 

Keliga, pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun 

kapasitas masyorakat deugan cara melakukan trnnsformasi potensi dan 

kemampuan. sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan otorltas 

dalam melaksanakan pekeljaan dan mengatasi perma.,.Jaban sosial. Dalam 

konteks ini, pembangunan menem~tkan manusia sebagai pusat segala 

perhatian yang bertujuan bukan saja meningkatkao pertumbuban dan 

pendapatan, melainkan juga memperlllll$ pilihan-pi!ihan publik · (public 

choices) sehingga manusia mempnnyai pe!uang mengembangkan segenap 

potensi yang dimiliki. 

Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan 

rnemwat modal pembangunan: !isik, manusia, finansial, dan lingkungan agsr 

bisa dimanfuatkao guna meneapai tujuan utama pembangurum: kesejabteraan 

rakyat Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian modal 

pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses 

pembangunan di masa depen 

Dari paradigma tersebut, maka muneul istilab !ndeka Pembangunan 

Mannsia (IPM) yang merupakan indeka kompnsit yang diguoakan untuk 

mengukur pencapaian rata-rata suatu negara/wilayab dalam tiga hal menda.sar 

· pembangunan manusia, ysitu: lama hidup, yang diukur dengan angka bempan 

hidup ketikalahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolab 

dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup 

yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang Ielah di.sesuaikan menjadi 

prioritas daya beli. 

Dengan ukuran yang telab ditetapkan dan dijadikan · standar dalam 

mengukur kemampuan Negara di bidang peningkatan pembangunan manusia, 
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maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan partisipatif yang berpih!;k 

pada rakyal Pembangunan yang berprinsip pada ukuran HDI menjadikan 

kebijakan yang diciptakan harus merupakan kebijakan yang efektif, efesien 

tepat sasaran dan tentu saja mengbasilkan kemajuan bagi pembangunan 

sumber daya masyarakat. 

Dalam hal ini lab, Tjokmwinoto menyatakan (2007:79) administrasi 

kebijakan publik atau administrnsi Negara memiliki penw yang signifikan. 

Peran kebijakan pablik menciptakan delivery mechanism yang bakan hanya 

dapat menjangkau <!;kyat sebanyak mungkin melainkan juga mempunyai 

kualitas pelayanan yang cukup baik. Dalam hal ini tentu kualitas caknpannya 

meliputi bidang kesehatan, pendidikan, nutrlsi, Iingkungan dan sebagainya. 

Peran kebijakan publik dalam pembangunan kualitas manusia non-fisik dapat 

digenemlisir untuk menciptakan millineu yang memungkinkan berfungsinya 

reward and punishment system yang dapat membantuk jati dirl yang 

berkualitas, karena jati diri terbentuk melalui proses sosialisasi dan intemksi. 

2.2. Kebijakan Publlk 

Kebijakan merupakan salah satu beutuk rencana dan sebagai keputusan 

untuk masa yang akan datang. Kebijakan dibuat untuk menjadi landasan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Tentunya definisi kebijakan menjadi 

landasan awal untuk dapat mengetahui lebih jaub konsep tenteng kebijakan 

publik. 

Untuk memahami seeara mendalam pengertian dari kebijakan publik, perlu 

diuraikan terlebih dahulu beberapa pengertian dan pandangan dari berbagai pakar 

ihnu kebijakan mengenal tenninologi ini. Menuru! Kamus Be11ar Bahasa 

Indonesia, kebljakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

garis dan dasar rencan.a dalarn pelaksana.an pekerjaan, kepemirnpinan dan cara 

bertindak. 
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Menurtit Anderson (1974:4) kebijakan merupakan arah tindakan yang 

mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dahuu mengatasi suatu mosalah alan suatu persoalan. Konsep kebijakan ini 

dianggap tetap karerui memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan 'pada apa yang diusulkan alan dimaksudkan. Selain itu, 

konsep ioi juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan 

di an tara berbagai altematif yang ada, 

Mustopadidjaja (1992: 16) menjelaskan babwa istilah kebijakan lazim 

digunakan dalam kaitannya dengan tindakan dan kegiatan pemerintab serta 

perilaku negara pada umumnya. Kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam 

bentuk peraturan. 

Parsons mengntip pendapet Hagwood dan Gunn (2005:15) menyebutkan 

10 penggnnaan istilab kebijakan dalam pengertian modern, yaitu: (a) sebagai 

label untuk sebuah bidang aktivitas, (b) sehagai ekspresi tujuan wnum atau 

alstivitas negara yang diharapkan, (c) sebagai proposal spesifik, (d) sebagai 

keputusan pemerintah, (e) sebagai otorisasi fonnal, (f) sebagai sebuah program, 

(g) sebagai outpu~ (h) sebagai hosll (outcome), (i) sebagai teori atau model, Gl 
sebagai sebuah proses. 

Merujuk definlsi kebijakan yang diberikan oleh Anderson, konsep 

kebijakan publik ini kemudian mempunyai bebempa implikssi, Pertama, titik 

perbatian dahuu membicarakan kebijakan publik berorieotasi pada maksud atau 

tujuan dan bukan perllaku seeara serampangan. Kebijakan publik seeara luas 

dalam sistem politik modem bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan 

direncanakan oleh aktor·aktor yang terlibat di dahun sistem pclitik .. Kedua, . ' 

kebijakan merupakan arah atau pcla tindakan yang dilakukan oleb pejahat· 

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. 

Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang

undang mengeoai suatu hal, tetapi juga kepctusan·keputusan beserta dengan 

pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adaiah apa yang sebenamya dilakakan oleh 
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pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan 

publik mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk 

mempengaruhi suatu masalah tettentu. 

Kebijakan publik 'dahun kepustakaan intemasional disebut sebagal public 

policy. lstilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaltannya dengan 

kegiatan-kegiatan pemerintah sebagai pedoman bertindak serta perilako negara 

peda umumnya. Jetnodiprodjo (1988: 8) be!pendapat bahwa kebijakan adalah 

ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi 

yang berwenang, yang berfungsi sebagal pednman, pegangan, .petunjuk, dan 

bimbingan untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kecocokan tentang 

tindakan, langkah-langkah, dan eara-cara yang harus ditempuh serta sumber

sumber dan waktu yang hams dipergunakan dalam nmgka melaksenakan 

rangkaian kegiatan dari sekelompok manusia yang terorganisasi sahingga terjadi 

dan terpelibara dinamika dan gerak langkah yang terpedu, searah dan seirarna 

bagi tercapeinya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. 

Dwidjowijoto (2003:4) secara sederbana merumuskan definisi kebijakan 

publik · sebagal segala sesuatu yang dikeljakan dan yang tidak dikeJjakan oleh 

pemerintah. Definisi yang dibarikan ini mengutip pendapat Thomas Dye 

(1976:1) "anything a government chooses to do or not to do". Hal ini 

menunjukkan bahwa Dye lebih cenderung mengainkan buhwa proses pembuatan 

kebijakan publik merupakan pilihan {Howlett aud Ramesh, 1955:5). Dye 

menegaskan buhwa ada dua hal ymg menggaris bawahi sebuah kebijakan puhlik. 

Pertama yang membuat kebijakan adalah pemerintah. Kedua kebijakan publik 

merupakan sebuah piliban yang fundameutill dari bagian pemerinlah · untuk 

bertindak aiau tiilak berbuat 

Paparan di alas menjelaskan peudifinlsian kebijakan publik dari kerangka 

managerial. Dimma kebijakan publik selanjutnya masuk ke dalam wilayah 

ediministrasi yang tentunya meugukur efesiensi, efektifitas dan ekonomi. 
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Amir Santoso (1993: 4-5), membandingkan berbagai definisi mengenai 

Public Policy yang telab dikemukakan oleh para ·abli dengan memberikan 

kesimpulan babwa pada dasamya pandangan mengenai lrebijakan publik dapat 

dihagi Ire daiam dua wilayab lre!egori. Pertama, pendapat abli yang menyamakan 

kebijakan publik dengan tlndakan-tlndakan pemerintab. Para abli dalam 

kelompok ini, mempunyai keeenderungan babwa semua tlndakan pemetlntab 

dapat disebut sebagai lrebijakan publik. Sedangkan pandangan yang kedua 

menurut Arnir santoso adalab cenderung kepada implementasi. dari kebijakan. 

Para abli daiam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka memandang 

kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintab mempunyai tujuan 

dan maksud-maksud tertentu, dan mereka memandang kebijakan publik sehagai 

memilikl akibat-akibat yang bisa dinunalkan. 

Ada tiga hal pentlng dalam pemabaman kebijakan publik menurut 

Dwidjowijoto · (2003:4); kebijakan publik terbagi atas perumusan kebijakan, 

lmplementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap hal di dunia pasti ada 

tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu 

untuk mengatur kehidupan bersama, seperti mencapai tujuan misi dan visi 

bersama yang telah disepakali. Lebih lanjut Dwidjowijoto (2003: 63) 

berpelldapel, kebijakan publik mernilikl dua jenis karakter, yaitu: 

!. Regolatifversus deregolatif; atau restriktifversus non-restriktif; 

2. Alokasi versus distributifiredislributif. 

Kebijakan jenis pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang 

dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembetasan. Sehagian 

besar lrebijakan publik berkellllllll deugan hal-hal yang regolatiflrastraktif dan 

deregolatifi'non reslruktif. Kebijakan ini biasanya berupe kebijakan-kebijakan 

alokatif dan distributif. Kebijakan ini biasanya berupa kahijakan-kebijakan yang 

berkenaan deugan anggaran atau keuangan publik, 

Lain halnya dengan Anderson (1969: 4-5) memberikan keDSep kehijakan 

publik dengan beberapa implikasi, yaitu, Pertama, kebijakan publik dapat 
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dititikberatkan kepada maksud dan tujuan secara serampangan. Kedua, kebijakan 

merupakan a.mh atau pola tiodakan yang dilakokan oleh pejabat-pejabat 

pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendirl. Ketiga, 

kebijakan adalah ape. yang sebenarnya dilaknkan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi. atau mempromosikan pel1lll!ahan 

rakyat dan bukan apa yang diingiakan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan 

puhlik mungkin dalam betuknya bersifat positif atau negatif, secara positif, 

kebijakan mungkin mencakup bentak tindakan pemerintah yang jelas untak 

mernpengaruhi suatu mashlah tertentu. Secara negatif, kebijakan · mungkin 

mencakup suatu keputusan oleh pejahat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untak 

mengambil tiodakan dan tidak untak melakukan sesuatu mengenai sriatu 

persoalan yang memerlukan keterllbatan pemerintah. 

Dari berbagal macam definisi ten!lmg kebijakan publik, Dwidjowijoto 

(2005:23) menahuat mmusan pemahaman ten!lmg kebijakan publik. Pertama, 

kebijakan publik adalah kehijakan yang dibuat oleh administrator Negara, atau 

administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikeljakan 

dan yang tidak dikeljakan oleh i>emerintah. Kedua, kebijakan publik adalah 

kebljakan yang mengatllr kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan 

kebidupan oreng seorang atau go!ongan. KJJ/iga, dikatakan sebagai kebijakan 

publik jika manfuat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung 

dari produk yang dibasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna 

langsungnya. 

Kebijakan publik merupakan respen terbadap masalah yang dibadapi oleh 

publik. Masalah publik merupaksn faktor kunci dalam pembua!lm sebuah 

kehijaken. Masalah publik barns dapat diterjemahkan menjadi permasalahan 

kebijakan. Permasalahan kebijakan · adalah konstruksi pikiran yang 

dikonseptualisasikan dan keadaan spesifik masalllh dengao model kebijakan 

berdasarkan himrki dalam pangambilan keputusan, yaitu tiga tingkatau yang 
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berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan; Policy level, organizational 

level, dan operational/eve/ (Brornley,l989:34). 

Ada beberapa aktor yang terlibat daiam pembu.atan kebijakan yang 

dikelompakkan daiam qua kelompok. Kelompok pertama merupakan kelornpok 

resrnl yang termasuk daiam struktur birokrasi yaitu; Badan pernerintaben (agen

agen pemerintah), Presiden selaku lernbaga ekskekntif, Mahkamah Agung selaku 

lembaga yudikatif dan DPR selalu lembege legislatif. Kedua, kelompok tidak. 

resrnl· yang termasuk didaianmya adaiah kelompok-kelompok kepentingan 

seperti LSM atau NGO, partai politik dan v1arga negara secara individu. 

2.2.1. Proses dan Tahapan Kebijakan Publlk 

Dalarn membaha.s proses terbenrnlmya kebijakan publlk, Yoornls (1990: 3) 

membegi knbijakan pnhlik daiam 3 tabspan: tahap fonnasi dsn desigu kebijakan, 

implementasi kebijakan. dan evalu.asi kebijakan. Sedangkan Gortner (1984:30-

40) menjetaskan, terdapat lima tahap daiam proses teljadinya kebijakan publik: 

(I) identifikasi masalal!, (2) formulas!, (3) legitimasi, (4) aplikasi dan (5) 

evaluasi. Sedangkan Starling (1979:13) seeara Jebih rioci menjelaskan lima 

proses teljadinya kebijakan publik: 1) Identifications of needs yaltu 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat daiam pembangunan dengan mengiknti 

beberapa criteria antam lain: meng.ru.Jisa dsta, sample, dsta statistik, model

model simulasi, analisis sebeb akiba4 dan teknik perarnalan 2) formulas! usulan 

kebijakan yang mencaknp falctor·li!ktor strategis, altematif y~ beri!ifat umum, 

kernantapan teknologi dan analisis dsmpak !ingknngan 3) adopsi yang mencaknp 

·. analisis kelayakan politik, gaimngan beberapn tenri politik dan teknik-teknik 

penganggaran 4) pelaksanaan program yang mencakup orgornlsasinya, model 

penjadnalan, pcnjaberan keputusan, dan scenario pelaksanaan 5) evaluasi, yang 

mencakup penggunaan rnetode eksperirnental, sistem informasi, audit dan 

avaluasi menditdak atau sidak. 
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Dari segi struktur, Abidin (2002 : 44-45) mengemukakan terdapat lima 

unsur kebijakan. Pertama, lujuan kebijakan. Suatu kebijakan akan dibuat lairena 

ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. 

Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tujuan 

yang baik sekurang-kunmguya memenubi empa! !criteria: diinginkan untuk 

dicapai, rasional atau realistis (rational or realistic), jelas (clear), dan 

berorientasi ke depan (future orlentetl). 

Kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam 

kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat 

menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya 

suatu cara atau metode yang baik untuk pemecaban suatu masalah kebijakan 

kelau pemecabannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar. 

Kedga, tuntu!an. Tuntutan masyarakat muneul karena salah satu dari dua 

sebab. Pertama, kerena terahaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses 

penunusan kebijakan, sebingga kebijakan yang dibuat pemerinlah dirasakan 

tidak memenubi atau memgikan kepcntingan mereka. Kedua, kerena munculnya 

kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah te!pecabkan. 

Keempal, dampak atau outeo!lle. Dempak merupakan tujuan lanjutan yang 

timbul sebagei pengaruh dari tercapaiuya suatu tujuan. 

Model proses kebijakan yang dikensepsikan atau dirumuskan secara 

sederbana. Konsep ini adalah basil "ramllan" P""' ibnuwan untuk mempennudah 

analisis terbadap problem-problem sosial. Masalah-masalah itu diidentifikasi 

kemudian dicari jalan pemecahan sehingga memberikan '~alan keluar", meski 

tidak menyelesaikan sernua persoalan. 

Gagusan mengenal model proses kebijakan yang berlahap pertarna kaJi 

dikemukak:an oleh Lasswell. Upaya ini mernpakan usaha untuk membuat suatu 

konsepsi preskriptif multidisiplin dan ibnu pengelahuan kebijakan. Menurut 

LassweU, suatu model proses kebijakan terdiri dari uyuh tingket: keterangan 

fakla-fakta (intelligence), promosi (promotion), ketentlllUl·ketentuan 
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(prescription), menyampaikan pokok-pokok masalah (invocation), penerapan 

(application), aldtir pencapaian (termination), <lan penilaian (appraisal) atau 

evaluasi. 

Tokoh-tokob seperti Brewer <lan deLeon (1983), May <lan Wildavsky 

(1918), Anderson (1975), <lan Jenskin (1978) adalah orang-orang yang 

mengadopsi konsep-konsep. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

kini tingkatan-tingkatan dalam proses kebijakan dirumuskan dalam beberapa 

kategori, yaitu: agenda setting, policy formulation, pengambilan keputusan, 

(decision making), penerapan (implementation), dan evaluasi (evaluation). 

Secara wnum dan lcini banyak digunakan oleh para ilmuwan, tahapan

ti!bapan pembuatan kebijakan itu melalui beberapa tahap berikut: Pertama, 

agenda setting. Tahapan ini adalah tahap pengenalan atau pemilihan isu. 

Pengenalan masalah itu bisa karena tuntutan masyarakat atau pemerintah sendiri 

yang membuat masalah. Masalah-masalan itu kemudian dirinci <lan diidentifikasi 

sehingga akan tarnpak "inti masalahnya". 

Kedna, formulasi kebijakan dan pambuatan keputusan_ Setelah ada masalab 

yang jelas, maka usulan atau tuntutan itu ditransformnasikan ke dalam prgram 

pamerintah. Dalam tahap formulasi dan adopsi kebijakan, masalah barus 

didefinisikan seeara objaktif, sebingga jelas apa yang hendak dicapal oleh suatu 

kebijakan dan alternatif ape yang bisa rupertimbangkan? Dalam formulas! 

terdapat sintesa altematif-alternatif pemecaban · masalah. Hal ini merupakan 

alrtivitas konseptual <lan teo rills. Dalam · konteks ini, pertanyaan pokoknya 

berkaltan dengao sifat masalah dan tidak pada pemilihan amh tindakan yang 

dapat memberi sumbangao pada pemecablln . masalah. Hal yang . barus 

dipertimbangkan adalab: dapatkan kita mengidentiflkasi tujuan secara berulr dan 

apakah kita memecabkan masalah yang ditumuskan secara salah?. 

Ketiga, penerapan kebijakan. Penerapan berati pelaksanaa:n kebijakan 

dalam memecabkan massinh yang dihadapi. Pada tahap ini, selaln pelaksanaan, 

juga hams ada pengendalian amh tindakan kebijakan sampai dicapainya basil 
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kebijakan. Penerapan pada dasamya merupakan aktiVitas pmktis, yang berbeda 

dari formulas! lrebijakan yang bersifat teoritis. Hal·hal yang harus diparhatikan 

adalah (a) spesifi!G!si program secara detil, menyangkut siapa pelaksananaya dan 

bagahnanan menginterpretasikan program tersebu~ (b) alolresi sumberdaya. 

meliputi bagaimana mendistribusikan biayu dan siapa yang melaksanalren 

program, dan (c) organsasi atau unit mana yang mendapat patintab untuk 

melaksanakan program itu. 

Keempat, evaluasi dan temtinasi. Penentuan kebijakan diandalkan dapat 

memberi masukan terbadap pemecahan masalab. Evaluasi mempakan salah satu 

cara untuk menilai keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan. Misalnya. 

apakah kebijakan itu tepa! sasaran atau masalah bam apa yang timbul kemudian. 

Pada dasamya. siklus kebijakan berarti proses yang terus menerus akan 

berlangsung tanpa ujung. Suatu lrebijakan di!empuh akan menimbulkan masalah 

bam. Jika masa1ah baru itu dipeeahkari, maka akan timbul masalah bam lag!. 

Begitu seterusnya. 

2.3. Implementasi Kebijakan 

Salah satu tahap dalam lrebijakan adalah implementasi kebijakan (policy 

Implementation} yang merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah 

diputuskan dilaksanakan oleb unit-unit administrasi tertentu dengan 

memakaimalkan segala sumber daya yang ada. Dalam implementsal kebijakan · 

ak:tor, organisasi, prosedur dan teknik dipakal seoara bersama dan simultan untuk 

menjalaokan kebijakan agar dampak dan tujuan lrebljakan dapat diperoleh. Suatu 

lrebijakan barus dilmplementasikan - mempunyal dampak atau tujuan yang 

diinginkan. 

Implementasi kebijakan, menurut Lester and Stewart (2000: 1 04-105), 

diparidang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dati proses kebijakan 

segera setelah penetapan peraturan atau perundang-undangan. Implementasi 

dipandang secara luas mempunyal makna pelaksanana undang-undang dimana 
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berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekeJja bersama~sama untuk 

menjalankeo kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. 

!mplemen!aSi pada sisi ·yang lain merupaken fenomena yang kompleks yang 

mungkin dapat dipahruni sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun 

sebagai suatu dampak (outcome). 

Suatu program kebijakan banya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program 

kebijakan yang telah diambil sebagai altematif pamecahan masalah barus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adrt\inistrasi yang 

memobilbani sumberdaya manusia dan finansial. 

Impbanentasi berkenaan dengan kegia!an yang diarahkan untuk realisasi 

kebijakan, dalam hal ini administator mengatur cara untuk mengorganisir, 

intepretasi, dan menerap)<an kebijakan tersebut. 

Implementasi kebijakan merupaken tabap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Hal ini kerena suatu program perlu diimplementasikan untuk 

mengetahui dampak dan tujuan yang diinginkan. 

Edwards III (1980:1) mcnjelaskan implementasi kebijakan adalah tahap 

pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekueusi

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu 

kebijakan tidak tepa! atau tidak dapat mengorangi masalah yang merupaken 

sasaran kebijakan, kebijakan itu mungkin akan mengalarni kegagalan walanpnn 

k<;bijakan itu diimplementasikan dengan sangat balk. Sebalilmya, suatu kebijakan 

yang cemerlang mungkin juga akan mengalarni kegagalan jika kebijakan terse but 

kurang diimplementasiklin dengan baik oleb pam pelaksana kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cam agar sobnah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya Menurut Dwidjowijoto (2003:158) bahwa nntuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, makn ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langanng mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

. melalui formntasi kebijakan derivat atau turnnan dari kebijaken tersebut. 
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lmplementasi lrebijakan (policy implementation) pada dasarnya merupakan 

kegiatan praktis, yang dibedakan darl formulasi kebijalam, yang pada dasarnya 

bersifat teorltis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian 

arah tindakan kebijakan sampai tercapainya basil kebijakan itu sendlri 

(Dunn,2003:80). Dengan kala lain, implementasi kebijakan merupakan tatanan 

praktis darl sebuah kebijakan. Setidaknya terdapat lima bagian yang dapat 

diajukan untuk dinilai atau dievaluasi dalam kaitaunya dengan pelaksanaan suatu 

kebijakan publik, yaitu output kebijakan atau kepiltusan darl bedan pelaksana, 

dampak nyata keputusan darl bedan pelaksana, dan e'valuasi lrebijakan atau 

peraturan perundang-undangaa yang biasaaya betsifat potitis, baik untuk 

perbalklm ataupun penyempumaan pelaksanaan kebijakan (Wahab,l990:80). 

Van Mater dan van Hom (1975:447) meeguraikan batasan Implementasi 

sebagai herikut 

~"Policy implementation encompasses those actions by public and private 

individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in 

prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decision 

into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and 

SI>Jdll clumges mandated by policy decisions". 

Lebih sederllananya bahwa implemontasi kebijakan menekankan pada suatu 

tindakan, baik yang dilakskan oleh pihak pemerintah maupun maupun individu 

yang dititikberallren untuk mencapai tujiUU1-IujiUU1 yang Ielah ditetapkan ·datam 

· suatu keputusan lrebijakan sebelurnya. Pada suatu saat tindakan-tindakaa ini, 

berusaha mentransformasikan lreputusaa-keputusan menjadi pola-pola 

operasional serta melaajullren usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, 

baik besar maupun kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan-keputusaa 

kebijakan tersebut. 
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Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983:4) menjelaskan makna 

implementasi dengan mengatakan bab.wa: 

"To understand what actually happens after a program is enacted or formulated 

is the subject of policy implementation.- Those events and activities that occur 

after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the 

effort to administer and the substantive impacts on people and events" 

Haldkat utama implementasi kebijakan adalab. memahami apa yang 

seharusnya terjadi sesudab. suatu program dinyatakan atau dinunuskan. 

Pemahaman tadi meneakup usaha·uaab.auntuk mengadministrasikannya dan nntak 

menimbnlkan dampak yang nyata pada masyatukat dan kejadian-kejadian. 

Dengan bertumpu pada pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bab.wa 

implementasi adalab. suatu ptoses yang melibatkan sejumlah sumber yang 

termasuk manusia, dana. dan kemampaan organlsasional yang dilaltukan oleh 

pemerintah maupun swasta. Proses tersebut dilaltukan untuk mencapei tujuan 

yang telab. ditetapkan sebelunmya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, 

pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usab.a untuk mev.ujudkan suatu 

kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelak:sanaan 

· kebijakan mernpakan silatu kegiatan untuk menimbnlkan basil (outputs), dampak 

(Impacts), yang dapat dinikmati oleh kelompuk sasaran. 

Aktivitas implementasi kebijakan yang dapat diterapkan secara praksis menurut 

Jones dalam Gaffar (1997) dapat dibagi menjadi tiga maeam yaitu: 

]; Organisation; The_ establishment or rearrangement of resources, units, and 

methods for putting a policy Into effict. 

2. Interpretation; The translation of lmiguage (often contained in a statute) into 

acceptable and feasible plans and directives . 

/1. Application; The routine provision of senice, payments, or other agree upon 

objectives "or instruments. 
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2.4. Modellmplementasi Kebijakan Publik 

Studi implemen!asi kebijakan adalah salah satu lllhap kebijakan publik, 

antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi 

masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapnt meogurangi 

masolah yang merupnkan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan mungkin akan 

mengalaari kegagalan sekalipuo kebijakan itu diimplementasikan deogan sangat 

baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan <Iangan sangat bail<, 

mungkin juga akan menemukan kegagalan jika kebijakan tersebut kurang 

diirnplemen!asikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

lmplementasi kebijakan yang efektif dipengarubi oleh empat faktor yang 

bekeJja seeara simultan dan berintemksi satu sama lain uotuk mendukung atau 

menghambat iraplementasi kebijakan (Edwards Ill, 1980:9 ·10). dirnana keempnt 

fuktur tersebut tidal< dapat dipisahken satu sama lain, kurena merupakan S.buah 

kesatuan yang utuh. Keeinpat faktor itu adalah : 

2.4.1. Komunikasi 

Hal terpenting bagi efektifilas irnplemen!asi kebijakan adalah bahwa 

pelaksana kebijakan mengetahui apn yang hams dilakukan. Sebelum 

dilaksanakan, keputusan-keputusan kebijakan dan periutah-perinlllh haras 

diteruakan kepeda personel yang tepni. Oleh karena itu, komunilrnsi yang 

diguhakan harus akurat dan haras dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. 

Perin •Y• petunjuk pelaksanaan yang jelas agar suatu kebijakan dapat 

dipahaari sehingga untuk selanjutnya kebijakan itu dapat diimplemen!asikan 

sebegaimana mestinya. pi samping itu, pnra pelaksana akan leluasa menerapkan 

pandangan-pandangan mereka sendiri peda implementasi kehijakan walanpun 

pandangan itu mungkin berheda dengan pandangan lain yang menjadi aeuan 

(Edward Ill, 1980) 
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Ada tiga faktor yang mempengaruhi proses komunikasi kebijakan., yaitu: 

a. Penyaiuran komunikasi 

Sebeium suatu " keputusan diimpiementasi.kan, harus disadari bahwa 

keputusan tel>lh dibuat, juga Ielah dikeluarkan perlntah untuk melaksanakan 

keputusan itu. Akan tetapi, sariug teljadi bahwa keputusan itu tidak 

diindahkan atau ada kesalahpahaman terhadap keputusan yang Ielah 

dikeluarkan. Kegagalao. implementasi kebijakan dapat disebabkan karena 

adanya penyimpangan-penyimpangan b:ansmisi atau penyaluran dalam 

mengkomurukasikan keputasan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan. 

Semalrin eermat keputusan dan perintah pelaksanaan itu ditereskan kapeda 

para pelakaanu, semakin tiuggi kemungkinan keputusan dan perintah 

pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan. 

Winanmo (2008:176) mengungkapkan Ada beberapa hambatan "sering 

terjadi dal"am mentransmisi.kan perintah-perintah implementasi kaiena 

setidakoya ada tiga hal. Pertama. adanya "pertentangan peadapat antara 

pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleb pengambil kebijakan. Jika 

para pelaksana menyetujui suatu kebijakan., mereka cenderung meneruskan 

komunikasi tentang kebijakan dengan cermat. Jika sebaliknya, mereka 

cenderung menggunakan keleluasaan mereka nntuk mengabai.kan atau 

menghambat keputusan dan perintah pelaksaan kebijakan. Kedua. perintah 

yang diberi.kan melalui hirarld birokrasi yang berhlpis-lapis. Semakin banyak 

lapisan birokrasi yang barus dilewati oleh para pelakaanu, semaldn bcsar 

kemtingkinan perintah tersebut diahai.kan dan dihambat atau mengalami 

sebuah distorsi yang berujung kepada perbedaan tufsir terbadap se"bub . - . . 

perlntah. Ketiga, adanya persepsi yang selektif dan keterbataaan para 

pelaksana dalarn menerima parintah atau memahami persyaratan suatu 

kebijakan. 
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b. Kejelasan 

Suatu kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang dib"'"!'kan, 

apabila petunjuk pelaksanaan telah diterima oleh para pelak:sana kebijakan 

dan harus dikomunikasikan dengan jelas. Jika pesan komunikasi dalam rangka 

implementasi kebijakan tidak disampaikan dengan jelas, akan berakibatlam 

kcsalahan interpretasi bahkan mungkin bertentangan dengan maksud pesan 

awal. Hal ini jelas merugikan tujuan umum suatu kebijakan. Sebah, 

ketidal<;jelasan atau kekaburan dapat mengakibatlam perubahan kebijakan 

yang tidak dih"'"!'kan karena ketidakjelasan itu dieksploitasi untuk 

kepentingan-kepentingan pihak tertentu, baik sektor publik maupun swasta. 

Untuk mengantisipasi salah interpretasi pesan komunikasi,baik keputusan den 

perintah pelaksanaan kebijakan harus dilengkapi dengan peiSyBratan

persyaratan yang jelas untuk mendapaikan keuntungan, mengbilangkan 

pilihan-pillben. merenoanakan prosedur dengan hati-bati, . dan· laporan 

tindakan secara rinci, 

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan 

kepada pelak:sana, target grup, dan pihak lain yang berkepeotiogan langsung 

maupuo tidk langsung terbadap kebijakan dapat diterbna dengan jelas 

sebingga di antara mereka mengstahui apa yang menjadi Dlllksud, tujuan, dan 

sasaran serta subtansi dari kebijakan tersebut (Widodo, 2008:97). 

Terdapet enam faktor yang dapat meropengarohi ketidakjelasan 

knmunikasi kebijakan, yaitu, kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk 

tidak menganggu kelompok-kelompek masyarakat, knranguya konsensus 

rnengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah daiam memulai sualu 
' . 

kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat 

pembuatan kebijakan pengadilan (Edward, 1980:26). 
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c. Konsistensi 

Efektifitas irnplementasi kebijakan juga memerlukan perintah 

pelaksauaan yang kunsisten dan jelas. Jika tidak, akan mendorong para 

pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya, kebijakan diirnplementasikan 

tidak efektif karena tindakan-tindakan yang sangat longgar kemungkinan 

besar tidak dapat digunakan untuk meneapai tujuan-tujuan kebijakan. 

Edward mengernukakan (1980:46) Konsistensi kebijakan public juga 

dipengaruhl oleh komplaksitas kehijakan dan tujuan yang sering kali 

bertentangan anlara satu kehijakan dengan kehijakan lainnya. 

Ketidakkonsi.<tenan kebijakan public ini biasa dipengaruhi oleh dorongan

dorongan pihak yang ingin diuntungkan oleh iruplementasi kebijakan public 

tersebut. Karenanya semakin besar kemungkinan pembuat kebijakan 

dipengaruhl oleh kepentingan,kepentingan lain, semakin besar kemungkinan 

kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten. 

2.4.2. Sumber Daya 

Bila perintab-perintah irnplementasi telub diromuskan seeara cermat, jelas 

dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang 

diper!ukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, make Jmplementasi inipun 

cenderung tidak efuktif. Dengan demikian ereictifitas Jmplementasi kebljakan juga 

ditentukan oleh sumber ... umber atau resources. Tanpa sumber daya, kebijakan

kebljakan yang telah diramuskan mungkin banya akan menjadi rencana saja dan 

tidak pemub direalisasikan. Sumber daya penting yang mempengaruhi 

irnplementasi yang efektlf anlara lain: 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia banda! yang memiliki kompetensi yang balk, 

sangat penting bagi irnplementasi kebijakan. Kualitas personel ini lebih 

berdampak positif bagi efektifitas implementasi kebijakan daripada 
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lruantitasnya. Kelambanan dan tidak efesiennya pelayanan publik banyak 

disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 

rendahnya motivasi personel, bnkan oleh kurangnya kuantitas SDM. 

b. Sumber Daya Infurmasi dan Kewenangan 

Berkenaan dengno implementasi kebijakan, infurmasi terdiri dari dua 

jenis. Pertama. informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan, ya.itu 

petunjuk pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana barns mengetahui apa yang 

dilakukan dan bagaimana eara melakukanoya. Petunjuk ini harus 

dikomunikasikan sesuai dengan faktor-faktor komunikasi agar kebijakan 

dapat diimplementasikan secara efektif. Kedua, informasl yang merupakan 

data tentang ketaatan personel lain terhedap peraturan-peraturan pemerintab. 

Pelaksana-pelaksana harus mengetabui ketaatan orang lain yang terlibat dalam 

imp!ementasl kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan(W'tnar!llJ, 

2008:183-184). 

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. 

Wewenang ini kan berhada-beda dari satu program ke program lain serta 

mempunyai banyak bentuk yaag berbeda. 

Lindblom (Winarno, 2008:187) menyatakan babwa ciri-ciri 

kewenangan, yaitu, (I) kewenangan selalu bersifat· kbusus; (2) kewenangan, · 

beik sukerela maupun paksaan, merupakan konsesi dari mereka yang bersedia 

tunduk; (3) kewenangan ltu rapuh; dan (4) kewenangan diakui kerena 

berbagai sebab. Antara satu program dengan program lainnya, antara satu 

institusi dengan institusi lainnya memlliki wewenang yang berbeda. 

Penggunaan wewerning secara efektif sangat penting dalam implementasi 

kebijakan. 
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c. Sumber Daya Anggaran 

Da!arn implementasi kebijakan, posisi anggaran merupakan salah satu 

sumber daya yang mempengatuhi kualitas kebijakan dalam 

pengimplementasiannya. Bahkan dalam banyak kasus, sebuah kebijakan tidak 

dapat diimplementasikan dengan balk karena anggaran yang tersedia tidak 

sesuai dengan kebutiJlum. Edward Ill (1980:82) menguugkapkan bahwa 

uhudgetary limiiations. and citizens opposition limit the acquisWon _of 

adequate facilities. This is tum limit the quality of the services that 

implementor& can be provide to the public". 

d. Sumber Daya Peralatan 

Fasilitas bisa pula merupakan sumber-sumber panting dalam 

implernentasi. Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di 

alas kertas ke dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka pelayanan 

publik. Sumber daya peralatan merupakan sa:rana yang diguuakan untuk 

oparasionalisasi implemjllltasi suatu kebijakan yang mellputi sarana yang 

. semuanya akan memudahkan dalam memberikan palayanan dalarn 

implementasi kebijakan{Edward Ill, 1980:11). 

2.4.3. Slkap Pelaksana Kebijakan 

Faktur ketiga ini mempunyai konsekuensi penting bagi efektifitas 

implementasi kebijakan. Ada kebijakan yang dilaksanakan seoam efektif karena 

didukang oleh palakeana-pelaksana kebijakan. Sebalikuya, ada juga kebijakan 

yang tidak men& pat dukuugan dari para palaksana karena mereka · tidak 

menyetujui kebijakan itu. Ketidaksetujuan itu mungkin disebahkan oleh adanya 

partentangan antura kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan pandangan

pandangan pelakeana kebijakan atau kepentingan-kepentingan prlbadi atau 

organisasi para pelaksana. Dampaknya, para pelaksana akan mengbambat 
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implementaSi dengan menggunakan kelelua"iaan atau menggunakari caraRcara 

hal us. 

Jib dibandingkan dengan peiaksana kebijakan di sektor swasla atau non 

pemerintah, Edward menjelaskan (Winamo 2008:195-196) bahwa pelaksana 

kebijakan dari knlangan ptljabat dalam birokrasi pemeriolab dapat dengan medah 

mengelabui keeenderungan-kecenderungan atau tingknb laku pelaksana terhadap 

implementasi kebijakan. Hal disehabkan antara lain oleh: 

a. Personel pada birokrasi pemerinlab lebih bersifat homogen. Tingknb laku ini 

merupakan akibat dari model rekrutmen staf bam. Pemerintah lebih saku 

memilih personel yang mempnnyai piklran yang sarna sehingga mereka akan 

mendrikung kebijakan. Atau, orang yang tertarik untuk beketja pada 

pemarintah adalah mereka yang mnngkin mendrikung kebijakan pemeriotah 

b. 'Berkembangnya pandangan parokial (pandangan yang sempit) dl hadan 

pemerintah. Paroldruisme di hadan pemerinlab ini diduknng antam lain oleh 

faktor-faktor. (I) mobililas tinggi dari para pejabat keputusan tingkat tinggi 

dan (2) adanya pengaruh-pengaruh dari luar. 

c. Adanya insentif dan sanksi yang ada akan mernberikan masukan tersendlri 

untuk perilaku yang terencana. 

2.4.4. Struktur Blrokrasi 

Faktor lain yang joga mempeugaruhl dalam implementasi kebijakan adalah 

struktnr birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplemeotasikan suatu 

kebijakan eukap dan para pelaksana (implementors) mengelabui apa dan 

bagahnana · cara melakukannya, serta mempnnyai keinginan untuk 

melakukaonya. Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif 

karena adanya kelidak efesien struktnr blrokrasi. 

Slruktur birokrasi ini meneakup aspak-aspek seperti struktur organisasi, 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dengan yang ada 
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dalam organisasi yang bemmgkutan, dan hubungan· organisasi dengan dengan 

organisasi luar (Widodo, 2008:106}. 

Edward Ill (1980:120} memaparkan bahwa indikator yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan berdasarkan pada struktur birokrasi adalah SOP 

(Standard Operating Procedure) dan fragmentasi struktur birokrasi. 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan hal yang penting untuk 

pelaksana kebijakan, dan dibuat sebagai respon internal terhadap waktu yang 

terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk 

keseragaman dalarn bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar 

luas 

Sedangken fragrnenmsi struktur · birokrasi, dapat mempengaiuhi 

implemenmsi kebijakan karena fragmentasi birokrasi dapat ak:an membatasi 

kemampuan pera pejabet puneak untuk mengkuordinasiken semua sumber daya 

yang relevan dalarn suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya 

ketidakefesienan, pemborosan sumber daya, membingungkan pejabat yang di 

level bawah bingga timbul tindak:an yang diluar renC<!lla kebijakan (Winamo, 

2008:203). 

Tabal2.!. Faktor-fuktor penentu keberhasilan Kebijakan versi Edward ill 

I KOMUNIKASI 

I SIKAP I 
IIMPLE MENTASI ·I 

SUMBERDAYA i 
..----..;:;;;;~1-----t I STRUKTIJR 

BIROKRASI 
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Setiap kebijakan sebenarnyamengandung resiko untuk gaga!. Hogwood dan 

Gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini 

dalam 2 (dua) kategori, yaitu non implementation (tidak terimplernentasikan) dan 

unsuccessfol Implementation (implernentasi yang tidak berhasil). Tidak 

terimplernentasikan rnengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan 

sesuai dengan rencarut, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam 

pelaksanaannya tidak rnau bekega sama, atau mereka telah bekerja secara tidak 

efisien, bekega setengah beti, atau karena mereka tidak sepenuimya menguasai 

permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan 

kekuasaannya, sebiugga betapepun gigih usaha mereka, bembalan-hambetaa yang 

ada tidak sanggup mereka langgalangi. Aldbatnya, implementasi yang efektif 

sukar untuk dlpenuhl. 

Ada bebempa faktnr yang paling penting yang dapat mempengarubi 

pembuataakeputusan seperti yang Ielah dlkemukakan oleh Nigro (1980:217-225) 

diantnranya adalah adanya pengarub tekanan-tekanan dari luar, adanya pengarub 

kebinsaan lama (konservatisme ), adanya pengarub sifat-sifat pribadi, adanya 

pengarub dari kelompok luar, dan adanya pengarub keadaan masa lalu. 

2.5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan publik merupekan salah satu begian dalam proses 

kebijakan publik untuk mengetahui dan menilai implementasi kebijakan guna 

memecahkan suatu masalah publik. 

Dalam formulas! kebijakan, Dwidjowijoto (2006: 153) mengutip peadapat 

James E. Andersen, David W. Brandy, dan Charles Bullock ill, menggambarkrm 

proses kebijakan yang normal sebagal berikut: 

Stftgeh 
Agenda 

Kd:lijakia 
Masloh-masalah 

)'1lllg dilpat 
meruuik pctbatian 

publik 

SCage2~ 
Formutul 
~bYaksua 

hmbongwll'l ynng 
buka.ltan dengan 

usuhm yang dllflal 
diterirna dan 

dlsrl!.tiui o!elt publik 

Stage:l: 
Dul.viiSI Kebljakan 
Pemhangunan unl!!k 
mendukung usul1111· 
usuhm )Wig fdlusus 
seb.iogga kcbijtlbn 

dapat dilegitimi!Si oleb 
publik 

Slllge.4: 
lmpl¢mtnWI 
Ke~akln 

lmltmcnlasi kcbijak;M 
ofeb pegawal 
adm.intstm.si 

pcmcrlnte.han 

StageS: 
Eva!WL!!l Kr:b!Jakan """"-untuk mmentukm:t 

lijllikah ktbijakan 
tersebut efektif atau 

l.idak 
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Dari proses tersebu~ kita melihat bahwa selalu ada sisi evaluasi dari setiap 

kebijakan dari setiap publik. Hal ini menunjukan bahwa evaluasi merupakan suatu 

proses yang penting dilakukan. 

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatml fungsional, yaitu, kegiatml yang 

tidak hanya dilakukan pada !ahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh 

proses kebijakan. lni berarti bahwa evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan 

masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. 

Secara · umum istilah evaluasi depat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang 

menya!akan usaha untuk menganalisis basil kebijakan dalam arti satuan nlleinya. 

(Dunn, 2003: 63) 

Winamo (2008:226) mengungkapkan evaluasi kebijakan dikatakan 

sebagai kegialml yang menya.tigkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dempak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan 

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak 

banya dllakukan pade !abap akbir saja, melainkan dllakukan dalam se!uruh proses 

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi !ahap perumusan 

masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, hnplementasi, maupun tahap dampak 

kebijakan. Hal yang serupa jugs dikemukekan o!eh Caehmn dan Malone 

(1995:96) bahwa evaluasi kebijakan adalah peni!aian terbadap keberhas.ilan 

penerapan kebijakan dalam meneapai tujuan kebijakan tersebut. 

Samodra Wibawa (1993:10-11) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan 

publik memiliki empat fungsi, yaitu: 
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I. Ekllplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelakllanaan program dan 

dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan an!ar berbagau 

dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang rnendukung keberbasilan 

atau kegagalan kebijukan. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi depat dikell!hui apakah tindakan yang 

dilakukan para pelaku, balk birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan 

standar dan prosedur yllllg ditetapkan oleb kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi,apakah output benar-benar sampai ke Iangan 

kelompok sasarnn kebijakan, a1lm justeru ads kebocoran atau penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi d5Pat diketahui apa akibat sosial ekoni>mi dari 

kebijukan tersebut 

Sedangkan Dunn (2003:609-611) memaparkan bahwa evaluasi 

memri.inkan sejum1ah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pettama, evaluasi 

memberikan ini'ormasi yang valid dan dspat dipercaya mengenai kioerja 

kebijakan, yaitu seberapa jaub kebutuban, nilai dan kesempatan telah dapet 

dicapai melalui tindsken publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan peda 

klarifikasi dan kritik terhadsp nilai-nilai yang meudasari perniliban tujuan dan 

!arget. Nilal diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperaaikan tujuan dan 

target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sisternatis kepantasan 

tujuan dan target dalam hubungan dangan: masakah yang dituju. Dan Ketlga, 

evaluasi memberikan surnbangan pada aplikesi metode-metode analisis kebijakan 

lalnnya, termasak perumusan masalah dan rekomendasL Informasi tentong tidsk 

memadsinya kioerja kebijukan dapat mernberi surnbangan pada perurnusan ulang 

masalah kebijukan. · 

Dalsm tahap evaluasi, barns ada pendeketan proses, masalah-masalah 

sosial dalam masyarakllt yang inenjadi surnber infurmasi, dan kernudian 

kebijukan publik dirumuakan untuk menyelesaikan masalah tersobut. Tentunya, 
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selelah masalah-masalah tersebul masuk ko dalrun agenda kebijakan. Setelah 

suatu kebijakan diletapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka 

kebijakan yang telah diputuskan, diimplementasikan oleh pegawai-pegawai atau 

agen-agen pemerintab (birokrasi). Se!elab tabap irnplementasi dijalankan, make 

tehap berikutnya adalah evaluasi terbadap kebijakan yang telah 

diimplementasikan. Jika kebijakan tersebut dinilai gaga! dalam memeeahkan 

masalab-masalah sosial masyarakat atau gaga! meraih dampak yang diinginkan, 

make kebijakan tersebul akan dibentikan atau diporbaharui (Winarno, 2008:5). 

Menurut David Nachmias dalarn Howlett and Ramesh (1995:169), 

evaluasi kebijakan merupakan tUjuan yang sistematis, yang mongandung 

pengnjian ompirls terbadap darnpak kebijakan yang sedang boljalan dan upaya

upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang Ielah ditetapkan. Akan leiapi, 

melakakan eva!uasi itu lidak mudah karena soring keli kebijakan tidak momiliki 

tujuan yang ingin dicapai yang dinyatakan dengan jelas dan tidak momiliki 

slandar pencapaian tujuan terse but. Oleh karenanya. kejelasan dalam menetapkan 

tujuan dan standar keborbosihtn pencapaiaa tujuan kebijakan merupakan sesuatu 

yang pentiag bagi pelaksanaaa evaluasi kebijakan. 

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengeaai 

kinelja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuban, nilai, dan kesempataa Ielah 

dapat dicapai melalui tindakan publik, eva!uasi memberi sumbangan kepada 

klarifikesi dan kritik terbodap nilai-nilai yang mendasari perniliban tujuaa dan 

target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada nflikasi metode-metodo 

anal isis kebijakan lainnya. termasuk perumusan masaleh dan rekomendasi. 

Menurut waktu pelaksanaan, evaluasi irnplementasi kebijakan dibagi 

tiga. yaitu, sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, setelah 

di!aksaaakan. Evaluasi 8ebe!um dilaksanakan disebut Wayne Parson (2007:517) 

sebagai evaluasi summatif. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut 

evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebegai evaluasi 

konsekuensi kebijakan danlatau evaluasi pengarub kebijakan. 
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. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melibat basil (outcome) atau 

dampak (impact), akan tetapi dapat pula untuk melihat baga:imana proses 

pelaksanaan suatu kebijakan dilaksauakan. Dengan kala lain, evaluasi dapat pula 

digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan Ielah 

dilaksanakan sesuai. dengan petunjuk yang telah ditentukan .. Oleh karena itu, 

evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua tipe, yakni evaluasi basi! 

(outcomes of Public Policy Implementation) merupekan rise! yang mendssarkan 

diri peta tujuan kebijakan. Ukuran keberbasilan pelaksanaan kebijakan adalah 

sejaub mana apa yang meqjadi tujuan program dapat tercapai. Kedua, tipe 

evaluasi proses (process of public policy implementation}, yekei riset evaluasi 

yang didasari atas petunjuk pelaksanaan kebijakan. Ukuran keberbasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu 

kebijakan dengan petunjuk yang telah ditetapkan (Widodo, 2008: 112·113). 
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C. Kajian Terlmit 

Beberapa kajian yang terkait dengan implementasi kebijnkan, yakni: 

Tabel.2.2. Hasil Penelitianyang Relevan 
-No Peneliti Judul Penelitian Tahun Metode Peoelitian Temuan Penting 

l. Hells Setiani Anal isis 2001 Jenis Penelitian Beberapa fnktor pendukung dan 
Imp!ementasi digunnkan adalah penghambat dapat diidentifikasi 
Kebijnknn penelitian kualitatif sebagai berikut: 
Manajemen fenomenologis. Fnktor pendukung implementasi 
Peningkatan Mutu · Dikatnkan demikian kebijakan MPMBS diantaranya: .. Berbasis Sekolah karenajenis (I) Adanya lingkungan sekolah 
(MPMBS)Di penelitian ini yang kondusifbagi 
Gugus03 mempunyai ciri--ciri pengembangan konsep MBS, 
K=atau antara lain setting P AKEM daD. Peran Serta 
Mojosari yang nktual, peneliti Masyarnkat; (2) Adanya 
Kabupaten adalah instrument transparansi pengelolaan sekolah; 
Mojokerto kunci, data bersifat (3) Digunnknnnya PAKEM . 

deskriptif, sebagai strategi pembelajaran di 
menekaukan kepada sebagian besar sekolah; (4} 
proses, analisis Adanya pertisipasi masyarakat 
datanya bersifilt yang meningkat; (5} Adanya dana 
induktif, dan bantuan langsung "block grant"; 
pemeknaan tiap (6) Atianya hubungan keija yang 
even adalah kondusif dan harmonis. • · .. mernpnknn 2. Faktor pengbarnbat 

' perhatian yang Implementasi kebijnknn MPMBS 
esensial dalam antara lnin adalah: (I) Kurangnya 
penelilian kualitalif kesiapan dati sumberdaya dan 
(Bogdan dan adanya keterpeksaan dati 
Biklen, pelaksana kebijakan; (2} 
1998:4-7). Sosialisasi kehijnknn MPMBS 
Dikatakan yang hanya dilnkukan secara 
fenomenologjsl temperer, sehingga konsep dan 
karena sesuai tujuan kebijnknn MPMBS kurang 
dengan tujuan rersosialisasikan ke target group 
panelitian yaitu dan stakeholders, serta 
meadeskripeikan menyebahkan adanya persepsi 

I pndstiwa social dan an yang berbeda 
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(Dimyati, 1997:73), dari para pelak:u kebijakan 
selain itu karena terhadap konsep dan tujuan 
dapat kebijakan MPMBS tersebut; (3) 
mengungkapkan Adanya kesala)lan dalam praktek 
peristiwa-peristiwa PAKEM; (4) Belum dimilikinya 
riil dilapangan, juga kewenangan, kemandirian dan 
dapat kebebasan kepala sekolab dan 
mengungkapkan guru dalam mengelola sekolab 
nilai-nilai yang dan melaksanakan kebijakan 
tersembunyi~ lebih MPMBS; (5) Rendabnya tingkat 
paka terhadap pendldikan masyaraka!; (6) 
lnfonnasi informasi Adanya slkap dari para pendidik 
yang berslfat yang telab terkondisi bersikep 
deskriptif dan paslf drurtidak keeatif (menunggu 
berusaha juldak dan juknis); dan (7) 

- mempertahanka.n Banyaknya kegia!an ariministrasi 
keutuhan obyek tambahan yang harus ditangani 
yang diteliti kepala sekolah dan guru. 
(Strauss dan 
Corbin, 1987:191. 

2 DedekDiana Evaluasi 2003 Penelitian ini Kesesuaian sumber daya dengan 
' Sita lmplementasl meoggunaksn program dinilai sangat rendab. 

I Kebijakan penelitian kualitatif Ketersediaan sarana dan 
Penanggulangan dengan pendeka!an prasarana kurang menunjang 
Gelandangan dan deskriptif. Narnun untuk kesukaesan program. 
Pengemis melalui dalrun Sedangkan pengalokasian 
Program memperdalarn anggaran yang dianggap 
Rehabilitasi di permasalaban yang memadai, namun dalam 
Kota Yogyakarta ada terhadap pengalokasian dan masih be! urn 

responden. mempertlmbangkan priorltas 
digunakan studi penggunaan secara tepal 
kasus. 

3 AsepErwin Evaluasi 2003 Kajaian difokuskan Sumber daya man usia dan sarnna 

' Djuanda lmplementasi pada evaluasi dalam implementasi kebijaknn 
Pelaporan Proyek pelaksanaan sudab baik. Hanya saja 
Dekonsentrasipada kebijakan yMg pemahaman unit atau instansl 
Propinsi DKI diarabkao pada sisi terkait belum maksimal dengan 
Jakarta pelaksanaan. system pelaporan yang 

Penelitian jeais terdekonsentraslkan pada Biro 
deskriptif ini dalrun Keuangan DKI Jakarta. Dengan 
pengumpulan . demikian diperlakan 
da!anya pernbeninkao tim koordinasi 
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menggunakan pelaksana proyek. Hal ini untuk 
survey sebagai menjembatani antar unit dan dan 
instrumen utama sebagai wadah lintas sektoral 
dan studi antara Badan Perencana Daerah, 
kepustakaan Biro Keuangan, Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal anggaran 
Departemen Keuangan. 

4. DiahAyu Evaluasi 2005 Pendekatan Implementasi terhambat akibat 
Noorsinta lmplementasi Kuantitatif dengan sumber daya manusia yang tidak 
Hidayati Kebijakan penjelasan sesuai dengan kondisi keragaman 

Pencegahan dan nomotetik. Disebut modus pefedaran narkoba dan 
Pemberantasan demikian karena yang berakibat pada 
Penyalahgunaan penelitian ini mempenga.iuhi sikap birokrasi 
dan Peredaran berangkat dari dalam mengimplementasikan 
Gelap Narkoba di kerangka kerangka kebijakan pencegahan di rutan 
Rumah Tabanan teori tertentu yang tersebut 
Negara K.las I ditetapkan 
Jakarta Pusat sebelumnya lllltuk 

diuji di lapangan. 

5. Yoyon Evaluasi 2009 Penelitian ini Bel urn ada peningkatan kinerja di 
Suryono lmplementasi berupa evaluasi- sekolah baik akademik maupun 

Kebijakan Tentang diagnostik terhadap non akademik karena dalam 
Pengelolaan implementasi penganggaran tidak melibatkan 
Anggaran kebijakan yang partisipasi masyarakat yang 
Pendidikan Di dilaksanakan di berakibat pada ketergantungan 
Sekolah (Studi empat SMA yang sekolah dengan pemerintah masih 
KasusDi ditetapkan secara sangat kuat. Di sisi lain, juga ada 
Kabupaten purposifdi perbedaan kepentingan pelaku 
Majalengka Dan Kabupaten (parajabatan dan financial) dan 
Bantu!) Majalengka dan perbedaan mutu pelaku (pada 

Bantu! dengan manajerial, pengalaman} yang 
pendekatan berimbas pada kurang 
kualitatif berhasilnya sekolah dalarn 
berparadigma mengimplementasikan kebijakan. 
rasionalistik. 
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BABlli 

METODE PENELITIAN 

3.1. Peodekatao Penclitia.n 

PeneHtian betawal dari minat seseorang untuk rnengetahui fenomena 

tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan> teori, 

konseptua1isasi, di mana hasH akhimya meJahirkan gagasan dan 1eori baru 

(Singarimbun dan Effendi, 1989; 12): 

Penelitian ini mengunakan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitati£ 

Teknik j>enelitian · yang digunakan adalah survey dan wawancara yang 

dilakukan secara . sistematis dan memenuhi standar penelitian i1miah. 

Metode survey digunakan dengun hampan dapet mengetahui gujala sosial 

dan bebempe hal yang berhubungun dengannya (Arikunto, 1996:91). 

Sementara dengan metode wawancara diharapk:an dapat diketahui dengan 

lebih mendalarn penyebab tedadinya gejala sosial yang terjadi tersebut. 

3.2. Jenis Penelitian · 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adnlah deskriptif. 

Penelitjan deskriptif. Yakni jenis penelitian yang menggumberkan situasi 

setting ooslal atau kegiatan dalam sebuah kegiatan yang merupakan 

penerapan dari kebijakan. 

3.3. Lokasi Pene!lllan 
Lokasi penelitian ini Kola Bekasi, Ada beberepa hal yang monjadi 

pertimbengan peneliti dnlam mengambil tema penelitian tersebut di Kota 

Bekasi: 

I. Kota Bekasi secara letak geografis menjadi penyangga wilayab 

ibukota Negara. Posisi ini secara langsung maupun tidak sangat 

berdampak pada meningkatnya aktifitas masyamkat dalam berbagui 
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sektor seiring dengan meningkatnyajumtah penduduk dan aktifit:as 

di Kota Jakarta 

2. Fakta tapangan menunjulron terjadinya kompleksitas persoalan 

yang dihadapi oleh Kota Bekasi baik pada sektor ekonom~ 

pendidikan, kesehatan, sosia1 maupun keamanan. Kompleksitas 

persoalan tersebut tentu saja mem.erlukan respon kebijakan yang 

diimplementasikan datam progranJ~program nyata yang tepat dao 

efektif unruk kesejahteraan masyarakat Bekasi. Di sinilah letak 

relevansi penelitian ini 

3. Dalam logika otonomi daeroh, Kota Bekasi sepertl juga kota dan 

kabupaten lainnya, memitiki keytenangan yang eukup luas unruk . 

mengelola beberapa sektor pembangunan _ secara mandiri. 

Implementasi otonomi daerah sejatinya dapat mendorong 

pengelolaan daerah yang partisipatif yang dicerminkan dengan 

kebijakan yang berorientasi pubtik.. Sehingga sesuai dengan tujuan 

utamanya-yaitu_ kesejahteraan rakyat-otonomi dapat dimaknai 

sebagai upaya percepatan untuk mencapai kesejahtet'aan rakyat. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang menjadi 

subyek penelitian ini adalah '!nit satuan pelaksana Program Pendanaan dan 

Kompetisi Iruleka Pembanganan Manusia (PPK IPM) di Kota Bekasi 

periode 2007 dengan perincian: 

I. 40 onmg peleksana bidang pendidikan. 

2. 30 orang petaksana bidang kesehatan. 

3. 20 orang pelaksana bidang paningkatan daya boli masyarakaL 

Dari seluruh populasi yang ada, kemudian ditentukan ]umlah sampel 

untuk dijadilron responden penelitian. Dalam penelitiJln kali ini, karena 

terdapet tiga kelompok sub-populasi yang dijadikan subjek penelitian, 

maka teknik pengambitan sampel yang dipergunakan adalah Stratified 

42 Unlven~itas Indonesia 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



Random Sampling, yakni suatu teknik pengambitan sampel yang dengan 

cafa ini sub kelompok atau strata memiliki jumlah sampel yang cukup 

mewakili sesuai besaran populasi (Vockell, 1983, dalam Sevilla et al., 

1993). Jurnlah sarnpel penelitian ini sendirl ditentukan dengan mengacu 

peda pada label Krejcie & Morgan (lihat lamp iran l) men genal besaron 

sampel untuk populasi yang Ielah diketabui jumlahnya Dengan jumlah 

populasi sebanyuk 90 orang, maka besaran sampel yang dipergunakan 

dalam pep.elitian ini ada:lah sebesar 72 orang, 

Secara teknis penghitungan jumlah sampel untuk masing-masing 

strata adalah sebagni beriku~ pertama ndalah membagi jumlab masing•. 

masing kelompok dengan jumlah pop_ulasi keseluruhan untuk dijadikan , 

persen. Kemudian ka1ikrut hasiJ pembagian teiStbut dengan jumlah sampel 

yang telah ditetapkan yaitu 72 orang. Hasil perkalian inilah yang menjadi 

jumlah sampel darl masing-masing strata (Sevilla et al., 1993). Rincian 

anggota sampel penelitian ini disajiklln pada label berlkut: 

Intansi 

I. Bidang Peodidikan 

2. Bidang Kesehatan 

3. Bidang Peningkamn 
DayaBeli · 

Total 

TabeiDL 1 

Responden Penelitian 

Jumlah Teknik Pengrunbilan 
Populwi Samnel 
40 orang 

30 orang Stralified 
Random Sampling 

20 orang 

90 
Oran2 

Jumlah 
Samuel 

33 responden 

21 respnnden 

18 respnnden 

72 Responden 
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3.5. Teknik Peugumpulao Data 

Karena peneUtian ini menggunakan dua pendekatan penelitian,.maka 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pun 

sebagai berikut: 

1. Data primer diperoleh melalul penyebaran kuesioner dan wawancara 

yang mCngacu kepada pedoman wawancara. 

2. Data sekunder, diperoieh melalui studi dokumentasi yang didapetkan 

dari informasi tertulis berupa buku, peraturan, perundang-::undangan. 

dan pctunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan Program Pendamian 

Kompetisi Indeks Pernbanganan Manusia (PPK !PM) di Kota Beknsl 

3..6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian persyaratim analisis dimaksudknn untuk meogetahui data 

yang diperoleh memenuhi persyaratan untuk analisis dengan menggunakan 

feknik yang direncanakan. Penelitian ini menWmakan bantuan kuesioner, 

sehingga perlu dilakuknn pengujiim validitas dan relinbilitas terlebih 

dahulu untuk mengetahui k:emainpuan kuesloner dan keterandafannya 

dalam mengukur variable-variabel yang akan diuji. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanynan pada suatu kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oieh kuesioner tersebut. 

Sedangkan suatu kuesioner dibtaka.n reliab~e jika instrumen tefSe:but 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika kuesiorier telah valid dan 

reliabe~ maka kuesioner dapat diseharkao kepada responden. 

Untuk menentuknn besarnya validitas itlml-item yang telab diuji 

cobakan, digunakan perllitungan dengan koefisien korelasi Product

Moment Pears·on dengan r koreksi. 

Dengan rumus ; 

N(l:XY)-~(l:Y) 
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rxy "" Angka indeks koreJasi ~r' product moment 

N = Jumlah subjek 

DCY = Jumlah basil antara X dan Y 

L X = Jumlah selurub skor X 

L: Y = Jumlah seluruh skor Y 

Adapun untuk mengetahui reliabilitas dari skala kemampuan 

interpersonal ini dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Dengan rumus : 

_
2

[1-812 +822 ] 

a- ' 
Sx 

a = Koetisien reliabilitas 

S1z dan Sn = Varians skor belahan 1 dan 2 

S~._2 =. Varians skor skala 

3. 7. Telmik Analisis data 

Anal isis data menurut Ira wan (2006: 178) mencakup kegiatan 

pengolahan data mentah, mengintepretasi data. dan menarik kesimpulan. 

Data primer dalam penetitian ini berupa kuesioner yang diherik.an 

kepada tim pelala;ana program yang menjadi sampel dalam penilisn ini 

serta wa.wancara kepada beberapa responden tetpilih yang mewakili setiap 

bidang program. Selain data primer tersebut, ditelaah pula data skunder 

berupa buku, peraturan, perundang-undangan, dan petunjuk pelaksanaan 

tentang pelakuanaan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan 

Manusia (PPK !PM) di Kota Bekas~ untuk kemudian dikomPIII"Sikan 

dengan d~ yang didapat dari penyebaran kuesioner dan wawancara. 
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Data-data tersebut diolah dan dianalisa untuk mengetahui sebempa · 

efektifimplementasi kebijakan di tingkat pelaksana, serta 1\Uctor-fllktor apa 

yang mendukung dan menghambat dalrun kesuksesan hnplementasi 

Program Pendansan Kompetisi lndeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) 

tahun 2007 di Kota Bakasi. 

Taknik yang digunakan dalam analisa data penelitian ini 

menggunakan mencakup teknik analisls data hasil penyebaran kuesioner1 

teknik analis[s data basil wawancara, serta teknik analisis data skunder 

berupa buku-buku, petunjuk pelakasanaan program. serta peruodang

undangan yang ada. 

Untuk data yang didapat melalui kuesioner~ teknik statistik yang 

diperguuakan adalah tekuik statistik deskriptif untuk mencari frekuensi 

jawaban responden. Dalam aplikasinya, penggunaan anaiisa korelasi 

mengganakan program Sl'SS (Stafi:slic and Product Service Solution) 

Versi !6. 

Sementara untuk data da.ri hasH wawancara dan sumber-sumber data 

skunder, proses analisis data yang dilaknkau mencakup reduksi data, 

penyajian data, dan panarikan kesimpulan. Data yang didapat dari basil 

wawcincara ini untuk mendukung data yang didipat dari basil penyebaran 

kuesioner, sementara data yang didapat dad sumber--sumber sekufider 

dipergunakan untuk mengkomparasi data-data primer yang ada, untuk 

kemudian dilaknkau penarikau kesirupulan. 
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3.8. Kera.ngka Operasionel Pen.eJitian 

Variabel Definisi Konsep Indikator Pemyataan 

Komunikasi Kesepaluunan antara 1. Adanya ~ Frekuensi 
implemen~or dengan kesepahaman yang pertemuan 
masyarakat teroangun oleh . KuaHtas 

semua.lini pertemuan 
pelaksana • Kejelasan 

2. kejelasan infonnasi informasi 
yang diberikan program 
untuk: program - Penyampaian 
dilaksanakan program 

• Tingkat 
perhatif1ll 
masyarakat 

- Keterlibatan 
aktif 
masyarakat 

Sumber ketersediaan sumber- I. Ke<:ukupan jumlah - Jumlah petugas 
Daya surnberpendukung pegawai yang - Seharan 

keberhasilan terlibat dalam Pelugas 
program Yf1llg program - Keterampilau 
meliputi terdapatnya 2. tingkat petugas 
implementor, pengetahuan - Koordinasi 
anggaran1 dan pelaksana terhadap antar petugas 
fasilitas tugas Yf1llg - Ketersediaan 

diem ban anggaran 
3. keterampilan - Ketersediaan 

dalam sarana 
melaksanakan 
tugas yang menjadi 
langgungjawahnya 

4. Pembiayaan 
program Yf1!lg 
sesuai dengan 
kubutuhan 

5. kesesuain sarana 
yang dit>erlukan 

Sikap Dukungan dan 1. Kesamaan sikap - Kesamaan 
Pelaksana kepedulian pelaksana antara pjmpinan sikap terhedap 

· terhadap dan unit teknis program 
keharbasilan pelaksana - Makanisme 
implementasi kebijakan perekrutan tim 
kebiiakan 2. profasionalitas Delaksana 
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dalam perekrutan • Kecukup!lll 
lim insenfifbagi 

3. Adanya insentif implementor 
bagi pelaks!llla 
kebijakan 

Birokrusi Kejelasan prosedur L Ad!lllya petunjuk . Kejelasan 
kerja dan pembagian pelaksanaan Standart 
tugas implementasi Operating 

kebijakan Procedure 
2. Penyebaran (SOP) 

tanggungjawab - Kemudahan 
dan Kewenangan melaksanakan 
yangjelcls antar SOP 
unit pelaksana - Pembagian 
program tugae untuk 

unit pelaksana 
progratn 

- Pemberirur 
kewenangan 
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BABIV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambaran Wilayah 

Pesatnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya kecamatan 

Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri awalnya atas 4 kecamatan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu kecamatan Bekasi 

Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya meiiputi 18 

Kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi ditak:ukan oleh Menteri . 

Dalam Negerl pada tanggal20 Aprill982, dengan wallkota pertama dljabat oleh Bapak 

H. Soadjono. Tahun 1988 Wallkota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi 

hingga tahun 1991, kemudian digantikan oleb Bapak Drs. H Kllailani AR hingga tahun 

1997, dan sakamng dijabat oleh Mahtar Muhammad. 

Pad a perl<embangannya Kola Administratif Bekasi terus bergerak dengan eepat. 

Hal ini ditandai dengan pertumbuhaa penduduk yang cukup tinggi dan ruda 

perekonomian yang semakin bergairah. Sehlngga status -kotif Bekasi pun kembali 

ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang~undang Nomor 9 

Tahun !996. 

4.1.1. Kondisi Geograli 

Bekasi merupakan mitra terdepan ibu kola DKI Jukarta, memilild letak yang 

strategi$ seakan memberikan dunia baru menuju kawasan metropolitan. Kota ~kasi 

memillki luas wilayah sekltar 210,49 KM', yaag seoarn geogrnfis terle!ak pada 106' 48' 

bujur tlmur dan 6rry" - 6"15" lintang Selatan, dengart batas wi!ayah knta Bekasi adalah: 

Sebeish Utam; Kabupaten Bekasi .. 

Sebelah Utara : Kahupaten Bekasi 

Sebelah Se!atan: Kab. Bogor. 

Sebelab Barat: Kota Jakarta Timur. 

Sebelah Timur: Kahupaten Bekasi. 
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Kota Bekasi terdiri dari (2 kecamatan dan kelurahan. Penduduknya terdiri dati 

penduduk asli Kola Bekasi maupun migran yang datang untuk bekeJja di Kota Bekasi 

dan DKI Jakarta. Secara umum penduduk migran lebih banyakjumlahnya dibandingkan 

dengan penduduk asli Kota Bekasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2003 

sebesar 1,845,005 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1.97% dan 

pada tabun 2007 teroatat 2,143,804 jiwa dahgan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

sebesar 3.49%. 

Akan tetapi, lonjakan LPP yang terjadi di Kota Bekasi hanya 30% saja yang 

disebabkan oleh LPP alarninya. sedangkan 70% sisanya berasa! darl migrasi (SP 2000). 

Hal ini menunjukan indikasi Kota Bekasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi sehingga menarik minat pendatmg untuk meneari pekerjaan dan 

berusaha di KotaBekasi 

4.1.2. Kepandndukan 

Pendudukan Kota Bekasi menurut BPS tabun 2007 sebanyak 2.143.804 jiwa 

terdiri dati penduduk laki·laki sehanyak 1.067.641 dan perempuan !.067.163. jumlab 

penduduk Bekasi ini terseber peda 12 kecamatan, penyebaran tertinggi pada kecamallin 

Bekasi Barat sebanyak 13.43% (287.989 jiwa) Bekasi Timur 12.89% (276.496 jiwa), 

Bekasi Utara 12.76% (273.512 jiwa), dan terendab di kecamatan Jati Sampurna sebesar 

3.44% {73.744 jiwa). 

Tabel.4.1 

Jumtah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Ko«a Bekasi 

!<ecamatail Lald-lald Perempuaq Jumlab 

Pondok: Oede 112.038 112.133 224,176 

Jail Sampuma 36.894 36.850 73.744 

Pondok Melati 60.230 58. 70S 118,935 

Jail Asih 83.902 81.618 165.520 

B"""' Oebang 39.6(10 38.624 78.224 

Mustika Jaya 46.282 46.650 92.'132 

Bdulsi nmur 140.976 135.520 276.4% 
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RawaLumbu 90.520 93.360 184.380 

Bekas! Selatan 102.934 !04.810 207.144 

13ekasi Barat 144.840 143.149 287.989 

Me-dan Satria 30.919 79.233 160.152 

Bckasi Ut.e.rn 137.028 136.4&4 273.512 

Jomlab 1.6'76.163 1.067.(}41 2.14l.804 . . . . 
•l)rolah iinri Dala &dan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekas1 tehun 2007 

Sedangkan jumlah pcnduduk berdasarkan keiompok umur digambarkan dalam 

data yang tertera di bawah ini menunjukan bahwa usia produktif (yakni 20-40 tahun) 

sangat dominan. Usia dominan ini di satu sisi menjadi modal yang safigat berbarga 

dalam membangun kondisi Kota Bel:as~ dengan demildan keberadaan usia pr<>juktif 

da.pat menjadi salah satu indikator untuk meJakukan pembangurran. Tapi di sis Jain, 

kondisi ini bisa menjadi mengkhawati.rkan hila pemerintah kota Bekasi tidak mampu 

memberikan peluang kerja dan usaha pada masa produktiftersebut. 

Tabel4.2. 

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis KelS.min 

Umur Lakl-taki Perempuan Jumlab 
0-4 17.121 77.989 155.110 

5-9 107.496 94,)06 201.602 

lO 14 !01.281 108.172 215.453 

15- t9 110.352 111.379 221.731 

20 24 98.060 101.937 199,997 

25-29 93.221 . 82.444 J75.66S' 

30 34 71.851 89.976 161.827 

35-39 . 89.471 99.280 188.751 

40-44 11.264 88.990 166.2$4 

45-49 79.681 82.-617 162.298 

50-54 68.903 51.353 120.256 

SS-59 39.554 31.668 71.222 

60-64 24.332 21.766 46.098 

65> 15,930 11.813 27.743 

Jrnnlall L076.163 1.067.641 1.143.804 . . . 
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4.1.3. Ketenagakerjaao 

Ten'W' kerja adalah masalah kependudukan yang perlu rnendapat perhatian. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk jumlah tenagakelja pun turut 

meningkat Berdasarkan ca1atan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Bekasi, 

jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2006 ada 43.472 orang ada 41.786 

orang. Sebagian besar pencari kelja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SLTA 

yaitu 31.198 orang dan Akademik/Universitas sekitar 8.330 orang, Namun jumiab 

mereka yang diterima hanya seldtar 933 orang, 898 orang diantaranya yang 

berpendidikan tarnal SLTA dan sebanyak 9 orang yang berpendidikan 

akadernik/universitas. 

Angkatan kerja adalah pefiduduk usia kerja (IS tahun ke atas) yang bekerjo, atru 

punya pekerjaan namun sementara tidak bekelja (penganggur); Penganggur adalah 

merek.a yang sadang mencarl pekerjaon, yang mempersiapkan usaha, yang tidal< 

mencari pekerjaari karena rneraSa tidak: mungldn mendapatkan J>ekerjaan. · 

Tabe14.3 

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya 

menurut Pendidikan yang Ditamatkan 

Pendidikaa yang Ditamatkao Pencari Kerja Terdaftar PenempataD Kerja 

Tidak Lulus SD - -
SD 228 0 

SMTPUmum 1.466 13 

SMTP Kejuruan 5.466 3 

SMfAUmum 13.625 488 

SMfAKejuruan 17.573 410 
. 

Akademi/Dill 2.864 6 

Perguruan Tinggi/Uriiversitas 5.466 3 

Jumlah 41.786 933 . . . . . 

52 UnlversJtas tndonesfa 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



4.1.4. Pendidikao 

Perkembangan pendidikan Kota Bekasi tidal< kanya dilakukan melaiui 

pengadaan sarana dan prasarat)a sekolah. melainkan juga menyelengga.rakan p_rogram 

untuk meningkatkan kualitas guru terutama pada tingkat dasar dan menengah. 

Jumlah sekolah dan guru ber1llntbah di tiap tahunnya. Berdasarkan data terakbir 

ter<:alat pendidikan dasar terdapat 763 buah SDIMI dengan jumlah guru sebanyak 9.798 

guru dan 250.066 murid. Sedangkan untuk tingkat SLTI'IMTs terdapat 260 buah 

sekolah dengan jumlah 6.630 guru dan 107.817 murid. Scdangkan untuk ~tingkat 

pendidikan SMU/MA. terdapat 94 buah sekolah dengan jumlah guru 2.962 guru. 

Sernentara untuk SMK ada sakiutar 60 buah sekolah dangan jumlah 1.539 guru dan ~ 

jumlab murid keseluruhan 56.651 murid. 

Tabel4.4. 

Ju:mlab Sekolah dan Guru SD, SMP, SMA menurut Kecamatan 

SDIMI SMK 

Kecamatan 
Gwu Guru Guru 1 Gum 

PondokGede 62/15 779/179 18/14 456/276 618 322II57 5 183 

Jati Sampurna. 2816 269/85 6IJ 136/sg 41· 1SI· 3 65 

Pondok Melal.i 2317 361ns 6l.l t 51155 ll· 63/, 2 55 

Jat( Aslh 53/21 4491228 20110 4691229 312 259/143 4 94 

Bantargeboog 2!15 123141 812 149/Si 511 l47/ll2 4 49 

Mustika J aya 2715 316138 113 1491106 211 55/19 2 116 

Bekasi Timut 9313 229/28 33/4 l024fiS7 14/2 4'2'1141 12 174 

RBwaLumbu 6215 699/58 ISIS 4241101 5/1 244142 4 102 

Bekas! Selatan 68112 8011126 1817 811 437119 ·s 111 

I B•""'' Bam! 71/16 1417 413 31i53 8 254 

Medan S11trill 46/14 5151156 18/6 667/9!) 81· 140/- 6 154 

llelalslU..,. 31/19 7761238 23110 6571220 10/5 2121157 5 176 

Jumlsb 6351118 ~~~21 186174~ 70/24 '-:1931 66 l.$1~ 

d' . 
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4.1.5. Kesehatan 

Kota Bekasi memililti 31 rumah saki~ 31 puskesmas dan 25 puskesmas 

pembantu. Tetapi hanya 5 puskosmas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, 

mesldpun jumlahnya sangat terbatas seperti di Puskasmas Pondok Gede, Pejuang, 

Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu dan Bantar Gebang. 

Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi peda !ahun 2007 tercatnt 742 tenaga 

keschatan : 97 Dokter Umurn$ 10 Dokter spesialis, 63 dokter- gigi. 158 perawat 

kesebatan, !57bidandan 150tenagamedis lainnya. 

Tabel4.5 

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmlis Pembantu mennrut Kecamatan 

Kecamatan Ruman Sakit Puskesmas PUskesmas Pembantu 

PondokGede 2 3 1 

Jati Sarnpuma 2 1 3 

Pondok Melati 1 2 0 

Jati Asih 0 2 1 

Ban tar Oebang I 1 2 

Mustika Jaya I 1 3 

BebsiTimur 8 4 2 

RawaLumbu 3 3 I 

Bekasi Selatan 7 4 3 

Bekasi Barat 1 5 3 

Medan Satria 3 1 4 

Bekasl Utara . 2 4 2 

Jumlah 31 31 25 
• • . D1olah dari Data Omu Kesehatta Kola Bekas1 
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4.2. Yisi dan Mlsi Kola Bekasl 

Seiring dengan visi Kota Bekasi (Bekasi Cerdas, Sehat dan lhs.an), semak.in 

terarah pengembangan !rota dalarn meningkatkan kapasitas dan Irnalitasnya belk 

secara fisik maupun nonNfisik. Visi dan misi Kota Bekasi _merupakan refleksl dari 

arah pembangunan Kola Bekasi yang diprioritaskan kepeda masyantkat Bekasi 

sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai modal sosial (social capital) yang 

kreati~ inovatif dalarn mengolah sumberdaya menuju pada kesejahteraan 

masyarnkat. 

Secara filosofis, arab · perubahan Kota Bekasi difulltlulasikan sebagai 

paradigma pembangurum berk:elanjutan, yakni upaya: . upaya menuju pada 

peningkatan lroalitas generasi yang akan datang. hnplementasi visi tersebut tidal.: 

terlepas dari arah perubahan Kota Bakasi yang dllalrukan melalui baberapa proses 

pen!ing, yaitu pemberdayaan (emp<~wering), pertumbuban !growth), 

pemerataan, berkeadilau. efisiensi. kompetitif. 

Tabel4.0. Proses Arab Pernbaban Kota Bekasi 

4.3. Klprab Kola Bekasi Dalam Mensejahterakan Masyarakat Mdalui PPK;.IPM 

Keberhasilan pembangunan manusia suatu daerah ditentukan oieh kuaJitas 

tingksi pendidikan, derajat kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 

manusia adalah modal penting dalarn membangun suatu bangsa atau daemh, sebingga 

mendorong pemerintah tennasuk pemerintah daenm menaruh perhatian peda belanja 

55 Universitas lndones1a 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pembangunan 

manusia. 

Keikutsertaan Kota Bekasi dalam Progrmn Pendanaim Kompetensi lndeks 

Pcmbangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat adaiah saiah satu upeya deri pemerintah · 

Kota Bekasi datam meningk:atkan pembanguntm manusia dengan mengambil tema 
11Slnergi Berbagai Potensi Untuk Mevrojudkan Kemandirian dan. Daya Saing 

Wirausaha11
, pemerintah Kota Bekasl menyusun program dan kegiatan yang 

menunjukan tahapan penanganan permasalahan sesuai jenis dan tingkatan masala.h serta 

keiompok sasaran penerima juga peran stakeholders, yang diharopkan meng!lasilkan 

manfaat dalam peningkatan IPM, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di 

Kota Bekasi. 

Penyalenggaraan progrmn pendanaan kompetisl indeks pembangurum manusia 

(PPK !PM) Kota Bekesi yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dimaksudkan untak 

mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, atat dan lainnya antara 

pemerlntah, sektor swasta dan masyarakst serta stakaholder lainnya guoa memperoleh 

· peningkatao kualitas hidup masyarakat. 

Progrmn yang didesain untuk peningkatas Indeks Pcmhangunan Manusia (IPM) 

Kota Bekesi difokuskan pada 3 bidang, yakni bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan 

bidang daya bell. Ketiga bidang tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk kegiatan

kegiatan yang mendukung untuk pencapaian paningkatao !PM di Kota Bekasi. Secara 

rinci Skenario progrmn dan kegiatan pada tahun 2007 melipu~: 

1. Bidang Pendidlkan meliputi progrmn Sigap Cerdas Useba (dengan kegiatao 

. kasetaraan peke! a,b,c plus, dan Kejar lestari) 

a. Kesetaraan Paket A, B, C Plus 

Pendidlkan oleh banyak kalangan diyakini sebagui salab satu kunei 

keberhasilan dalam kOmpetisi masa depan. Dalmn menyongsong masa dCpan. 

dengan ketinggulan sumber daya man usia. suatu negara atau daerah akan mampu 

menggapai keberhasilan dalam era glohalisasi yang di daJamnya sangat sara! 

dengan peesaingan. Oleb kanma itu pemhangunan sektor pendidikan sudah 

serayaknya mendapat perhatian serlus di ·samping sektor lain. Salah satu 

program yang menjadi prioritas adalah pemerataan kesempatan memperoleh 
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pendidikan bagi seluruh masyarakat. Rendahnya pendapatan dan pemahaman 

akan pentingnya pendidikan menjadikan banyak anak yang tidak dapat 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. kondisi ini menuntut 

adanya sinergi dan ~ serta seluruh masyarakat anak dari kalangan, 

masyarakat yang kurang beruntung tingkat ekonominya dapat menikmati 

pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada merelta. 

Me!alui pendidikan kesotaraan Paket A, B dan C Plus diharapkan dapat 

memberikan penguatan pendidikan bagi masyarakat baik: pengetahtian maupun 

keterampilannya sehingga semakin terbukanya peluang peogembangan dirl 

peserta be!ajar agar mampu berperan optimal dalam pembaognoan. 

b. Kelompok Belajar Lestari (Kejar Lestari) 

Partisipasi yang berlaku dl masyarakat kita maslh balum diartikan menurut 

persepsi universal diartikan sebagai kerja sama yang erat antara perencanan dan 

masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan 

mengembaogkan basil pembangunan yang telah dicapai. Kerangka ke~a dalam 

merekonslrukai partisipasi mengnodung 3 (tiga) dimensi yakoi: konteks, tujuan 

dan lingkongno. Bertitik tolak dati pemikiran in!, maka pertisipasi masyarakat 

dalam konteks mewujudkan pendidikan yang berk.ualitas adalah kesadaran dan 

kepedulian masyarakat melakuken aktititas turut serta mengambil keputusan, 

melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan 

secam proporsional dilandasi kesepaketan. 

Dalam kaitan bal tersebut diatas, kegiatan pembelajaran keaksaraan 

fungaional yang selama ini dllaksanakan barn · terbatas pada kegiatan 

pembetajaran konfensional tanpa tambahan kegiatan apapun yang dlikuti oleh 

penduduk usia I 0 - 44 tahun yaag masih bum huru~ kondidi terse but membuat 

peserta kejar KP yang mayoritas pesertanya berasal dari keluarga miskin . . 

menjadi cepat bosan I jenun sehingga proses pembalajaran tidak sarnpai tuntas. 

Kondisi ini diperpamh dengan parilaku peserta itu sendiri, yaitu paaerta lebih 

mengutamakan mencari nafkah dari pada menyisihkan waktu untuk belajar 

membaca I menulis. Kegiatan kejar lestari dimaksudkan untuk membari nilai 
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tambah pada kegiatan KF yang sedang berjalan, tambahan ternebut berupa 

pemberian tambahan pengetahuan I pelatihan keterampilan berosaha, sehingga 

diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat memotivasi peserta untuk te~s 

belajar dan menarnbab penghasil keluarga melalui kelompok usaha. Sehingga . . 
keaksaraan fungsional bisa lestari, masyarnkat KF terus terpacu untuk belajar 

dantidak mandeg yang mengatah kepada buta aksara kembali. · 

2. Bidang Kesehat:an melalui program Seha:t Prima {meliputi kegiatan Komunitas 

sehat, Unit peleynnan prima dan Forum ibu sahat) 

a. Komunitas Sehat 

Akar masaiah yang -mendasari penetapan kegiatan Komunltas Sehat 

(KOMET ) dalam Program Sigap Sehat Prima terkait dengan Pencapaian 

nilai Indeka Kesehnlan ( IK ) Kota Bekasi yang dimsakan masih rendah , 

yaim sebesar 74,63 pada tahun 2005. Kondlsi ini masih di bawah target Jawa 

Baiat pada tahun yang sama sebesar 75.3. C..palan IK ini ditentukan dan 

dipengaruhi secara Iangsung oleh Angka Harnpait Hidup ( AHH ) Kuta 

Bekani pada tahun 2005 yang beru mencapai 69.78 tahun. Masih rendahnya 

AHH Kotn Bekasi ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingk:ungan yang 

tidak sehat. Aspek Hngkungan memilik:i pengaruh terbesar terhadap derajat 

kesehatan masyarakat. 

Komunitas Sehat merupakan satah satu kegiatan dalam program Sigap 

Sehat Prima yang bertujuan untuk meningkatkan kesebalan masylmlkat 

yamg difokaskan pada upaya penuninan jumlah kasakilan atau kematian 

penduduk akihnt lingkangan yang tidal< sehat serta meningkatkan usia 

hlmlpen hidup dau perilaloa hidup. 

h. Unit Pelayanan Prima 

Penetapan kegiatan Unit Layanan Prima (ULAMA) dalam Program 

Sigap Sahat dau Prima terkait dengan mininmya aksesibilitas masyarak:at 

.teabadap pelayauan kesehalan terdepan, kondisi ini menyebabkan rendahaya 

pen""'"'lan nilai Indeka Kesehatan (IK) Kota Bekasi, yaitu sebesar 74,63 
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pada tahun 2005. Kondisi ini masih dibawah target Jawa Batat pada tahun 

yang sama sebesar 75,3. 

Unit Layonan Prima merupakan salah satu kegiatah dalam program 
' 

Sigap Sehat Prima yong bertujuan untuk meningkatkan kualita« kesehatan 

pada kelompnk-kelompok di lllllSYaral<at dan pemberdayaan ekonomi kader 

dengan meningkatkan pendapatan kelompok melalui kegiatan ekonomi 

efektif. 

c. Forum Ibu Sehat 

RW Siaga ( RAGA ) merupakan salah satu kegiatan dalam program 

Sigap Sebat Prima yang bertujuan untuk meningkatken kesehatan 

masyarakat yang difokuskan pada upeya P.nururum jumlah kemadan lbu dan · 

bay!, yang akan berda!ppak pada peningkatan usia harapen hidup melalui 

pemberdayaan masyarakat dan stakeholder kesehataa serta untuk 

meningkatken kunlitaS kesehataa peda kelompok ibu dan bayi di rnasyaral<at. 

Kegiataa RAGA yang berorientasi peda MNH setaajutnya perlu dibuatken · 

forum agar kelompnk - kelompok yang telah terbentuk tf!emiliki wadah 

yang dapat dijadikan :fasUitator, mediator a.tau motivator bagi kelompok 

dalarn menjatahkan penmnya di masyarakat. 

Forum Kelurahan Siaga yang dimaksud berfokus pada kesehatan ibu dan 

bayi dengan melibatkari langsung sasaran - sasaran yaitu ibu hamil dan 

bldan yang burpraktek dekat dengan kelompnk lbu bamil sosaran. Kelompok 

ibu hamil selanjutnya disebut sebagai Self Help Group dan kelompnk bidan 

praktek disebut Self Support Group. 

3. Bidang Daya bell melalui program Sigap Cipta (meliputi kegiataa Pengembangiln 

usaha boneku, Pengembangan ikan hias, Pengembungan plasma sampah plastic) 

a. Pengembangan Usaha Boneka 

Pemerintah Kota Bekesi memberikan perhatian yang cukup busar 

terhadap masalah pemutusan renaga kalja kelompnk masyarakat yang 

memiliki kclrampilan opdmal dan telah berpengalaman memproduksi 
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barang - barnng ( komoditi ) yang barorientasi pasar ekspor • Khususnya 

untuk kelompok masyarakat mantan pekerja perusahaan boneka yang di. 

PHK ditetapkan sebagai kelompok yang akan mendapat pembardayaan 

untuk kembali memproduksi produk boneke, unruk memenuhi berbagai 

tuntutan pasar-yang 'bersifat 'captive• melalui PPK-IPM. 

kegitaan ini bortujuan menimbulkan dampak multipliers efek yang euknp 

besar kepada vendor-vendor pemasok bahan baku, penghasil berbagai 

kerajinan, pembukaan pasar-pasar yang akan menjajakan boneka tennasuk 

pam pedagang menengah dan kecil. Pada gilirannya kemudtan dapat 

meningkatkan pendapatim yang akan berdampak langsung peda peniilgkatan 

indekn daya bell. Mengarangi penganggaran yang disebebkan oleh adanya 

PHK pabrik-pebrik boneka yang bangkrut, dengan kembali mempekerjakan 

mereka dalam mekan!sme industri perumahan mela[ui usaha kerajinan 

boneka yang dikembangkan dengan didukung oleh PPK-IPM Jawa Barat di 

Kota Bekasi. 

b. Pengembangan Jkan Hias 

Petkembangan produk ikan bias di Kota Bukasi sangat potensial 

terutama untuk orientasi pasar ekspor dengan value added yang bersifat 

optimaL Hubungan dan jaringan antara pemelihar:a · iknn hlas dengan 

eksportir telah terbina secara simbiosis mutualistis dalam ikata.n sinergi 

yang sa\ing mengantungkan. 

Terpi!ihnya kegiatan peogembangan useba ikan hias dalam prognun 

PPK-IPM Kota Bekasi, dipartimbangkan terbadap aspek-aspek sebagai 

berilrut: 

• Prospek pengembangan ikan hias cukup optimal untuk 

dikembangkan menjadi bantuk usaha didaerah perkotaan. 

• Pemmat yang terjun dalam usaha ikan bias jumlaboya eukup beaar di 

Kota Bukasi. 
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• Sustainabiliti usaha cukup ·optimal ka.rena tuntutan pasar yang terus 

berkembang utamanya pasar ekspor (Singapnra, Jepang, Hongkong, 

Eropa dan belahan dunia lainnya). 

• Iktim yang sesuai bagi pengembangan budi daya ikan hias. 

• Pak:an, obat-obatan dan dukungan perahllan (teknologi) cukup 

tcrsedia di pasaran. 

• Produk ikan hias Kota Bekasi, sudah sejak lama dilcena1 oleh pasar 

dunia dan kualitasnya telah diakui oleh pasar dunia mela1ui jaringan 

pasar Singapura. 

• Kegiatan · ini bertujuan untuk peningkntan pendapatnn para petani 

ikan hias dan pendapatan para Pembina petani ikan hias y;lng pada 

gilirannya dapat meningkatkan indeks daya belL 

• Peduasan pasar ik:an -bias dengan orlentasi ekSpor dan dengan 

peningkamn profit margin para patani dan para Pembina petani 

utnuk selanjutnya mampu mengembangkan kapasitas usaha. 

• PC:ngenalan dan penerapan teknologi pengembangan -ika.n hias secara 

optimal dalarn kerangks prospek pengmbangan ikan hias kemasa 

depan yang sustainable. 

c. Pcngembangan Plasma Sarnpab Plastik 

Kebaraaan sampah plastik di Kola Bekasi merupakan hagian dari sampab 

yang perlu mendapat penanganan yang bersifat serius sesuai dengan 

lwakteristik akasaulasi jumlalmya dan sarnpab plastik itu susab busuk 

(berbeda dengim sampab organik). 

Sampab plastik itu terus meningkat seiring dangan pertambahan penduduk 

dan pertambaban konsumsi dan produk yang ditopang oleh kehadiran 

bentuk-bentuk sampab plastik sbb: 

• Meningkstnya jum!ab sampab plastik kresek dari harhagai ukuran. 

• Sampab plastik berupa botol-botnl minuman. 
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• Sampah plastik berupa packing makanan, pakaian, sepatu, 

pembungkus buku, dan lain· lain. 

• Sampah p!astik bekas ember, bekas pembotan rumah tangga. 

Sampah plastik yang jumlaboya kurang lebih 15% dari volume sampah 

secara keseluruhan banyak sekali mengganggu lingkungan kebersihan kota 

dan mengganggu saluran-saluran drainasi perkotaan, menyumbat di musim 

penghujan. 

Dengan demikian keberadaan sampah plastik di Kota Bekasi memiJiki 

makna sebagai masalah yang harus dipecahkan karana menganggu 

keb.ersihan dan kesehalan Kola Bekasi.dan juga sampah plostik tertentu 

telah berubah menjadi bahan dasar p!astik bemilai ekunomi dan telah 

memberOOm potensi keberhasilan baik untuk pemuiWlg maupun untuk 

bandar-bandar (pemulung). 

Secara tidak langsung telah membantu keber:sihan kola Bckasi dart 

rekanan sampah pli!stik. Oleh karena itu ditetapkan kelompok pemulung 

sampah dab bandar-bandarnya perlu di bina melalui PPK-IPM, Karena 

berdampak positifterhadap pembangunan Kota Bekasi ke depan. 

Sehagai dampak langsunguya adalah peningketan pendapatan kepada 

para pemu!ung yang jum!ahnya telah ditetapkan (270 orang) dan kepada 

banda!'-bandar yarg pada gilirannya kemudian dapat l]leningkatkan daya 

belinya. 

Tujuan yang ingin di capai dart pelaksanaan prngrnm Sigap Cipta · 

kegiatan pembentukan p!astna usaha pengolahan sampah plastik adalah 

menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal dart para 
pangangguran dan keluarga miskin dilokasi kegiatan berada. 

Berdasarkan data lapo!llll badan Perencaoaan daerah (Bappeda) Kola Bekasi 

bahwa sepanjang lahun 2003 hiogga lah\m 2007, IPM Kola Bekasi mengalami 

peningkatao yang cukup signiftkan yaitu antara 73.49 - 75.81 yang bcrarti tingkat 

ke~ahteraan masyarakat Kota Bekasi secara umwn tergnlong menengah ke atas 
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(berdasarkan klasifikasi !PM, UNDP, angka !PM 65-80 tergolong kedalam 

kesejahteraan menengah ke atas). 

Tingginya nilai IPM Kota Bekasi ini tidak terlepas dari pengaruh salah satu 

Komponen utama pernbentuk !PM yaitu kornponen berpengetabuan (knowledgeable) 

yang direpresentasikan oleh Indeks Pendidikan (90.11) seperti angka melek huruf 

(AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang rnernberikan kontribusi besar begi 

pencapaian !PM Kota Bekasi yoog dibarapkan. Hal ini berbending terbelik dengan 

kemarnpUlli! daya beli masyarakatnya yang rnasih sangat rendah (62.34), belum terlihat 

adanya kenaikan Indeks Daya Bell. Di lain pihak perguliran Dana PPK !PM baru 

meluncur ahir tahutt 2007, kalupun berdampak pada indeks Daya Beli helum terlihat 

daya ungkitnya. 

Pembangunan masyarakat yang seca.ra teknis diukur dengan IPM, mernang tidak 

semudah membalikan tangan, karena terkB.it _ dengan faktor yang melekat dengan 

karakter manusia yang sangat beragam. Oleh karenanya disamping memerlukan dana, 

sarana dan prasarana juga yang paiing penting adaJah konsistensi menjalankan program. 

Hal inilah yang menjadikarj pentingnya penerapan prognun yang bertujaun untlli<: 

meningkatkan kesejahteraan manusia melalui prognun Peadanaan Kompetisi Indeks 

Pembengnnnn Mrumsia (PPK-IPM). 
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4.4. llasil Data Penelifutn 

Hasil penetitian yang lruat dihasilkan dari serangkaisn pro5os penelitian yang 

harus memenuhi kaidah penelitian yang baku. Pro5es utama dalam penariksn 

kesimpu1an basil anaHsis data yang umum terdapat daJam penelitian terbagi menjndi 

tiga tahapan; tahap pertama adalah uji validitas item dsn reliahilitas instTUment 

penelitian, tahap kedua adalah analisis data penelitian, dsn ysng ketiga adalah penarikan 

kosimpulan. Dua tahap pertama disajiksn dalam bah ini, sementara satu tahaP terakbir 

dis.ajikan dalam bah lima. 

Tahap pertama sebalum dilakuksn dilakukan analisis data tentang Evaluasi 

lmplementasi Program PPK lPM adalah melakukan_ uji validitas item dan re!iabilitas 

instrwnen. Kedua uji ini di:maksudksn untuk melihat seberapa valid item pertanyann 

yang mencenninkan variabel penetitian. Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahul k.eterandalan instrumen pengumpul data.. Hasil uji validitas terangkum 

dalam tabal berikut 

Tabel4.8 
HasH Uji Validitas dan Reliabilitas 

No 
Uji Validitas 

Aspek I rem R R Keterangan 
Item 

hi tung label 
Adanya Penyampaian , 
informasi seeara berkala olah 

1 atasan tentang metode .2712 0,235 Valid 
pelaksanaan program PPK 
IPM 

Pola. 
Pimpinan menjelaskan 

KomunlkaSi 
pelaksanaan yang barkaitan 

2 denganpeketiaan;pekegaan .4090 0,235 Valid 
program dengan baik dsn 
jelas 
Guna kesusksosan 

3 penyelanggaraan program, .5231 0,235 Valid 
diperlukan adanyan Surat 
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Keputusan sebagai legalitas 
belierja 
Substansi dan peraturan 

4 
tentang kewenangan bekerja 

.3561 0,235 Valid 
telah membantu dalam 
implementasi program 
Keberhasilan program juga 

5 karena melibatkan partispasi .2999 0,235 . Valid 
masyarakat 
Program yang telah 

6 
dilaksanalcan membarikan 

.4271 0,235 Valid 
roang besar bagl keteriibatan 
masy8rakat 
Pentingnya koordinasi antar 

7 petuga$ 9a1am implementasi .5243 0,235 Valid 
program di lapangan 
Koordinasi antar petugas 
pelak.sana program PPK IPM 

8 
antara kegiatan di bidang 

.3603 0,235 Valid 
pendidiklm, kasehatan d"!l 
daya bell berjalan sesuai 
d~g.an semestinya. 
Da!am pendistribusian, 

9 
anggarnn pelaksanaan 

.4723 0,235 Valid 
program tersedia sesuai 

Sumber 
jadwal yang telah ditentukan 
Pencairan an!!llllfllJ+lelab 

Day a 
10 sesuai dengan alokasi yang .2369 0,235 Valid 

telah ditentukan 

. Pelaksana mendapatkan honor 
l1 yang mencukupi dalarn .2898 0,235 Valld 

melaksanalcan kegiatan 
Penyediaan peralalan 

12 
penunjang pelaksanaan re!ab 

.3269 0,235 Valid . terpenuhi un~k mendukUng 
kasukeesan program 
Penyediaan peralatan sesuai 

13 
dengan tenggat waklu yang 

.6679 0,235 . Valid 
diberikan sehingga tidak 
mengganggu kelanca:ran 
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pelaksanaan program 

Dalam implementasinya, 
kesuksesan program PPK 

14 !PM didukungjuga oleh .3275 0,235 Valid 
kesepahrunan semua unit 
pelaksana 
Tim pelaksana sesuai dengan 

15 . bidang yang dibutuhkan .3749 0,235 Valid 
daiain keberhasilan program 

Silmp Perekrut.n dilakukan h!lllya 

16 
Pelaksaoa dengan mengacli untuk 

.2376 0,235 Valid 
mengisi kekosongan kegiatan 
di dinas terkait 
Til!l pelaksana bekerja penuh 

17 untuk program yang .4395 0,235 Valid 
dilaksanakan 
Honor yang diberikan sesuai 

18 dengan kinerja dan tanggung .6647 0,235 Valid 
jawah yang dilakukan 
Keberhasi!an program 
didulcung oleh kemudahan 

19 pelakeana dalam mendapatkan .6968 0,235 Valid 
pelayanan dari instansi 

Birokrasi kepemerintahan 
Dalam pelakeanaannya, sefiap 

20 
orang telah memiliki tugas 

.3869 0,235 Valid 
dan wewenang secara jelas 
dan tegas 

Dari basil uji validitas instrumen seperti disajikan puda label di atas terlihat 

bahwa dari 43 item yang diujikan terdapat 20 item valid. Hal ini terlihat dari nilai r 

hitung dari masing-masing item va1id tersebut > r tabel, Adapun ni1ai r tabel didapat 

dariN • 2=72-2 =70 dengan tingkat signifikansi 5 %adalah sebesar 0,235.ltem·item 

yang tidak valid tersebut tidak disertakan dalam analisis hasi1 penelitian. · 

Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen penelitian in£ 

memiliki keandalan yang tinggi, terlihat dari nilai alpha crunbach 0,8909. Berdasar 
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basil uji validitas dan retiabiiitas tersebu~ maka instrumen untuk mengukur Evaluasai 

PPK !PM ini dinyatakan valid dan andal. 

4.4.1. Gamba ran Umum J.U~lemeutasi Program PPK_IPM 

Program Pendanaan Kompetisi dan Al<selerasi Menuju Peningkatan Indel<s 

Pembangunon Monusia (PPK !PM) Tahun 2007 di Kola Bekasi meliputi 3 (tiga) bidang. 

Ketiga bidang tersebut adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang 

pengingkatan daya beJi masyarakat. Dari setiap: bidang diambil sejumJah sampel yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini. Gwnbaran umum responden dari setiap 

bidang disajikan dalam Tabel IV.2 beriku~ 

Bidang 
Kegiatan 

Total 

Tabel4.9 
Gambaran Umum Res{ionden 

Jenis Kelamin 

iLaJ<i-Iald Perempuan 
Bidang Count 21 12 
Pendidikan %within Bidang 

Kegiatan 63.6% 36.4% 

Bidang Count 14 7 
Kesehalan % within Bidang 

Keglalan 66.7"/o 33.3% 

BidangDaya Count 13 5 
Beli % within Bidang 

Keglatan 72.2% 27.8% 

Count 48 24 
%within Bidang 66.7% 33.3% Kegiatan 

Total 

33 

100.0'¥. 

21 

100.0% 

18 

100.0% 

72 

100.0% 

Berdasarkan tabe1 di atas dikelahui bahwa jumlah responden keselurahan 

berJumlah 72 orang terdiri dari 48 orang responden laki-lald dan 24 orang responden 

perempuan. Sementara berdasarkan bidang kegiatan terdapat 33 orang respondfm 

menangani bidang pendidikan, 21 orang responden menangani bidang kesehatan, dan 18 

orang responden l)'lenangani bidang peningketan daya beli masyatakat. 
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Aspek-aspek program yang dievaluasi dalam penelitian ini mencakup empat hal, 

yaitu aspek pola komunikasi, aspek sumber daya program, aspek sikap pelaksana, dan 

aspek birokrasi. Analisis data didasarkan pada data yang berhasil diperoleh dengan cara 

menyebar k:uesioner kepada setiap pelak:sana Program Pendanaan Kompetisi dan 

Akselerasi Menuju Peningkatan lndeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Tahun 2007 

di Kota Bekasiterkait keempat aspek tersebut. 

Selain itu, analisis data juga dilengkapi dengan berbagai jawaban yang berhasil 

dihimpun melalui wawancam dengan beberapa pelaksana dari masing-masing bidang 

program. 

A. Pola Komunikasi 

Hal terpenting bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah bahwa 

pelaksana kebljakan mengetabui ape yang harus dilakukan. Sebelum dilaksanakan, 

keput~~San-keputusan kebijakan dan perintab-perintab horus diteruskan kepeda personel 

yang tepat. Oleh karena itu, lromunikasi yang digunakan harus akurat dan harus 

dimengerti dengan cermat oleh pera pelaksana. Perlu adanya petunjuk peluksanaan yang · 

jelas agar suatu kebijakan dapat dipahami sehingga untuk selanjutnya kebijakan itu 

dapa.t diimplem,entasikan sebagaimana mestinya. Selain itu frekuensi pertemuan untuk 

sosialisasi dan evaluasai program juga tidak l«dah penting untuk diperhatikan. 

Berikut ini disajikan hasU jawaban-jawaban responden mengenai pola 

komunikasi yang dibangun Pemerintab Kola Bekasi terkait Program Pendanaan 

Kompetisi dan Akselerasi Menuju -Penlngkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK 

IPM) Tahun2007; 
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Tabel4.10. 

Frekoensi Pe1aksanaan Rapat Atau Penyuluhau 

Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program PPK IPM 

Frequency Percent 

1 kali dalam satu bulan 34 47.2 

2 kali dalam saru bulan 14 19.4 

Tidak tentu 13 18.1 

TidakJawab 11 15.3 

Total 72 100.0 

Berdasar data di atas dapat dije12;Skan bahwa :frekuensi pertemuan ~tuk 

pe1aksanaan rapat atau penyu1uban mengenai petunjllk pe1aksanaan Program PPK IPM 

diakui banyak responden (47.2%), yang kesemuanya pelaksana lapangan, hanya 

dilakukan sebanyak satu kali dalam satu bulan. 

Adanya perbedaan dalam menjawab karena proses pertemuan yang membahas 

tentang program dilakaanakan ·berdasarkan masing-!l)aSing bidang. Dengan demik.ian, 

proses rapat yang dj~an di bidang peri.didikan memi!iki intensitas pertemuan 

yang berbeda dengan bidang keseha!aa dan bidang daya beli. 

Tabel4.ll. 

Penyarnpaian Materi (blam Pertemuan 

Frequency Percent 

Pembuat kebijakan langsung 26 36.1 

Se1alu diwak.ilkan 20 27.8 

Pejabat siapa pun 11 15.3 

Lainnya 4 5.6 

TidakJawab .11 !5.3 

Total 72 100.0 

Berkaitan dengan mated pelaksanaan program yang harus dijalankan oleh 

pe!aksana lapangan, sebagian besar responden (36.1%) berpendapat behwa mated 
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dlsampaikan secaralangsung o!eh pembuat kebijakan. Dari data ini, mnkakomungkioan 

teJjadinya kesalabpahaman mengenai pelaksanaan Program PPK !PM sanga kecil 

se~li, sebab materi disampaikan langsung oleh pembuat kebijakan program. 

Pelak.sanaan program yang juga dimonitori oleh pemerintah propinsi menjadi 

a!asan bagi pembuat kebijakan. unrak dapa! terjun langsung menjelaskan implementasi 

program. Hal ini karena program PPK !PM didanai oleh pemerintah propinsi dengan 

bantuan tambaban dana dari pemerintab daernh. Dengan demikian, pembuat kebijakan 

merasa perlu untuk turon langsung menyampaikan program tersebut agar proses 

implementasi sesuai dengan target yang diharapnkan. 

Tabel4.12. 

Materi Pertemuan Disampaikan Secara 

Frequency Percent 

Umum 23 31.9 

Rinci 37 51.4 

TidakJawab 12 16.7 

Total 72 100.0 

Selain lamanya waktu pertemuan )'aUg cukup panjang, materi program )'aUg 

dlsampaikan juga mengindikasikan basil )'aUg baik bagi pemabaman setiap petugas 

peJaksanalapangan. Berdasarkan data pada tabe1 di atas, dinkai oleh mayorltas (51.4%) 

responden babwa mater! pertemuan mengenai petunjuk pelaksanaan program PPK !PM 

disampaikan secara rinci oleh pembuat kebijakan pada setiap kali pertemuan. · 

Sedangkan hanya 31 % (23 responden) yang menyatakan bahwa materi disampaikan 

secara umum. 
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Tabel4.l3. 

Frekuensi Pejam.t Tingkat Atas Turuo Ke Lapangan -

Frequency Percent 

1 kllli da!am satu bulan 22 30.0 

2 kllli da!am satu bulan 12 16.7 

Tidaktentu 23 31.9 

l.ainnya I 1.4 

TidakJawab 14 19.4 

Total n 100.0 

Sementara itu, berkaitan dengan partisipasi pejabat tirigkllt alliS dalam 

melaksanakan pemantauan di lapangan, sebaginn bes8r respenden menyataklln babwa 

para pejabat tersbut tidak tentu (31.9%) melakukan kllnjnngan ke lilpangan babklln tidak 

sedikit juga yang menyataklln hanya satU kali dalam satu bulan (30.6%). Hal ini bisa 

berakiba.t pada knreng laneamya komunikllsi antara pelaksana lapangan dengan 

pengambil keputusan yang bekepentingan dengan .program PPK IPM ini. Dan yang 

dirugikan nantinya bukan saja Pemerintab Kota Bekllsi, n!llllun yang utama adalalt 

masyarakat sasa!an program tersebut. 

Selain tidak tentu dan jarengya pejabat tingkat alas terkait progr!llll PPK lPM 

untuk ttirun ke lapangan, hat ini juga -didukung dengan minimnya frekuensi untuk 

melakakan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan lapangan. Sebagian bes8r (34.7%) 

respenden menyataklln baltwa evaluasi prngr!llll dilakukan hanya slitu kali datam satu 

bulan. 

Tabel4.14. 

Mengenai program PPK lPM inl, warga masyarakat 

Frequency Percent 

Masih ban yak yang belum mengetalmi 18 25.0 

Sebagian besar sudBh men,getahui program tni 7 9.7 

Hanya masyllnlkat yang terlibat dalam program yang mengetehui 36' 50.0 

Tidak Ja\\-ab II 15.3 

To<sl 72 100.0 
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Dalam implemen>asi program yang ditujukan ukepada masyarakat, maka 

pengetahuan masya.rakat tentang program ini menjadi hal yang penting. Dari prespektlf 

pelaksana, dapat digambarkan sebagian besar respenden menyatakan bahwa hanya 

masyarakat yang menjadi sasaran program ini saja yang mengetabui program PPK IPM 

(50'!.) sementara banyakjuga yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui program ini (25%). 

Tingkat masyarakat yang hanya teriibat saja dalam program karena memang 

dalam desain yang dilakukan program ini telah -dlrencanakan hanya menjangkau 

masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan harapan masyarakat yang menjadi 

saasaran program dapat menjadi media untuk menyampaikan kepada masyarakat yang 

dianggap perlu dilibatkan dalam program ini. 

Tabel4.15. 

Pelaksanaan Program Melibatkan Pariisipast Masyarakat 

Frequency Percent 

Valid keterlibatan aktlf'mulai perumusan, implementasi bingga 
14 19.4 evaluasi -

masyarakat banya dilibalkan ketika merumuakan program 3 4.2 
masyarakut banya dilibatkan ketika implementasi program 42 58.3 
TidakJawab 13 18.1 
Total 72 !00.0 

Dalaru hal apakah, kemudian masyarakat dilibalkan dalam menyukaseskan 

program PPK !PM ini? Sebagian besar (58.3%) responden menjawab bnhwa masyarakat . 

dilibalkan hanya sebalas pada saat implementasi program. Hanya sebagian keeil yang 

menyatakan melibatkan masyarakat mulai dari perumusan, implemen>asi, hingga 

evaluasi. 

Proses ~isipasi masy~t merupakan eita-clta penciptaaan good governance_ 

di Indonesia. Dengan adanya partispasi masyarakat maku proses pembualan kebijakan 

memang didesain untuk teroiptanya kesejahteroan masyarakat. Dengan demikian proses 

Pembangunan untuk peningkalan kesejahteraan rnasyarakat tidak secara pragmatis 
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diserahkan kepada para perencana dan decision makers, juga tidak secara ideotogis 

ditentukan o1eh suatu sistem ide-ide ciptaan sementata orang, melainkan dipertanggung 

jawablian pada nilai-nilai dasar masyarakat yang bersangkulan. Dalam arti baik 

tidaknya suatu altematif terganrung dati sesuai tidaknya dengan nilai-nilai dasar 

masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai itu hams dikemukaknn dengan terbuka. 

Fakta babwa suatu pembanganan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat itu aknn kelihalan 

dalam tingkat persetujuan rnasyarnkat terhadapnya (Suseno, 2001:69). Dengan 

demikian, dati praspektif di atas, rnaka pola partispasi masyarakat yang hanya 

di1ibatkan dalam proses implementasi saja, belum sesuai dengan asag..asas partipasi. 

B. Sumber Daya 

Selain pola komunlkasi, aspek lain yang juga sangat penting dalam kesuksesan 

sebuab program adalah suriiber rlaJ£4 balk berupa- dana maupun sarana penunjang. 

Berikut ini dfsajik:an tabel--tabel basil penghitungan data isian responden rnengenai 

sumber daya yang tersedia dalam program PPK IPM di Kota Bekasi tahun 2007. 

Tabel4.16. 

'fahapan Pengueurau. Da:oa Pelaksanaan Kegiatim 

Frequency· Percent 

Satu tahap 5 6.9 

Dua tahap 36 50.0 

Lebih dati 2 tahap 9 12.5 

Tidak tentu 7 9.7 

TidakJawab 15 20.8 

Total · 72 100.0 

Menurut sebagian besar responden (SO"A.), dana yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan program PPK !PM ini dikueurkan oleh pemerintah kota dalam dua tahapan 

dan hanya sebagian kecil yang' rnenyebutkan bahwa dana kegiatan dik:ucurkan dalam 

labih dati tahap {12.2%) dan dalam satu tabap {6.9%). Namun respt>nden tidak 

menyebutkan rentang waklu pencairan dana dati satu tahap ke tahap yang lain. 
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Tabel4.17. 

Aoggaran Dana Yang Dialokasikan Untuk Kegiatan 

Frequency Peroent 

Mencukupi 22 30.6 

Kurang inencukupi 37 51.4 

TidakJawab 13 18.1 

Total 72 100.0 

Jawaban mengejutkan diberikan ol.eh responden kctika ditanya mengenai 

kecukupan dana peiaksanaan program. Mayorltas petugas peiaksana lapangan (51.4%) 

menyatakan bahwa dana yang dialokasikan kurang mencukupi demi suksesnya program 

PPKIPMini. 

Tabel4.18. 

Honor Bagi Pelaksana Lapaogan 

Frequency Percent 

Memuaskan 28 38.9 

Sangat memuas~ 3 4.2 

Kurang memuaskan 29 40.3 

Tidakiawab 12 16.7 

Toial 72 100.0 

Meaki mereka menyatakan bahwa dana yang diaoggarkan kurang mencukupi, 

sebagian besar responden menyatakan bahwa honor yang mereka terima lebih dari 

cukup. 38.90/o responden,menyatakan honor yang mereka memuaskan, bahkan ada yang 

menyatakan sangat memuaskan (4.2%). Namun tidak sedikit pula yang menyataklm 

bahwa honor yang mereka terima kurang memut!Skan (40.3%). 
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Tabel4.19. 

Sarana Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan PrograM · 

Frequency Percent 

Sesuai Dengan Standar Yang Dibutuhkan 41 56.9 

tidak sesuai dengan standar 19 26.4 

Tidak Jawab . 12 . 16.7 

Total ' n JQO.O 

Kemudian bagaimana dengan sanina yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi 

untuk menunjaO.g ldnerja petugas pelaksana demi suksesnya program PPK IPM" ini? 

Mayoritas petugas pelaksana lapangan (56.9%) menyatakan bahwa peralatan yaag 

disediakan sudah memenuh~ standar untuk membuat program ini berlangSLmg dengan 

sukses. 

'-. ..... ~=. 

' Tabe14.20. 
'... "<'·-

Standar Kunlifikasi Dan K~alitas Perala tan Pelaksanaan Program 

Frequency Percent 

--Mernenuhl syarat 42 58.3 

Kurang memenuhi syilrn.t 16 22.2 

TidakJawab 14 19.4 

Tolal n 100.0 

Jawaban r~sponden . berkenaan dengan kualiflkasi dan kualitas sarana yang 

disediakan Pemerinfah Kota Bekasi sejalan dengan pertanyaan mengenai sarana yang 

disediakan. Mayoritas responden (58.3%) 11\enyatakan bahwa kualiftkasi dan kualitas 

sa!llna yang disediakan sangat memenuhl syarat untak kesuksesnn program PPI< !PM. 
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Tabel4.21 

Ketika Sarana Pendukung Program Mengalam.i Gaogguan Atau Kerusakan, 

Penggaotian Peralatao DilakukBn 

Frequency Percent 

Cepat 10 13.9 

Lambat 42 58.3 

Patungan biaya petugas pelaksana 5 6.9 

TidakJawab 15 20.8 

Total 72 100.0 

Meski kualitas dan kualitikasi sarana yang disediakan Pemerintah Kota Belrusi 

untuk pelaksanaan program ini terbilang memuaskan. namun mayoritas responden 

(58.3%) juga mengeluhkan mengenai lambatnya penggantian sarana yang mengalami: 

gangguan atau kerusakan. 

Tabel4.22. 

Materi Pelatihan yang Diberika.o Kepada Petugas Lapangan 

Frequency Percent 

Sesuai dengan tugas kerja 40 55.6 

Kurang sesuai dengan tugas kerja 16 22.2 

TidakJawab 16 22.2 

Total 72 100.0 

Pada bagian penjelasan mengenai pola komunikasi sudah dijabarkan mengenai 

frekuensi serta lamanya pertemuan sosialisasi progrnm PPK !PM. Pada tabel di atas 

dijabarkan basil jawaban responden mengenai kesesuaian materi yang diberikan pada 

saat pelatihan dengan tugas · kelja yang dilaksanakannya di lapangan. Hasilnya, 

mayoritas responden (55.6%) menyatakan bahwa ape yang mereku terima selama masa 

pelatihan dan sosialisasi sesuai dengan tugas kerja meraka di lapangan. 
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Tabel4.23. 

Waktu dan Fre.kuensi Pelatihan Materi untukPetugas Lapangan 

Frequency Percent 

'Mencukupi 32 44A 

Kurang mencukupi 28 38.9 

TidakJawah !2 16.7 

Total n 100.0 . Meski mayoritas responden rnenJawab sesuat antara apa yang 'mereka terima 

pada saat mereka mengikuti pelatihan denga.n tugas kerja mereka. namun jav.raban 

mereka atas pertanyaan waktu yang dibutuhkan untuk pendalaman mated saat pelatihan 

hampir berimbang, 44,4% re.sponden menyatakan bahwa waktu dan ftekuensi pelatihan 

materi sebelum terjun ke lapangan diras!'i sudah mencukupi namun 38.9o/~ responden 

juga ro~nganggap bahwa waktu dan frekuensi pelatihan ku~g memadai. 

C. Sikap Pelaksana 

Dalarn menu.njang kesuksesan sebuah·program kerja pemerintahan, sikap para 

pelaksana program juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Sikap profesionalisme 

para petugas pelakaana tentu memberikan basil· kine~ a yang jauh lebih baik. Namun 

sikap profeisionalisme ini juga hams didukung dengan iml:ialan-imbalan yang scsuai 

dengan basil kerja mereka Hal-hal yang teri<ait dengas sikap pelaksana ini peneliti 

tanyakan kepada responden, yang semuanya merupakan petugas pelaksana lapangan. .. 
Jawaban merekadisajikan dalam label-label herikut ini. 

Tabel4.24. 

Perekrutau Petugas Lapangan Dati Lainnya Sesuai Deugau 

Frequency Percent 

Kemarnpuan dan keahlian di bidangnya 45 62.5 

Kadakatan dengan pejabat atau pegawai pemerintaben 13 18.1 

Hanya untuk mengisi kek9songan lowongan pekeJjaan 3 4.2 

Tidak Jawub ll 15.3 

Total n 100.0 
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Manurut mayoritas responden (62.5%), perekrutan petugas palaksanalapangan 

da1am program PPK IPM ini memang didasarkan atas kemampuan dan keahlian mereka 

pada bidang kerja mereka masing~ma.sing. Ha1 ini menihilkan anggapan yang selama ini 

beredar bahwa petugas yang berkaitan dengan program pamerintah selalu hanya 

melibatkan orang dekat pejabat dan pegawai pemerintahan tanpa melihat kemampuan 

dan keahlian mereka. Hal fni tellhat dari sedikitnya responden (18.1%) yang · 

menyatakan bahwa dengan pejabat atau pegawai pemerintahan yang bisa membuat 

mereka menjadi petugas pa!aksana lapangan. 

Tabel4.25 

Petugas Pelaksana Lap.angau Menerima Insentif 

Frequency Percent 
Hanya gaji yang sesuai dengan tug as kerja & bidang keahlian 29 40.3 
Diberikan bonus tambahan sesuai dengan ketekunan kinerja 

21 29.2 
merek:a 
Hanya diberikan setiap perkegiaian program 9 12.5 
TidakJawab 13 . 18.1 

To !a! 72 100.0 

Dengan tanggung jawah yang "begitu besar serta sebagian basar petugas yang 

bekerja penull waktu pada program ini, berapa besar imbalan yang mereka terirna 

dengan menjadi petugas palaksana lapangan pada program ini? Sebegian besar 

responden (40.3%) rnenyatakan bahwa meraka diberi gaji yang sesuai dengan tugas 

kerja dan bidang keah!iari mereka. Narnun tidak sedikit (29.2%) juga yang menyatakan 

babwa mereka mendapat bonus tambahan ~suai den~an kinerja mereka. 
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Tabel4.26 

Honorlgajl yang Dlberikan 

. Frequency Pen:ent 

telah sesuai dengan kualitas peketjaan 27 37.5 

tldak sesuai dengan tingkat kesul!tan program 26 36.1 

kecil, tapl diberj keleluaslian untuk mencari sumber lain s 6.9 

TldakJawab 14 19.4 

Total 72 100.0 

Jawaban yang diberikan responden seperti dije!askan pada penjelasan di atas 

sesuai dengan jawaban yang mereka: berikan mengenai seberapa sesuai gajilhonor yang 

meraka terima. Sebeglan besar responden (37.5%) menyatakan gajl yang meraka terima 

sesual dengan knalitas pakerjaan yang mereka lakukan. Sementara tldak sedikit pula 

(36.1%) yang menyatakan babwa gajl yang meraka depat dari rnelaksanalcim ke!ja 

sebegal petugas pelaksana lapangan pada program In! tldak sesuai dengan tingkat 

kesulitan dan tanggung jawab yang mereka emban. 

Tabel4.27. 

Pclaoggaran Kinerja Yang Dilakukan Oleb Petugas Pelaksana Lapangan 

. Frequency Percent 

Tidak ditlndak sebegairnana mestinya tst 20.8 

Dltindak sesual dengan tingkat pelangganm yang dilakukan 35 48.6 

Hakuman yang diberikan sarna untuk semua tingkat pelangganm 3 4.2 

TldakJawab 19 26.4 

Total 72 100.0 

Sifat profeslonalisme juga dltuojukkan oleh Pemerlntah Kota Bekasl selaku 

pemllik program PPK !PM in!. Menurut sebagian besar responden (48.6%) mereka 

mendapat hukuman yang setimpal jlka melakukan pelanggaran kine!ja dan hukuman 

yang dijatuhkan setimpel dengan pelllnggaran yang mereka lakukan. Hal ini juga 
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menihilkan anggapan bahwa pekerja yang melaksanak:an program kerja pemerintahan 

dapat bekerja semaunya tanpa adanya hukuman jika me!akukan palailggaran. 

D. Birokrasi 

Aspak terpenting lain dari kesuksesan program PPK IPM di Kota Bekasi ada!ah 

. birokrnsi. Dari aspak ini panulis ingin meliltat apakah sistem birokrnsi terkait program 

PPK !PM ini diberlakukan kep,;da para petugas lapangan sama dengan sistem birokrnsi 

pada umumnya. Berikut ini adalah respon jawaban dari para petugas pelaksana lapangan 

rnengenaiha[~but 

1'abe!4.Z8. 
Pelayalian Dirol<rasi Petugas Pelaksana Lapangan 

• • rogram T rkail P PPK !PM 
Frequency Percent 

Diperlakukan sama dengan warga lain 2& 38.9 
Sulit mendapatkan palayanan yang cepat 16 22.2 
Mendapatkan palayanan yang beaheda untuk memparmudab 

II 15.3 
jalannnya program 

too~ Tidak1awab I 
Totlll 72 

Menurut sebagian besar (38.9%) petugas pe!aksana !apangan program PPK !PM, 

mereka· diperiakukan sama pada saat berurusan dengan birokrasi untuk keperluan 

pelaksanaan program l'l'K lFM ini. Hanya sebagian kecll (15.3%) yang menyafllkan 

. babwa mereka mendapat p<i•yanan yang berbeda demi memparmudab ja!anuya 

program. 

Dad jawaban responden di atas bisa dimengerti, mengapa mereka selalu 

menga!arni keterlarnbntan penyediaan peralatan sarana penunjang pada saat peralatan · 

yang ada rusak atau mengalarni gangguan. (lihat penje!asan Tabel IV .18) 
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Tabel 4.29. 

Dalam Urusan yang Terkait Dengan Adnlinistrasi Pemerintahan 

Frequency Percent 

Para pejabat tingkat atas memberikanjaminan kemudahan 31 43.1 

Tidak memperdulikan urusan birokrasi 9 12.5 

Menyerahkan semua urusan birokrasi ke baw~annya. 12 16.7 

TidakJawab 20 27.8 

Total 72 100.0 

Jawaban yang berbeda dibecll<aa responden untuk birokrasi yang terkait dengan 

administrasi pemerintahan. Sebagian besar responden (43.1%) becpendapet bahwa para 

pejabat tingkat atas memberikan jaminan kemudahan ferkait dengan administrasi 

pemerintahan. 

Tabel4.30. 

Petunjuk Pelakasanaan (Juklak) Program PPK ll'M 

Frequency Percent 
Telab mengatur tugas daa program kelja 'masing-masing bagian 

26 36.1 
denganjelas 
Kurnngjelas tugas dan program kelja masing-masing bagian 

11 15.3 
dengan jelas 
Peraturanjelas, banya sulitdiimplementasjkan 15 20.8 
TidakJawab 20 .27.8 
Total 72 100.0 

Bagian terakhir birokrasi ini, seperti ·disajikan pada !abel di atas, seja1aa dengan . 

apa,yang pemab pada Tabel 4.13 yang menjelaskan mengenai rincian penyampaian 

materi. Pada bagian ini responden juga menyatakan bahwa Petunjuk Pelakasanan 

(Juklak) yang menjelasakan tugas kerja setiap petugas serta program kegiatan PPK !PM 

sebagian besar responden (36.1%) menyatakan babwa Juklak telab mengatur tugas dan 

program kerja masing-masing bagian dengan jelas dan mudah untuk diimplementasikan, 

Sementara sebagian kecil responden (15.3%) menganggap Juklak yang ada kurang 

memadai dalam menjelaskan tugas dan program kelja masing-masing bagian. Selain ilu, 
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ada sebagian responden (20.8%) yang menyatakan bahwa meski sudah sangat jelas 

niengatur tugas dan program lrerja program PPK !PM ini, namun apa yang dijelaskan 

dalam Juklak sangat suJit untuk diimplementasikan. 

4.4.2. Analisis lmplementasi Program Pendanaan Kompetisi dan Akselerasi 

Menuju Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK !PM) pada · 

Tingkat Pelaksana 

Pada bagian ini disajikan analisis mengenai aspek-aspek yang telah diukur dan 

dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya. Analisis ini disajikan dengan membandingkan 

data survei yang didapat dari kuesioner dengan basil pangukuran mengganakan Simla 

Likert dan wawancara yang peneliti lalrekan kepada beberapa orang responden. Jumlah 

respenden yang mengisi instrumen berbentuk Likert ini berjumlah sama dengan merelre · 

yang mengisi kuesioner. sementara mereka yang dipilih untuk wawancara ini adalnh 

sebesar 9 orang. Mereka terdiri dari; 

Tabel4.31. 
Jqmlah Sampel Wawancara 

Bidang Kegiatan Jumlah Jumlah Sampel Jumlah Sampel 
Populasi Dalam Penelitian Dalam · Wawancara 

Bidang Pendidikan 40 orang 33 responden 3 responden 

Bidang Kesehatan 30 orang 21 responden 3 responden 

Bidang Peninglretan Daya 
20 orang 18 responden 3 responden 

Beli 
Jumlah 90orang 72 ressponden 9 ri!sponden 
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A. Pola Komunikasi 

Berikut ini disajikan analisis sikap responden terhadap pola komunika.si yang 

dikembangkan Pemerinlllh Kola Bekasi terkait Program PPK IPM yang diadakan pada 

lllhun 2007. 

Tabd4.32 .• 
Penyampaian informasi seeara berkala oleh atasan tentang pelaksanaan program 

Frequency Percent Valid Percent 
Sangat Setu]u 12 30.6 30.6 
Setuju 47 65.3 65.3 
Tidak Setu]u 3 4.2 4.2 
Toll!! 72 100.0 100.0 

Berdasarkan hasil penghitungan yang disajikan pada !abel di atas dikelllhui 

bahwa mayoritas respondcn (65.3%) menyatakan bahwa Pemerinlllh Kota Bekasi telah 

menyampailain informasi secara bexkala mengenai metode pelaksanaan ProgriilDI ~K 

IPM. 30.6% juga menyatakan sangat setuju mengenai hal ini. 
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Tabel4.33. 
Pimpinan menjelaskan pelaksanaan yang berkaitan dengan pekerjaan~pekerjann 

program dengan baik dan jeJas 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuju 18 25.0 25.0 25.0 
Setuju 49 68.1 68.1 93.1 
Ra£!U-ral1.1l 2 2.8 2.8 95.8 
Tidak Setuiu 3 4.2 4.2 100.0 
To!al 72 100.0 100.0 

Sementara terkait dengan kejelasan informasi yang disampaikan terkait dengan 

program dan tugas kerja masing-masing petUgas pelaksana diketahui bahwa mayorltas 

responden menyatakiln bahwa apa yang disampaikan pad a saat sosialisasi program_ dan 

pelatihan sangat mudah merek.a pahami. Sebanyak 68.1% responden menyatakan setuju. 

dan 25% menyatakan sangat setuju bahwa mereka mudah memahaml apa yang 

disampaik.an oleh pejahat pembuat program. 

Tabel4.34 •. 

Gima kesusksesan peoyelanggarnan program, diperlukan adanyaJJ Surat 

Keputusan sebagai legalitas bekerja 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuju 14 19.4 19.4 19.4 
Setuju 41 56.9 56.9 76.4 
Ragu·ragu 7 9.7 9.1 86.1 
Tidak.Setuju 

. 10 13;9 13.9 100.0 
Tollll 72 100.0 100.0 

Hasil pengbitungan yang disajik.an pada tabel di atas dilrotahui bahwa mayoritas 

responden (56.9%) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasl te!ah menjamin 

legalitas bagi petugas pelaksana lapangan Program PPK ll'M dengon mengeluarkan SK 

penunjukkun. 
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Tabel4.35. 

Substansi dan peraturan tentang kewenangan bekcrja telah membantu dalam 

implemenfasi program 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuju 5 6.9 6.9 

I Setuju 52 72.2 72.2 . 
Ra,..ou-ragu 8 I 1.1 I 1.1 
Tidak Seruju 7 9.7 9.7 I 
Total 72 100.0 100.0 I 

Kejetasar.Subslanshfan l'efatumn Ten!IJ:ng Kewernmgan Ke!jl:i 

Selain legaliias yang dituangkan melalui SIC., substansi dan peraturan mengenai 

kewenangan kinerja para _petugas di lap~gan menjadi indikator penting bagi 

kesuksesan terlaksananya program PPK !PM tahun 2007 ini. 72.2% responden 

menyatakan kesetujuannya bahwa hal inijuga memberikan kejelasan bagi merka dalam 

menja1ankan pekerjaan meraka di lapangan. 

Tabel4.36. 
Keberhasilan program juga ka<ena melibatkan partlspas1 masyarakat 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sanlll!l Setuiu 19 26.4 26.4 26.4 
Setu"u 53 73.6 73.6 100.0 
Total 72 100.0 100.0 
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Terkait dengan keterlibatan masyarakat semua responden menyatakan 

kesetujuannya, 73.6% responden menyatakan setuju dan 26.4% menyatakan sangat 

setuju. Dengan demikian, bahwa persepsi pelaksana sangat merespon partipasi 

masyarakat. Apalagi partispasi. rna.<i)'ar:akat dalam sekarang mendapatkan porsi da!am 

proses poningkatan keS<jabteraan masyarakat. Dengan adanya pola partispasi 

masyaraka~ maka diharapkan segala program sesuai dengan yang dibutuhkan 

masyarnkat. 

Tabel4.37. 
Program yang telah dilaksanakan memberika.o ruarig besar bagi keterlibatan 

~ lvali~ 
4 

iml II IQ.Q 

JQQ, 
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Program Mem'beti Ruang BesarBag! Kelel1lbalml MMyamkat 

Hasil yang disajikan pada tabel di aros mengenai ruang yang luas yang diberikan 

kepada masyamkat untuk terlibat aktif dalam program PPK !PM ini juga disetujui oleh 

sebagian besar responden {43.1%) dalam memberikan kontribusi bagi suksesnya 

pelakaanaan program PPK !PM ini. 

B. Sumber Dnya 

Berjalannya sebuah prOgram tak akan sokses tanpa adanya sumber daya yang 

mem:adai. Skap p~ petugas pelaksana akan hai ini tergambarkan dari basil analisis data 

yang disajikan pada tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel4.38. 
Pentingnya koordinasi antar petugas dalam implementasi program di lapaugan 

Freauencv Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Saneat Setu"u 15 20.8 20.8 20.8 
Setuiu 53 73.6 73.6 94.4 
Tidak Setu· u 4 5.6 5.6 100.0 
Total n 100.0 100.0 

87 Unlver:sftas Indonesia 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



Hasil penghitungan seperti disajikan pada tabel di atas diketahui bahwa sebagian 

besar petugas yang dijadikan sampel penelitian (73.6%) setuju bahwa selruna 

melaksanakan tugas kerja pada program ini koordinasi antar petugas terlaksana dengan 

baik. 

Tabel4.39. 
Koordinasl antar petugas pelalrsona program I'PK IPM antara keglalan di bidang 

pendidikan, kesehatan dan daya beli berjalan sesuai dengan semestinya 

. 

Frequency Percent Valid Pen:ent Cumulative Percent 
Sangat Setuiu 4 5.6 5.6 5.6 
Sel:u"u 38 52.8 52.8 58.3 
Ragu-ragu .10 13.9 13.9 72.2 
Tidak Setuiu 20 27.8 27.8 100.0 
Total 72 IOO.O 100.0 

Masih terk:ait dengan koordinasi. sikap yang sama juga ditunjukkrut _terkait 

dengan koordinasi ant.ar bidang kegiatan. Sebagian besar responden (52.8%) 

menyatakan kesetujuan mereka bahwa koordinasi antar bidang kegiatan yang dijalanbn 

dalam program PPK !PM ini betjalan dengan baik. 

Tabel4,40. 

Dalam pendistribusian, anggaran peJaksanaan program tersedia sesuai jadwal 
yang telah ditcntukan 

Frequency· Percent . Valid Pereent Cumulative Pen:ent 
Setuju 9 12.5 . 12.5 . 56.9 

Ragu·ragu 17 23.6 23.6 80.6 

Tidllk Setuju 32 44.4 44.4 44.4 

Sangat Tidak Setuju 14 19.4 19.4 100 
' 

Total 12 100 100 . 

Kemudian bagaimana anggaran yang disediakan tersedia pada saat dibutubkl!n? 

Sebagian besar responden (44.4%) menyatakan bahwa anggaran yang disedillkan 
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Pemerintah Kola Bekasi turun tidak sesuai dengan jadwal yang ditetagkan. Bahkan 14 

respoaden (19 %) menyikapi dengan sangat tidak setuju bab.wa dana yang dituruakan 

sesuai denganjadwal. 

Tabel4.41. 
Pencairan anggaran telah sesuai dengan alokasi yaug telah ditentukau 

Freauencv Percent Valid Percent Cwnulative Percent 
San2at Setuiu 5 6.9 6.9 6.9 
Setuiu . 47 65.3 65.3 72.2 
Ra~ru-raliU · 10 13.9 13.9 86.1 
Tidak Setuiu 10 13.9 13.9 100.0 
Total 72 100.0 100.0 

Lalu apakah anggat'llll kegiatan Ielah sesuai dengan alokasi kebutuhan? Sebagian 

besar responden (65.3%) memiliki sikap setuju bahwa anggaran kegiatan sesuai dengan 

alokasi kebutuhan. 

Tabel4.42. 
Pelaksana mendapatkan honor yang mencukupi dalam me1aksanakau kegiatan 

Freauency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
s.nliat se!Uiu 1 1.4 1.4 1.4 
setiiill 32 44.4 44.4 45.8 
Rll.ru:iiimi 15 . 20.8 20.8 66.7 
Tidak Se!Uiu 21 29.2 29.2 95.8 
sal123t Tidak settliu 3 4.2 4.2 100.0 
Total 72 100.0 100.0 

Jika anggaran yang dialokasikan mencukupi nntuk kegiatan, apakah kemudian 

honor yang diterima pelak.sana juga mencukupi dan sesuai dengan tugas kerja yang 

mereka lakukan? Sebagian besar responden (44.4%) juga menyatakan setuju bahwa 

mereka mendapatkan honor yang Iayak. 

89 Universitas lndonesfa 

l 

I 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



Tabel4.43. 
Penyediaao peralatao penunjang pelaksanaan telah terpenubi untuk mendukung 

kesuksesan program 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuju 2 2.8 2.8 2.8 
Setuju 42 58.3 58.3 61.1 
Ragu-ragu 8 11.1 11.1 72.2 
Tidal< Setuju 18 25.0 25.0 97.2 
Sangat Tidak Setuju 2 2.8 2.8 100.0 
Total 72 100.0 100.0 

Anggaran yang mencukupi disikapi baik pula oleh responden berkenaan dengan 

penyediaan peralatan. Ban)>lk responden (58.3%) yang menyatakan keseijuan mereka 

bahwa peralatan yang disediakan untuk menunjang kegiatan sangat mencukupi. 

Tabel4.44 
Penyediaan peralatan sesuai deugan tenggat waktu yang diberikan sehingga tidak 

mengganggu kelanearao pelaksanaan program 

F~t Valid Percent CUmulative Percent 
Saru!at Setuiu . . 5.6 5.6 5.6 
Setuiu 30.6 30.6 36.1 
RaltU-raltU 12 16.7 16.7 52.8 
Tidak Setu'u 31 43.1 43.1 95.8 
Sangat Tidak Setuiu 3 4.2 4.2 100.0 
Total 72 100.0 100.0 

Meski peralatan kegiatan te1ah mencukupi untuk menunjang kegiamn, naun hal 

itli tidak seiring dengan ketepatan pcnyediaan peralatan pada wnktunya. Sebagian besar 

responden (43.1%) menyatakan bahwa waktu penyediaap peralatan sering mengalami 

ketidaklancarnn. 

C. Sikap Pelaksaoa 

Sikop pelaksana juga menjadi bagian penting terkait sukscsnya pelaksanann 

suatu kebijakan pemerintah. Betikut analisis data basil pengumpulan data mengenai 

aspek Sikap Pe1aksana dalam Program PPK IPMtahun ~007. 
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Tabel4.45. 
Dalam impleme~tasinya, kesuksesan p_rogram PPK IPM didukung juga oleb 

kesepabaman semua unit pelaksana 

Freouencv Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuiu 14 19.4 19.4 19.4 
Setuiu 54 75.0 75.0 94.4 
Ra~rn·ra•u 4 5.6 5.6 100.0 
Total 72 100.0 100.0 

Komunikasi yang jelas dan kontinyu yang dilakukan oleh pembuat kebijakan 

ternyata juga berimbas pada kesepahaman pada semua unit pelaksana. Sebagian besar 

responden (75%) m.enyatakan bahWa mereka setuju bahwa antar unit pelaksami telah 

mernahami masing tugas dan kinerja mereka. 

Tabel4.46 
Tim pelaksana sesuai deng3n bidang yang dibutubkan d.alam keberhasiJan 

program 

Freouencv PCrcent Valid Percent Cumulative Percent 
Sanrort Setuiu 8 11.1 11.1 11.1 
Setuiu 46 63.9 63.9 75.0 
Ra><U-"""' 9 12.5 12.5 87.5 
Tidak Setuiu 9 12.5 12.5 100.0 

· Total 72 100.0 100.0 

Profesionalitas juga menjadi perhittian penting. Sebagian besar tesponden 

(63.9%) menyetujui bahwa petugas pelaksana )'Ollg bekerja l"'da program Pemerintah 

Bekasi ini memiliki keah1ian sesuai dengan bidang kerja mereka masing·masing. 
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'l'abel 4.47 .• 
HOnor yang diberikan sesuai dengan kinerja dan taoggung jawab yang dilakukan 

Percent V a:Hd Percent Cumulative Percent 
13.9 13.9 13.9 
41.7 41.7 55.6 
2.8 2.8 58.3 

40.3 40.3 98.6 
1.4 1.4 100.0 

100.0 100.0 

Seiring dengan profesionalitos kinerja mereka, honor yang mereka pun 

memenuhi kriteria yang layak, Hal ini terlihat dari sikap sebagian besar resptinden 

(41.7%) dan (13.9%) yang menyatakan kesetujuan dan sangat setuju baltwa honor yang 

mereka terima sesuai dengan tugas dan kinerja mereka. 

D. Blrokrasl 

Selain ketiga aspek di atas, yang tak ka.lah penting juga adalah aspek birokrasi 

demi kelancaran jalannya program. Berikut ini disajikan hasH analisis tethadap 

tanggapan responden terhadap, kebijakan biro~si yang dikeluarkan oleh Pemedntah 

Kota Bekasi terkait Program PPK lPM tahun 2007. 

'l'abel4.48. 
Keberhasilan program didt~kung oleh kemudahao pelaksana dalam mendapatkao 

pclayanan d:ui iostaosi kepemerintahan 
. 

. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
I San&at Setuju II 15.3 15.3 15.3 
Setuju 34 47.2 47.2 62.5 

I Rogu-ragu 4 5.6 5.6 68.1 
'l'idak Sotuju 23 31.9 31.9 100.0 
Toial 72 100.0 100.0 

Berdasarkan basil penghitungan di atos diketahui bahwa pam petugas di 

lapangan mendapatkan kemudaltan pelayanan birokrasi dari Pemerintal! Kola Bekasi 
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dalam melaksa:nakan program kegiatan ini. Sebagian besar responden (47.2%) 

menyatakan kesetujuannya bahwa mereka mendapat kemudahan dari Pemerintah Kota 

Bekasi dalam mengurus hal~hal yang berkaitan dengan birokasi terkait program PPK 

IPMini. 

Tabel4.49. 

Petugas telah memiliki tugas dan Wewenang secara jelas dan tegas 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Sangat Setuju 6 8.3 8.3 8.3 
Setu'u 43 59.7 59.7 . 68.1 
Raou-raou 10 13.9 13.9 81.9 
Tidak Setuiu 13 18.1 18.1 100.0 
Toll!l 72 100.0 100.0 

Sementara berlcaitan dengan kejeiasan tugas dan wewenang masiog~masing 

petugas pelaksa:na lapangan, sebagian besar respenden (59.7"/o) menyatakan bahwa 

mereka memiliki tugas kerja yangjelas dan dapat merekajalankan tanpa tumpang tindih 

dengan tngas kerja petugas lainnya. 

4.4.3. Anallsis Perbandingan Data 

Pada bagian ini akan dlana!isis dengan membandingkan data yang didapat 

melalui kuesioner, skala sikap~ basil wawancara, dan peraturan perundang~undangan 

dan buku petunjuk pelaksanaan program PPK IPM. 

~ Pola Komunikasi 

Komunikasi sebagai salah satu fak"tor dalam pencapaian keberhasilan 

implementasi program melihat bagaimana para pelaku kebijakan mengetabui apa yang 

selwusnya mereka !akukan dengan infonnasi rnwpun kewenangan yang mereka emban 

(Edward, 1984 : 17). Oleh karena itu, arah kebijakan tidak hanya memperhatikan 

bagaimaua suatu kebijakan itu diterima tetapi bagaimana arah kebijakan itu diterima 
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dengan jelas ag!ilf tidak timbul suatu kebingungan di masing-masing tingkatan struktur 

implementator. 

Dalam kerangka opearasional penelitian, indikator pada aspek k:omunikasi 

meliputi: 

1. Kesamaan pemahaman oleh semua pelaks&.na 

2. Kejelasan informasi yang diberiklln kepada pelaksana 

Untuk menciptkan kesepahaman di tingkat pelaksana, maka langkah yang 

dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan yang secara berkala. bari tabel yang 

mertie1askan tent.ang frekuensi pertemuan tergambarkan babwa penyuluhan · tentang 

program responden memberikan jawahan 1 kali dalarn setiap bulan. Hal tersebut juga 

terungkap dalam sikap pelnkaana yang menyatakan adanya pertemuan berkala. Tentu 

saja adanya pertemuan tersebut merUadi indikator untuk menciptakan ke~aan 

pemahaman oleh Unit pelaksana. Bahkan untuk penyampaian materi dalam pertemuan 

tersebut, seringkali pembuat kebijakan langsung memberik:an informasi terkait program 

PPK !PM. Hal ini mengindikasiklln bahwa pemabaman pelakaana sangat dibutubkan 

untuk pelaksanWl program. 

Adariya kesru.naan pem~aman semua unit peJaksana juga didasari atas kejelsan 

informasi yang didapatkan. Pertemuan yang dilakukan secara berka1a dan juga 

seringnya membuat kebijakan memberikan arahan tentang efektifitas keberhasitan 

program membuat infol'IIUISi yang diberikan kepeda pelakaana sangatlah alrural Dan 

tentu sangat membaritu keberhasilan program, 

Dalam wawaneara dengan sa1ah satu responden menyatakan bahwa program ini 

buklln seperti program yang biasa kami lakskan. Karena sifatnya yang kompetitif; malru 

sebelum implementasi saja sering mengadakan Pertemuan. Pertemuan tersebut untuk 

merumtiskan program apa saja yang akan diajukan yang kemudian dijadikan proposal 

yang dilombakan di pemprov. Jawa Barat. Dengan demikian. tingkat pemah!U'fian semua 

unit pelaksana sudah memahami dati awal karena terlibat juga da1am merumuskan 

program tersebuL (wawaneara dengan Robel TP. Siagian, S.STP, M.Si Anggota 

Sekretariat program 5 juni 2009) 
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Dorongan kuat yang melandasi pentingnya komunikasi untuk keberhasilan 

program karena salah satu alasannya program ini sering dikunjungi dan dipantau oleh 

pemerintah propinsi. Hal tersebut untuk membuktikan keseriusan pemerintah Kota 

Bekasi da1am menggunakan dana kompetisi yang teiah digulirkan o1eb pemerintah 

propinsi Jawa Barat. 

Jik:a menga<:u pada indikator pola k:omunikasi yang disusun dalam kerangka 

operasional penelitian jni _terlihat bahwa k:edua incUlcator aspek ini, yang mencakup 

kesepahaman yang terbangun di semua lini dan kejelasan infonnasi yang disampaikan 

Ielah dipenuhi oleb Pemerintah K<lta Bekasi. Hal ini dapat dilihat dari respon yang 

dikemukakan oleh para petugas pelaks:ana lapangan. Frekuensi dan kualitas soslalisasi 

yang konsisten dan penyampaian infurmasi yang langsung dilakukan oleh pembuat 

kebijakan, kesemuanya membentuk kesepahaman yang baik akan program PPK !PM 

apak.ah antar petugas pelaksana dan antara petugas pelaksana lapangan dengan 

Pemerintah Kota Bekasi selaku pembuat kebijakan. 

B. Sumber Daya 

Implementasi suatu kebijakan hila tidak memiliki sumber daya yang cukup, 

maka implementasi tersebut tidak: akan menjadi efek:tif (ineffective). Dalam upaya 

melaksanakan program PPK IPM di Kota Bekasi tentunya dari sumber daya yang 

dimiliki rnemiliki peran yang signifikan, Sumber daya yang dimaksud di dalam 

implementasi program disini yakni. staff pelaksana atau sumher daya manusia, 'sarana 

dan prasanma (fil.silitas), serta anggaran. 

Adapun indikamr yang digunakan dalam variabel ini adalab : 

1. Kesesuaian kemampuan Aparat terhadap penoapian kebemasiian progrnm yang 

dilihat dari : 

a. Kesesuaianjumlah aparat yang dibutuhkan 

b. Tingkat pengetahuan dan kema:mpuan aparat terhadap tugas yang diemban. 

2. Kesesuaian sanma dan prasarnna yang diperlukan dengan yang dapat disediakan 

3. Kesesuaian penyediaan anggaran dengan yang dibutubkan. 
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Dalam me1aksanakan program, somber daya manusia menjadi hal yang penting 

diwujudkan. Mengutip pemikiran Stephen RCovey dalam The Seven Habits of Highly 

Effective People (1997:43-47) bahwa Manusia merupakan salah satu aset yang 

diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam organisasi yang efektit; karena 

manusiatah yang mengendalikan aset fisik dan keuangan dalam organisasi. Adapun 

Somber Daya manusia ini dilihat dad dua aspek yakni kuatitas dan kuantitasnya 

Sumber Daya Manusia yang menjalankan organisasi yang disebut sebagai aparat 

pelaksana merupakan bagian yang sangat penting dalam mensukseskan upaya 

rehabifitasi gelandangan dan pengemis. Maka dari itu, seteJah program didesain dan 

siap dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan menempatk:an orang~orang yang 

dianggap mampu untuk: keberhasilan program. Pemerintah Kota Bekasi teJah membuat 

satuan pelaksana yang langsnng di bawab tanggung walikota untuk rnendesain 

kebijakan dan menjalankan program, sedangkan di tingkat pelaksanan teknis masing

masing bidang telah merekomendasikan individu untuk terlibat dalam implernentasi 

pmgram. 

Ka.rena program yang dari desain awalnya tetah menentukan objek sasaran dan 

berasa[ dari pe:metaan rnasalah. Maka penunjukan individu yang dilibatkan dalam 

implementasi program sangat disesuaik.an untuk keberhasilan program. 

•• .. .Program ini merupclkan sinergi derrgan program-program di dinas terkait, 

tentunya dalam melakukan perekruttm pelaksana diserahktm ke masingw.masing dinas 

terkait (Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian. perdagangan dan 

Koperasi). Hal ini dilalcukan karena dinas terkait telah memlliki data base para 

irulividu yang dianggap mampu untuk melaksanakan program tersebur (wawancara

dengsn Sekretaris Satlak, 3 Mei 2009). 

Untuk meningkatkan pemahaman pelaks~a.. tentunya pelatiban dan sosialisasi 

. terkait program perlu dilaksanakan. Dengan demikian, tingkat pemahaman pelaksana.n 

menjadi ukuran atas pengetahuan dan kemampuan dalam implementasi program. Hal 

tersebut tergambarkan, dalam Tentang !llil!eri pelatihan yang dlberikan petugsa. Dengan 

jelas dalam tabel tersebut sebanyak 55.6 % responden yang menjadi pelaksana. 

meridapatkan ·mated yang sesuai dengan kebutuhan implementasi program. Babkan 
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untukmempennudah pelaksanaan di Japangan berdasarkan SK Watikota Bekasi nomor: 

400/KEP. SATLAK PPK IPM/VIll/2007 relah menerbitlam petunjuk pelksana di 

lapangan yang dijadikan pedoman dalam implementasi program yang secara jelas 

dipaparkan petunjuk teknis pelaksanaan di masing-masing bidang. 

Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasana merupakan salah 

satu !id<tor penting dahnn implementasi suatu program atau kebijakan (Edward. 1980), 

Hal tersebut makin menjadi penting ketika tuntutan dan kebutuhan masyarakat akari 

pelayanan birokrasi yang Tebih baik makin meningkat. Penyelenggaraan pelayanan 

publik maupun suatu pencapaian efekttfit~s program yang baik dapat ·dUibat mela:lui 

aspek fisik yang tersedia dan atau yang dapat diberikan, seperti fusilitas ruangan yang 

representatif, fusilitas pelayanan rnaupun pernbinaan serta perlengkapan yang 

berkualitas, serta berbagai fusilitas lainnya yang dibutubkan. 

Dalarn pelaksanaan prokrtun PPK !I'M di Kota bekas~ sarona yang menjadi 

penunjang tidak rnengalami kedala. Hal ini karemi keberadaan program merupalnm 

bagian dari kegiatan di dinas masing-masing. Dalam penyediaan sarana di bidang 

kasehatan, maka 31 puskesmas yang ada rnerupakan sarana yang cukup representalif 

untuk. keberhasiian program. Sedangkan untuk bldang pendidikan di unit~unit pelak:safia 

telah memiliki Unit Kegiatan Belajar Mengajar (UKBM) yang mcnjadi saran untuk 

rnelakanalnm program di bidang pendidikan. Untuk bidang daye bel~ rnemiliki keadaan 

yang berbeda. Pengembangan di bidang daya beli merupalnm program peningkatau 

usaha yang ditujukan untuk ·meningka.tknn kemampuan ekonomi masyarakat dan juga 

membuka lapangan usaha, perlu perhatian besar dalam pengadaan sarana tersebul. 

Ketetsediaan sanma tersebut tergambarkan dari pendapat responden yang 

menyalakan hahwa 56,9% (41 responden) sarana yang dibutuhkan sesuai dengan 

standar yang diinginkan. Dan hal itu juga disikapi positif da[am akala lilrerl yang 

diberikan kepada respnnden yang menyatakan hahwa 61% responden setuju bahwa 

penyediaan peralatan panunjang pelaksanaan telah terpenuhi untuk mendukung 

kasuskesan program. 
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Ketersediaan anggaran program dalam proses impl~mentasi merupakan hal yang 

dapat mernpengarohi penoopaian keberhasilan program. Program PPK !PM sebagai 

salah satu dari semngkaian program yang dilakukan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan manusia dalam penyediaan anggaraOnya pun harus dapat menunjang 

setiap kegiatan yang ditetapkan dalam program. 

Program ini merupJkan program kompetisi yang dilakukan oleb Pemerintah 

Propinsi Jawa Barat yang belWjuan· untuk memberikan stimulus dana kepada daetah 

yang mengajukan proposal dan dianggap layak untuk melakaanakan program PPK !PM 

di daeralmya. Berdasarl<an putusan Gubemur Jawa Barat Nomor 9001Kep.743-

Dalprog/2006 tentang Penetapan 6 Kabupaten/Kota yang berbak menerima dana 

Program Pendanaan Kompetisi AkseJerasi Peningkatan Indeks Pembanguna.n Manusia 

(PPK-!PM) Jawa B!irat Tahun Anggaran 2007-2008, maka Kola Bekasi mendapat dana 

dari pememrintah Propinsi Jawa barat sebesar Rp. 25 miliar. 

Dana yang dikelo!a langsung oleh satuan pelaksana di tingkat Kota Bekasi, · 

da!am imp!ementasinya disesuaikan dengan alokasi aaggaran yang telah ditentukan. 

Hanya saja, bila melibat oakupan program yang begitu besar, maka dana tersebut relatif 

minim untuk kesuksesan implementasi prokram. Hal tersebut tergambarkan seperti 

da!am tabel 5.10 yang menyatakan anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan 

51% responden menyatakan kurong mencukupi. 

Keterbatasan dana dalam program ini tentu saja sangat merugikan bagi 

keberbasilan program. Hal tersebul ditegaskan oleh Cardiman, SP, MP yang 

mengatakan u •• • huerbatasan dana sang at dirasakan dalam imp/ementasi prOgram Hal 

ini lwena program besar sedang dana yang dlberilrtm keel!. Malamya pe/aksana, 

sering mengqiukan ke pak walt~a?ta untuk mengajuktm dana tambahan dari AP BD 

&ta. Sebogai penanggung jawab dalam pelaksana di bidong dayo bell sayo sangat 

merasakan keterbatasan dana mengganggu program, Sebagai contoh pengembangan 

ikan hias me11fadi kendala dalam peogadaannya l;etika dana yang dialokasikan rmtuk 

pembelian bibit ikan, ternyola ketika dana cair afokasi tersebut sudah tidak relevan .•• ~>. 
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(wawanoara 3 Junl 2009). Gambal'llll tersebut menglndikasikan bahwa ketersediaan 

anggaran yang n1inim sangat menjadi kendaJa dalam keberhas:Han program. 

Se1ain kendala dalam pengadaan dana yang:min,im, dalam pencairannya juga 

mengalami kendaJa yang sangat bemrti. Keterlambatan pendanaan temyata berdampak 

luas kapada jadwal dan tahapan pelaksanaan, bahkan hingga kepada tingkat 

keparcayaan masyarakat terhadap pelakaana. 

Program yang mendapat bantuan pendanaan dari pernerintah propinsi dalam 

pencairrumya tidak berbentuk grant (hibah), tapi disesuaikan dengan tahapan 

petaksanaan. hanya saja, kendala birokrasi dalam pendanrum saogat mempengaruhi 

pencairan ters:ebut. pelaksanan program di Pemerintah Kota Bekasi setiap-membutuhkan 

anggaran mengajukan permohonan pencairan dana ke p_ropinsi untuk disetujui 

pencaira.nnya. Tentu saja ketika proses pennohorum pencairan dana, perlu ditakukan 

penyesuairut dan pemberian pemaharnan kepa<la pibek propinsi. Waktu yang begitu 

lama ditambah jarak wilayah yang jauh membuat proses pencairan tidak sesuai dengan 

harapan pelaksruta. 

Dengan seringnya keterlambatan dana, rnengakibatkan program PPK !PM yang 

se:mestinya ketika penelitian ini dilalrukan telah selesai. temyata mengikuti jadwal yang 

telah ditctapkan, Hal ini tergambar dari responden pada tabel tentang ketersesuain 

jadwal yang menyatakan bahlhll 44.4% responden menyikapi tidak setuju dengan 

anggaran progmm terdistribusi dengan haikdan tepat waktu. 

Dampak dari keterlllmbaian pencairan dana dari basil wawancara ditemukan 

hahwa tingkat kepercayaan masyarakat menja<li menurun dengan pelaksanaan progmm. 

hal tersehut diungkapkan oleh Shinta Silaswati, S.Kp, M.So, ketua pelaksruta progmm 

Unit Pelayana.n Prima di bidang kesehatan yang mengatakan " ...• !rami jadi bingung 

ketilra sudah menscsialisasikan di tingkaJ ma.\yarakat akan diloksanaktm pada bulan 

februari karena sudah sesual dengan jadwal. Nyatanya katlka bulan tersebut dana 

belum cair; hal int menimbullian ketidak percayaan amsyarakat terhadap pe/alrsana. 

Apalagi tli era sekarang, ~osyarakat mutlah sekali menghakimi kami dengan 

mengaitkan keterlambatan karena pelaksana yang coba mencari lalun:tungan dari 
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program. Akhirn;,ya muncul ketidakpercayaan masyarakat karena masalah bukan di 

l«rmi, tapi di pencairan yang membutuhkan waktu lama, proses yang panjang." 

(wawancara, 4 Juni 2009). 

C. Sikap pclaksana 

Faktor panting lainnya untuk kcberhasilan program yakni sikap pelaksana. Yang 

dimaksud dengJUl sikap pelaksana pada kontek ini ialah dukcngan dan kcpedulian 

pelak.sana terhadap keberhasilan program. 

Merujuk pada pool komunikasi dalam mendukung keberbasilan PPK !PM, tentu 

berdampak pada sikap pelaksana di lapangan. lntensitlls komunikasi yang dibangun, 

lidak han;"O ketika diimplomentasikan tapi juga telah dilaknkan ketika mendesain 

program mengakibatkan pelaksana memiliki sikap yang Sarna untuk keberhasilan 

program. Dalam penilaian sikap yang dilakukan, sebanyak 54 responden (75 %) 

inenyatakan setuju dengan kesuskesan program karena adanya kesepahaman semua unit 

pelaksana di Iapan gao. 

Terkait dengan perekrutan pelaksana., sisi profesionalitas menjadi acuan dalam 

perekrutan pelaksana. Haf ini sangat berguna untuk keberhasilan program. Dalam 

angket yang disebarkan. mellgindikasikan bahwa perekrutan telah dilakukan sesuai 

dengJUl kemampuan dan keahllan di bidangnya (45%). Ketika hal ini dikomfirmasi 

melalui wawancara kepada salah satu pelaksana (Cardiman, SP, MP) mengemakakan: 

" ... program ini berbeda dengan y®g lainnya. Terutama tiari desain pembuatcmnya 

dan juga model pendanaannya. Kmena ilu juga, llftl/ra dalam perekrutannya memillki 

ciri kJuzs sendlri. Dalam menentukan lrebijal«m rekruitmen pelafrsana, d"rserizh!d:m 

kepatfa masing-masing dinas terkait. Dengan demikian., maka setiap pelaksana teiah 

sesuai dengan peruntukan h!rjan)ltl. Jadi kalau lr£giatan daya bell, maka dinas 

perindustri'tm, perdaganian dan koperasi a1mn mehyerahktm nama-nama yang akan 

diqjukcmjadi implementor. Begitujuga dengan dinas lain.. "(wawancara, 3 Juni 2009). 

Kesepahaman dan profesionalitas yang telah ditunjukan oleh para pelaksana 

program tentu juga perlu diperharikan pemberian penghargaan. Penghargaan yang 
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diberikan untuk menjaga konsistens:i dan semangat kerja para pelaksana di lapangan. 

Penghargaan yang sesuai dengan kinerja diharapkan dapat memicu kinerja pelaksan~ 

dalam implementasi program. Rasa tanggungjawab pelaksana akan teroermin dari 

]umlah nominal dan tugas yang a.kan dijalankannya. Dl lain pihak. profesionalistas pun 

sering dikaitkan pelaksana dengan jurnlah minimum upah yang didapat. 

Dalam dala yang tersaji pada lllbel5 .•• .tentang honor yang diberikan, tergambar 

hahwa responden yang menyatakan honor teiah sesuai terongkap dari 30 pelaksana 

(41%), hampir sama dengan responden (40 %) yang menyatakan kurang setuju honor 

telah sesuai dengan kine!ja dan tanggungjawab dilakukan. 

D. Struktur Birokrasi 

Di dalam administrasi publik sering kita jumpai istilah birokrasi, di mana istilah 

ini berkaitan erat dengan organisasi yang menjadi salah Satu dimensi dari administrasi 

publik. Blau dan Meyer (1987) menyebutkan bahwa birokmsi adalab jenis organisasi 

yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta 

merigoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik. Konsep ini dapat 

diterapkan dalam prinsip~prinsip organisasi yang b.tjuannya adaiah meningkatkan 

efisiensi administrasi. Dari definisi di atas1 maka program PPK IPM di Kota Bekasi 

meniscayakan adanya birnkmsi yang banda! agar implementasi dapat bedalan dengan 

baik dan terarab. 

Di dalam birokmsi terdapat suatu sistem yang disebut dengan level of 

bureaucracy yang membagi tugas para pegawainya sesuai dengan keahlian yang 

dimilildnya ke dalarn tiga tingkatan. Tingkatan teratas adalalt Executive LeveVPolicy 

Level yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk membuat suatu kebijakan

kebijakan yang sifatnya makrc. Tingkatan · selanjutnya adalab Managerial level yang 

memiliki ke\Yenangan dan keahlian untuk mengimplementasikan kebija.kan dan 

membuat kebijakan mikrn yang merupakan turunan dari kebijakan makro yang dibuat 

nleh Executive level. Sedangkan tingkatan terakhir adalalt Operasionallevel yang banya 

memiliki kcwenangan dan keahlian untuk menjalankan kebijakan yang telalt dibuat 

pada tingkutan sebelumnya. Adanya Level of bureaucracy ini dimaksadkan untuk 
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mewujudkan efek:tivitas dan efisiensi pela:yanan dengan dukungan manajerial dan 

kepemimpinan yang memadai (representatij). 

Peneiitian yang diteka.nkan pada level operasional ini menurut Edward III 

(1980:120) memaparkan bahwa indikaror yang mempangaruhi implementasi kehijakan 

berdasarkan pada slruktur birokrasi adalah SOP (Standard Operatiug Procedure) dan 

fragmentasi struktur birokmsi. 

Dalarn menjalankan program1 tentunya pemahaman yang baik terhadap prosedur 

pelaksanaan sang8t membantu Untuk kesuksesan program. Merujuk pada indikator ini, 

'maka satuan pelaksana membuat prosedur yang dijadikan acuan dalanJ. implementasi 

prognarn. Hal tersebut tergambarkan dalarn bahwa maynritas pelaksana 

menngungkapkan bahwa SOP yang dibuat te!ah mengatur tugas dan progmm kerja 

masing-masing bagian dengan jelas. 

Walaupun sudah jelas, masih ada 15 responden (20.g%) yang menyatakan 

bahwa peraturan sudah sangatjelas. banya implementasinya sulit dilaksanakan. Seorang 

responden, Hj. Samuah Suyoko~ pelaksanan paket Kesetaraan A menyata.kan " .. .Acuan 

yang dljadikan pedoman dal~ kami melaksnakan pendidikan kesetaraan sangat jelas 

dan mudah dipahami, hanya saja kesulitan kami kadang menjalankannya. Sebagai 

conloh dalam perekrutan peserta yang dihatasi jumlahnya karena untuk efektifitas 

pembelajaran. tapi hal itu sulit kcmi lakukan karena animo masyarakat yang lngin 

be/qfar tidak mungkin kami tc/ak. Hal lain yang jugu sulit di/aksanakan ada/ah da/am 

pembuatan laporan yang kadang kesulilan dalam merryedialron alai bukti pembayaran" 

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan bal yang penting untuk 

pelakaana kebijakan, dan dibuat sebagai respon internal terhadap waktu yang terbe!as 

dan sumber .. sumber dari para pe1aksana serta keinginan untuk keseragaman dalam 

. bekerjanya organisasi..arganisasi yang kompleks dan tersebar Iuas. 

Sedangkan terkait dengan fragmentasi struliur birokrasi, dalarn pelaksanaan di 

lapangan tidak diternukan indikasi tersebut. Bahkan dalam urusan yang terkait dengan 

pengurusan administrasi, para pelaksana di lapangan mendapatkan jaminan kemudaltan. 

102 Universltas Indonesia 

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP UI, 2009



Kesamaan visi dan sikap para implementor ini karena program ini di1aksanakan dengan 

memilib orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang masig-masing kegiatan. 

Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk efesiensi dan efektifitas pelak:sanaan 

program. 
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A. K~impulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasH penyajian dan interpretasi data yang dilakukan peda bab 

sebelumnya, dapat ditari.k beberapa kesimpuian sebagai mana berikut: 

l. fmplementasi Program Pendanaan Korilpetisi Indeks Pembangunan 

Manusia (PPK IPM) yang meliputi bidang pendidikan, daya beli dan 

kese~ tidak mencapai target yang ditetapkan. Dalam bidang 

pendidikan, Angka Melek Hurup (AMH) yang ditargetkan tahun 2007 

pada angka 99,88 banya mampu berada di angka 98.87. sadangkan dalatn 

bidang daya beli dari target pencapaian program 72.90, dengan program 

ini hanya mampu rnengangkat Kota Bekasi pada angka 62.34. 

2. Faktor-fek:tor yang mendukung keberhasilan implementasi Program 

Pendanaan Kompetisi Indeka Pembangunan Manusia (PPK IPM) Kota 

Bekasi tahon 2007 merujuk pada pola yang dikembangkan George C. 

Edward III yakui 

A. Pola komunikasi. Pola komunikasi yang dikembangkan dengan model 

intensistas perternuan dan kesamaan pengetahuan membuat program 

dapat diimplementasjkan dengan baik. 

B. Penyediaan Sumber Daya. 

Somber daya yang mendukung filktor keberhasilan implementasi 

program yakni sumber daya ma.nusia dan sumber daya sararia. 

Pelekaanaan Program Pendanaan Kompetisi lndeks Pembengunan 

Manusia (PPK IPM) didukung oleh prOfesiona[ita.s sumber daya 

manusia yang menjadi pelekaana (implementor) dipilih berdasarkan 

kompetensi dengan implementasi program. Begitu juga pengadaan 

sarana yang sesuai dengan kebutuhan program menjadi faktor penentu 

keberhasi!an iinplementasi program. 
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C. Faktor lain yang menjadi pendukung keberhasilan implementasi adalah 

sikap pelaksana dan pelayanan birokrasi. Kemudahan pelaksana 

program mendapatkan pelayanan dalam mengurus administrasi, . 

mengakibatkao progmm suksas diterapkao. 

3. Sedangkan kendala yang didapatkan dalam implementasi program 

meUputi: 

A. Sumber daya angga.ran. Dal""' hal penyediaan anggamn, proses yang 

rumit mengakibatkan pencalran dana mengalami keter1ambatan, 

Keteriambatao dalam sisi penganggaran sangat mengganggu 

kesesuaian program dengan jadwal yang te1ah ditentukan. 

B. Koordinasi antar unit kegiatan. k:oordinasi antar lini kegiebm dl bidang 

kesehatan, pendidikao dan sumber daya mengalami kartdala karana 

koordinasi gabungao ketiga bidang jarang dilaksanaknn. Hal ini 

berdamprtk pad a kasela.rasan jadwal dalam implementasi kagiatan. 

C. Standart Operational Procedure (SOP) mengalami kesulilan dalam 

implementasinya. Hal inf karena perkembangan kondisi ketika 

program dilaksartkao dan tidrtk adanya diskresl yang diberlrtkukan 

kepada pelalisana di lapaogan 
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B. Saran Penel.itian 

Dengan kesimpulan yang diberik:an, maka saran yang dapat diberikan 

berkaitan penetitian ini adalah: 

I. Melakukan klljian terkait implementasi program yang tidak 

mencapai target yang direncanakan. Dengan adanya kajian tersebut, 

dapat dilakuklln tindakan pencegahan (preventifl agar pelaksanaan 

program sesuai target yang ditentukan. 

2. Pola Komunikasl dan yang telah dilaksanakan pada program ini 

patut menjadi model untuk pelaksanaan program ke depan. Dengan 

adnnya komunikasi yang lebih dini dihangun, yakni mulai 

perumusan, hingga implememntasi kebijakan, maka tingkat 

kesepahaman dait kepedulian pelaksana menjadi lebih terikllt dengan 

pola~pola program yang konvensional. 

3. Dalam pengadaan sumber da)/8, faklor sumber daya anggaran 

menjadi surnber yang vital. Hanya pada sisi proses pencairan yang 

sering terlambat menjadi kendala yang sangat mengganggu tidak 

hanya pada keterlambatan pencainm. tapi juga pada perencana8n 

hi~gga imp!ementasi program. Hal ini tentu perlu diantisipasi untuk 

pefbaikan program ke depan dengan cara membuat kebijakan 

pencairan dana yang dapat disesuai.kan dengan wak:tu penjadwa1an 

program 
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Lamplran 1. Tabel ukuran sampel untuk populasi yang telah diketahul 
jumlahnya. 

N-n N-n N-n N-n N-n 
10-10 100-80 280-162 800-260 2800-338 
15-14 110-86 290-165 850-265 3000-341 
20-19 120-92 300-169 900-269 3500-346 
25-24 130-97 320-175 950-274 4000-351 
30-28 140-103 340-181 1000-278 4500-354 
35-32 150-108 360-186 1100-285 5000-387 
40-36 160-113 380-191 1200-291 6000-361 
45-40 170-118 400-196 1300-297 7000-354 
50-44 180-123 420-201 1400-302 8000-36.7 
55-48 . 190-127 440-205 1500-306 9000-368 
60-52 200-132 460-210 1600-310 10000-370 
65-56 210-136 480-241 1700-313 15000-375 
70-59 220-140 500-217 1800-317 20000-377 
75-63 230-144 550-226 1900-320 30000-379 
80-66 240-148 600-234 .2000-322 40000-380 
85-70 250-152 650-242 2200-327 50000-381 

90. 73• 260-155 700-248 2400-331 75000-382 
95-76 270-159 750-254 2600-335 100000-384 

(Adapted from Krejcle & Morgan, 1970, p.SOO) 

• Jumlah sampel yang digunakan dalarn penel[tian ini, 

Sumber ; Hill, R., What Sample Size Is "Enough" In Internet Survey Research 
htlQ://www.emoderators.comllpct-jl1998/n3=41hill.html, 26 November, 2005, 
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Lampi ran 2.. 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS ILMU l;OSIAL DAN ILMU POLITI!( 

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDIILMU ADMINISTRASI 

Kepada Yth, 

Sapak/lbo Pelaksana Program PPK IPM 

01 

Kota Bekasi 

Bersama ini kami mohon bantuan bapal</ibu untuk mengisi daftar kuesioner yang penulis 

ajukan di bawalllni tentang EVALUASI BAGI PELAKSANA PROGRAM PENOANAAN KOMPETISI 

DAN AKSELERASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MANUSIA (PPK IPM) TAHUN 2007 Dl 

KOTA BEKASI. 

Kerjasama bapak/ibu sangat kami butuhkan, karena akan mebantu keberhasilan clari 
penelitian ini dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi pasca 
sarjana di Universitas Indonesia. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. 

Hormat sava~ 

AdeSukron 
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PETUNJUK PENGISIAN 

A. Kuesioner inl sengaja t!dak mencantumkan nama responden, dengan harapan bapak/ibu 
dapat mengisl seobjektlf mungkln. Oengan demiklan, kerahaslaan lnformasl responden tldak 

akan dlketahul oleh stapapu~ atau plhak manapun. 

B. Berikan tanda si!ang "X" pada salah satu kolcim yang d!sed1akan untuk menggambarkan 

ketersesualan pemyataan dengan kenyataan yang bapalt/fbu dialami datam me!aksanakan 
program di lapangan. Pemberian tanda "Xn pada ko!om 

SS : Sangat Seruju 
S ; Setuju 
R ; Ragu -ragu 
TS ~ Tidak Setuju 
STS : Sangat Tldak SetuJu 

Jenls Kelamin respo,den Oak! laki 0 Perempuan 

Jabatan dalam Program : ........................... ~ .......................... .. 

Neil PERNYATAAN ss s R TS STS 
Pola Komunlkasi 
antar pelaksana dalam lmp1ementasl p~ogram 
1 Adanya Penyampaian lnformasl secara berkala oleh 

atasan tentang metode pelaksanaan program PPK 
IPM 

2 flimplnan menjelaskan pelaksanaan yang-berkaltan 
dengan pek~rjaan-pekerjaan pro8i-am dengan balk 
dan jelas 

3 Saat memberlkan arahan dengan pelasa~a, 

plmpinan senantiasa menggtmakan bahasa formal 
dan kaku yang cenderung tldak lnformatlf 

4 lnformasl yang diberikan atasan membuat program 
leblh mudah dllmplementasikan 

5 l<omunlkasl antara atasan dan bawahan cenderung 
Sf!arah dan tldak ada proses dialog (komunikasl dua 
arah) sam a sekall 
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6 Gun a kesusksesan penyelanggaraan program, 
diperlukan adanyan Surat Keputusan sebagai 
lega!]tas bekerja 

7 substansi dan peraturan tentang kewenangan 
bekerja telah membantu dalam irnplementasi 
progn)m 

Is Pekerjaan yang berkaitan dengan tmplementa$1 
program tidak mempunyai arahan/pedoman rinci 
d~tl•im fi'I(mgur.aikan tugas pokok beserta uraian 
kegiatan yang haros dilakutwn 

9 Keberhasilan program juga karen a meflbatkan 
parijspasimasyarakat 

10 Program yang telah d!laksana~an memberlkan 
ruang besar bagi keterlibatan masyarakat 

11 Keterlibatan masy~rakat menjadl kendala dalam 
keberhasllan implementasl program 

NO I PERNYATAAN~ ss s R TS STS 
Ketersediaan Sar.ma dalam lmplerrum 

Petugas telah mendapatkan pelatlhan guna 
menunjang keterampilan" · dalam 
mengimplementaslkan program 

Pefatihan yang d'iberikan untuk petugas t!dak 
mencerminkan untuk kesuksesan implementasi 
program 

Pentingnya koordlnasl an tar petugas dalam 
!rnplernentasr program dllapangan 

koordinasl antar petugas pelaksana program PPK 
IPM antara kegiatan di bldang pendldikan, 
kesehatan dan daya bell berjalan sesual dengan 
semestlnya 

Program tidak dapat berjalan makslmal karena 
koordinasi antara keglatan di bidang kesehatan, 
pendldikan dan daya beli hanya dilakukan dl 
maslng-maslng keglatan 

. . 

Anggaran yang tersedia telah mencukupl untuk 
keberhasi!an lmpfementasl program 
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Pendanaan program tidak memenuhl untuk 
k.eberhasllan pelaksanaan program 

Dalam pendlstribuslan1 anggaran pelaksanaan 
program t~rsedia sesuai ]adwal yang telah 
ditentukan 

Keberhi.isllan program te~kendala akibat pencalran 
dana yang tid ale: tepat waktu 

Penc::alran anggaran telah sesuai dengan idokasl 
yangtelah ditentukan 

Pelaksana mendapatkan honor yang mencukupl 
dalam melaksanakan kegiatan 

t<urangnya perhatian darl sfs! anggaran kepada 
plhak ·.pelaksana mengaldbati<an program tidak 
dapat berjalan secara makslmaf-

Penyediaan peralatan penunjang pelal<sanaan 
te!ah terpenuhl untuk mendukung kesuksesan 
program 

13 Pera.latan yangdisediakan telah memenuhi standar 
kuallfikasi yang mendukung untuk pelaksanaan 

·program 

14 Penyedlaan peralatan sesuai dengan tenggat 
waktu yang diberikan sehlngga tidak mengganggu 
kelancaran pelaksanaan program 
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NO PERNVATAAN ss s R TS STS 

Kepedultan _Pelaksana terh:adap lmplementasl Program 

1 Oalam implementasinya, kesuksesan program 
PPK IPM didukung juga oleh kesepahaman semua 
unit pelaksana 

2 Tim pelaksana sesual dengan bldang yang 
dibutuhkan dalam keberhasUan program 

3 Perekrutan dilakukan hanya dengan mengacu 
untuk mengisl kekosongan keg!at;;m di d!oas 

terkalt 

. 4 lim pe!aksana bekerja penuh untuk program yang 

dilaksanakan 

5 Keberhasi!an program terhambat karena tim 
pelaksana memlllkl kegiatan lain di 1uar kegiatan 
program 

6 11m pelaksana telah bekerja secara kolektlf 

7 Adanya honor memberikan dorongan bagi 

pelaksana untul< bekerja secara maksima! 

8 Sanksi yang diberikan membebani pel_aksana 
datam keberhasilan lmplementasl program 

9 Honor yang dtberikom sesuai dengan kln~rja dan 
tangguns jawab yang dllakukan 
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NO PERNYATAAN ss s R TS STS 

Struktur Blrokrasl Yang Mendukung 
Keberllasllan Program 
I Keberhasilan program dldukung oleh kemudahan 

pe!aksana dalam mendapatkan pelayanan dari 

instansi kepemeriritahan 

2 Pekerjaan-pekerJaan yang berkaltan dengan 
pelak.sanaan program PPK IPM mempunyal 
pedoman yang menguralkan tugas pokok bes-erta 

keglatan yang llarus dilakukan 

3 Pedoman pelaksanaan menimbulkan pemahaman 
yang berbeda antar pelaksana di lapangan 

4 Pedoman yang dibuat telah memberikan 

l:emudahan dalam implementas! program 

s Dalam pelaksanaannya, setlap orang telah 
memiliki tugas dan wewenang secara Jelas dan 
tegas 

6 Pembagian tugas membuat pe!aksana tidak 

bek:erja secara kolektif, hanya mementingkan 

tug<!snya semata 

7 Dalam lmplementasl, antar pelaksana terjadl ovef 
lapping (duplika&i) antar satu dengan yang falnnya 

8 Kerjasama antar pelaksana berjalah dengan buruk 

dan cenderung menjadi unit maslng-masing 
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Pengisian Angket : Berilah tanda ( X ) yang di jawaban yang menurut anda sesuai atau 
mendekati kebenaran 

1. Frekuensi pelaksanaan rapat atau penyuluhan mengenai petunjuk pelaksanaan Program 

PPK !PM dilakukan sebanyak? 

a. 1 kati da!am satu bulan c. Tidak tentu 

b. 2 kali dalam satu bulan d.lalnnya .................................. (sabutkan) 

2. Pemberi materi dalam pertemuan disampaikan oleh? 

a, Pernbuat kebijakan langsung c. Pejabat slapa pun 

b. Selalu diwakilkan d.lainnya ............................. ,.,. (sebutkan) 

3. lamanya pertemuan berlangsung selama ? 

a. 30 menlt c. 1.5 jam 

b. 1jam d. lainnya .............•..................... (sebutkan) 

4. Materi pertemuan d!sampaikan secara? 

a.Umum b. Rinci 

5. Pejabat tingkat atas turun ke lapangan untuk mendengar masukan dari petugas 

lopangan 

a. 1 kall dalam satu bulan c. Tldak tentu 

b. 2 kali dalam satu bulan d. Lalnnya ........••..........•....•......... (sebutkan) 

6. Pertemuan evaluasi program d~aksanakan sebanyak? 

a. 1 kali sebulan c. 3 ka !i sebulan 

b. 2 kali sebulan d. lainnya ...............•................... ( sebulilan) 

7. Rapat sosial!sasi dan evaluasi kepada petugas pefaksana lapangan dilaksanakan 

kepada dan dihadili oleh? 

a. Setiap baglan program b. Semua bagian prograin 

8. Soslal!sasi kepada masyarakat dilakukan me!alul media? 

a. lklon c. Spanduk 

b. Rapat Umum d. Lainnya ...................................... (sebutkan) 

9. Mengenai program PPK !PM ini, warga masyarakat 

a. Masih banyak ya"ll belum mengetahui 

b. Sebagian besar sudah mengetahui program ini 

c. Hanya masyarakat yang terlibat dalam program yang mengetahui 

10. Pelaksanaan program melibatkan partislpasi rnasyarakat melalul 

a. keterUbatan aktff mula! perumusan, impfementas! hingga evaluasi 
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b. masyarakat hanya dilibatkan ketlka merumuskan program 

c. masyarakat hanya dllibatkan ketika implementasi program 

SumberOaya 

1. Dana pelaksanaan kegialan dikucurkan dalam? (berapa tahap) 

a. salu tahap b. duatahap c. lebih 2 tahap d. 1idak tentu 

2. Anggaran dana yang dialokaslkan untuk kegialan? 

a. Mencukupi b. Kurang mencukupi c. Leblh dari cukup 

3. Honor bagi pelaksanalapangan 

a. Memuaskan b. Sangat memuaskan c. Kurang memuaskan 

4. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program? 

a. sesuai dengan standar yang dlbuiuhkan 

b. 1ldak sesuai dengan standar 

c. standar melabihi dari kebutuhan 

5. Standar kuatifikal!li dan kualltas peralatan pelaksanaan program 

a. Merhenuhi syarat b. Kurang memenuht syarat c. Lebih dari cukup 

6. Ketika sarana pendukung program mengalami gangguan atau kerusakan,.penggantian 

peralatan dilakukan secara - . 
a. Cepat b. Lambat .c. Patungan biaya petugas pelaksana 

7. Materi pelalihan yang dibartkan kepada petugas lapangan 

a. Sesuai dengan luges keija b. Kurang sesuai dengan tugas kerja 

8. Waktu dan frekuen~! pelatihan materi untuk petugas lapangan 

a. Mencukupi b. Kurang mencukupi 

Sikap Pelaksana 

1. Perekrutan petugas lapangan dan tainnya sesuai dengan 

a. Kemampuan dan keahlian di bidangnya 

b. Kedekalan dengan pejabal atau pegawai pemertntahan 

c. Hanya untuk menglsl kekosongan lowongan pekerjaan 

2. Para pelugas pelaksana lapangan pada program PPK !PM 

a. Bekerja penuh pada program lnl 

b. Memilikl pakerjaanlkagialan lain di samping kegiatan peda program PPK IPM 

3. Sikap pejabat tingkat alas penanggung jawab program 

a. Menyerahkan semua tanggung jawab pekerjaan yang sudah ada kepada petugas 
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b. Kadangkala turun ke lapangan untuk meninjau keberhasilan di lapangan 

c. Memberikan perhatian yang cukup kepada petugas lapangan 

4. Petugas pelaksana lapangan menerima insentif 

a. Hanya gaji yang sesuat dengan tugas ke~a dan bidang keahlian masing~masing 

b. Diberikan bonus tambahan sesuai dengan ketekunan kine~a mereka 

c. Hanya dibelikan setiap perkeglatan program 

5. Honor/gaji yang diberikan 

a. tefah mencerrninka.n pemberian yang sesuai dengan kualitas pekerjaan 

b. besaran honor/gaji tidak sesual dengan lingkat kesulitan program 

c, Honortgaji kecil, tapi dibeli kele!uasaan untuk mencari sumber pendapa.tan dari 

alokasi anggaran lalnnya. 

5. Pelanggaran klnerja yang dl!akukan oleh petugas pelaksana lapangan 

a. Tidak ditindak sebagaimana mestinya 

b. Oitindak sesual dengan lingkat pelanggaran yang dilakukan 

c. Hukuman yang dibefikan sama untuk semua tingkat pelanggaran 

Blrokrasl 

1. Petugas pelaksana lapangan mendapatkan pelayanan birokrasl tert<ait program PPK 

IPM 

a. Dipertakukan sama dengan warga lain 

b. Sulit mendapatkan pelayanan yang cepat 

c, Mendapatkan petayanan yang berbeda untuk mempermudah jaTannnya program 

2. Oa!am urusan yang terkait dengan administrasi pemerintahan 

a. Para pejabat tingkat atas memberikan jaminan kemudahan 

b. Tidak memperdul!kan urusan birokrasi 

c:. Menyerahkan semua unJSan birokrasi ke bawahannya 

3. Dalaril melakukan pekerjaannya, petugas pelaksana lapangan bekerja 

a. Sesuai dengan tugas ke~a yang diberikan dan tidak peduli dengan tugas kerja baglan 

yang lain 

b. Saling mendukung antara bagian yang satu dengan yang lain 

c. Terjadi tumpang tindih (over lapping) tugas kerja 

4. Pelunjuk Pelakasanaan (Juklak) Program PPK IPM yang ada 

a Telah rnengatur tugas dan program kelja maslng-masing bagian dengan jelas 

b. Kurang jelas tugas dan prog~m kerja masing~masing bagian dengan jelas 

c, Peraturan jelas, hanya sulit diimplementasikan 

fl'tritM '1(psi1i 
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PEDOMAN WAWANCARA 

EVALUASI BAGI PELAKSANA PROGRAM PENOANAAN KOMPETISI DAN AKSELERASI INDEKS 
PEMBANGUNAN MAN USIA MAN USIA {PPK I PM) TAHUN 2007 01 KOTA BEKASI 

Pedoman wawancara ln1 berupa rumusan top!k yang berhubungan langsung denganjudu! penelitlan 
untuk dengan maksud rnengetahui secara lebih komprehensif berbagai informas! dan peml~lrian 
yang dikemukakan oleh para informan yang menjadi pelaksanan dalam implementast program PPK 
IPM dl Kota Bekas! pad a tahun 2007. · 

Pedoman wawancara ird bersffat fleksfbel-dan mendalam-dalam upaya untuk menghlmpun berbagai 
mat:am data dan lnformasi yang dibutuhkan. 

A. Gambaran Umum 

1. Apa yang anda ketahtli tentang program PPK !PM? 

2, Apa yang menjadi kelebihan program ini dengan program la!nnya dalam mendukung 
kebijakan penlngkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasl? 

3. Sejauh mana keterlibatan anda pada program PPK IPM? 

B. Komunlkasl antar pelaksana 

1. Sebagal pelaksana, bagaimana programters~~:but disampaikan kepada anda? 

2, Apakah ada pertemuan~pertemuan khusus yang membahas tenta:ng program tersebut? 
Dan pola sepertl apa yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut? 

3. Oaf am pelaksanaan petlode 2007- 2008, apakah ada pertemuan rutin untuk membah.as 
lmplementasl program? Dan slapa saja yang 1:lilibatkan? 

4. Salah satu yang menjadi unggulan program ini adalah pelibatan masyarakat. Saga! mana 
pola kete-rlibatan masyarakat dalam progtam lnl? 

C. Dukunpn Sumber Oaya dalam tmplementasl program 

1. Oalam program yang dilaksanakan, menurut saudara apakah jumlah petugas -y.mg 
menangani sudah sesual jumlahnya dengan kebutuhan kesuksesan program? 

2. Baga!mana menurut anda keterampi!an para pelaksana, apakah sudah sesual dengan 
ke:butuhan (qualified) untuk menaoganl program PPK IPM? 

3, Program In! d!faksana~an dengan me!lbatkan 3 (tlga) d!nas yaknl Pendldikan, kesehatan. 
serta dinas UKM dan koperasi. Bagalmana koordlnasl ketlganya dllakukan? 
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4. Oalam koordinasl, apa yang -menjadl faktor kendala hingga menghambat imp!ementasl 

program? 

5. Bagalmana system penganggaran yang anda ketahul dalam lmplementasi program PPK 

IPMl 

6. Apa'-ah anggaran telah sesual dengan kebutuhan pe!aksanaan program? Bila tldak 

kenapa dan apa masalahnya? 

1. Datam penairan anggaran, apakah te!ah sesuai dengan waktu yang ditentukan? Bi!a 

tidak apa kendala yang dihadapi? 

8. Dalam mendukung akuntabf!itas, apakah dana yang dicairkan telah :sesuar de:ngan 
anggaran yang ditetapkan? Bila terdapat perbedaan, apa yang menyebabkan hal 

tersebut terJ.adi? 

9. Bagalmana ~engadaan sarana untuk mendukung lmplementasi program? 

10. Apakah pengadaan. sarana telah sesuai dengan yang ditetapkan, balk jumlah dan 
waktunya? Blia terdapat kendala, menurut anda mengapa hal tersebut terjad!? 
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D. Slkap dan stwktur Birokta$1 

1. eagaimana system perekrutan pelaksana program ~PK !PM? Faktor apa saja yang 

menjadi landasan da!am penentuan orang untuk terlibatda!am pelaksanaan program? 

2. Keterlibatan pelaksana mensyaratl:an adanya reward yang dlbetlkan. Menurut anda, 

apakah penghargaan vang diberikan telah sesuai dengan kinerja yang tefah 

dllaksanakan? Bila tidak ·menurut anda, bagalmana baiknnya syst&m penghargaan yang 

dlberlakukan agar menjadi mot!vasl untuk pelaksana program? 

3. Dalam melaksanakan program, apakah ada SOP {Standard Operational Procedure) yang 

menjadi pegangan pelaksana? Dan apakah SOP tersebut rnudah diaplikaslkan? Kendala 

apa yang dihadapf dalam mC<mahami SOP dan kenapa hal tersebut terjadi? 

4. ~pakah ada pembagian tugas yang jelas antar pelaksana program? Dan bagaimana 

pembagian tersebut: mampu mendukung kesusksesan implementasl program? 
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